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DAFTAR LAMPIRAN 
 

No. Nama Lampiran 

1 Rekapitulasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa per Jenis Transfer TA 2017 

2 Laporan Realisasi Anggaran, Rekap Pendapatan PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2017 

3 Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak, Transfer DBH PPh Perorangan Tahun 

Anggaran 2017 

4 Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak, Transfer DBH PBB Tahun Anggaran 2017 

5 Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Minyak Bumi, Transfer DBH Minyak Bumi (MAK 

612111, 612112, 612113) Tahun Anggaran 2017 

6 Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Gas Bumi, Transfer DBH Gas Bumi (MAK 612211, 

612212, 612213) Tahun Anggaran 2017 

7 Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum, Transfer DBH Iuran Tetap 

(MAK 612311) dan Royalti (MAK 612312) Tahun Anggaran 2017 

8 Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi,  Transfer DBH 

Setoran Bagian Pemerintah (MAK 612411) dan DBH Iuran Tetap (MAK 612412) Tahun 

Anggaran 2017 

9 Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Kehutanan, Transfer DBH IIUPH/IHPH (MAK 

612511), DBH PSDH (MAK 612512), DBH DR (MAK 612513) Tahun Anggaran 2017 

10 Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Perikanan, Transfer DBH Perikanan (MAK 

612611) Tahun Anggaran 2017 

11 Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, Transfer DBH Cukai Hasil Tembakau 

(MAK 613111) Tahun Anggaran 2017 

12 Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil PBB  TA 2017 Menurut  Provinsi/Kabupaten/Kota 

13 Rincian Kurang Bayar DBH PPh TA 2017 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 

14 Rincian Kurang Bayar DBH Cukai Tembakau  TA 2017 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 

15 Rincian Kurang Bayar DBH Kehutanan TA 2017 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 

16 Rincian Kurang Bayar DBH SDA Panas Bumi TA 2017 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 

17 Rincian Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Mineral dan Batubara TA 2017 Menurut 

Provinsi/Kabupaten/Kota 

18 Rincian Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi TA 2017 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota  

19 Rincian Kurang Bayar DBH SDA Gas Bumi TA 2017 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 

20 Rincian Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan TA 2015 

21 Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Menurut  

Provinsi/Kabupaten/ Kota TA 2013     

22 Rincian Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara TA 2013   

23 Rincian Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara TA 2014  

24 Rincian Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara TA 2015  

25 Rincian Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan TA 2016   

26 Rincian Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara TA 2016  

27 Rincian Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut 

Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2016        

28 Rincian Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota               

TA 2016  

29 Rincian Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota                
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No. Nama Lampiran 

TA 2016     

30 Rincian Kurang Bayar DBH Pajak PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Menurut 

Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2016     

31 Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Menurut 

Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2016      

32 Rincian Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara TA 2015   

33 Rincian Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara TA 2014  

34 Rincian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan TA 2013  

35 Rincian Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan TA 2016    

36 Rincian Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Minerba TA 2016   

37 Rincian Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut 

Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2016        

38 Rincian Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota  

TA 2016     

39 Rincian Lebih Bayar DBH  PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Menurut 

Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2016     

40 Rincian Lebih Bayar DBH PBB Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2016  

41 Rincian Lebih Bayar DBH CHT Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2016  

42 Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Dana Alokasi Umum, Transfer Dana 

Alokasi Umum ( Akun 621111) Untuk Periode Berakhir  31 Desember Tahun Anggaran 2017 

43 Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Transfer DAK Non Fisik Tunjangan 

Profesi Guru PNSD ( Akun 654111), Transfer DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru 

Pegawai Negeri Sipil ( Akun 654211), dan Transfer Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di 

Daerah Khusus ( Akun 654112) Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2017   

44 Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Transfer DAK Non Fisik Peningkatan 

Kapasitas Koperasi ( Akun 654811) Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2017   

45 Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Transfer DAK Non Fisik  Bantuan 

Operasional Kesehatan ( Akun 654711 ), Transfer DAK Non Fisik Bantuan Operasional 

Keluarga Berencana ( Akun 654712 ), dan Transfer DAK Nonfisik  Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan PAUD ( Akun 654911 ) Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2017  

46 Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Transfer DAK Non Fisik Pelayanan 

Administrasi Kependudukan ( Akun 654814) Untuk Periode Berakhir  31 Desember Tahun 

Anggaran 2017    

47 Laporan Realisasi Anggaran Transfer DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (Akun 

654311) Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2017 

48 Penerimaan Pengembalian Sisa Dana BOS TA 2011 Untuk Periode yang Berakhir pada                          

31 Desember 2017   

49 Laporan Operasional Transfer DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan ( Akun 

654813) Untuk Periode Berakhir 31 Desember Tahun Anggaran 2017   

50 Laporan Operasional Transfer DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (Akun 654311) 

Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2017 

51 Laporan Operasional Transfer DAK Fisik Reguler (Akun 631111) dan Transfer DAK Fisik 

Afirmasi (Akun 631311) Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017   

52 Piutang Lebih Salur Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2016 Untuk Periode Yang Berakhir 31 

Desember 2017       

53 Piutang Lebih Salur Dana Bantuan Operasional Sekolah Triwulan IV atau Semester II TA 2017 
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No. Nama Lampiran 

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 

54 Laporan Realisasi Anggaran Transfer DAK Fisik Reguler (MAK 631111), DAK Fisik Infrastruktur 

Publik Daerah/Penugasan (MAK 631211), dan Transfer DAK Fisik Afirmasi (MAK 631311) 

Tahun Anggaran 2017 

55 Laporan Realisasi Anggaran Transfer Dana Desa (Akun 662111) Tahun Anggaran 2017 

56 Laporan Operasional Transfer DAK Fisik Reguler (Akun 631111), DAK Fisik Penugasan (Akun 

631211), dan Transfer DAK Fisik Afirmasi (Akun 631311), Beban Tambahan DAK Fisik (Akun 

631411) Tahun Anggaran 2017 

57 Laporan Operasional Transfer Dana Desa (Akun 662111) Tahun Anggaran 2017 Audited 

58 Rincian Pengembalian Belanja Berdasarkan KPA dan Daerah Penerima Tahun Anggaran 2017 

59 Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Dana Otonomi Khusus TA 2017 

60 Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Dana Keistimewaan DIY TA 2017 

61 Rincian Realisasi Anggaran DID per Daerah Tahun Anggaran 2017 
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DAFTAR SINGKATAN 
 

Singkatan Kepanjangan 

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

APBN-P  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan 

BA  Bagian Anggaran 

BO  Bank Operasional 

BOS Bantuan Operasional Sekolah 

BP  Biaya Pemungutan 

BUN Bendahara Umum Negara 

CHT Cukai Hasil Tembakau 

DAK Dana Alokasi Khusus 

DAU  Dana Alokasi Umum 

DBH Dana Bagi Hasil 

DID Dana Insentif Daerah 

DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

DJPBN Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

DJPK  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

DK DIY Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

IHPH Iuran Hak Pengusahaan Hutan 

IIUPH Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan 

KPA Kuasa Pengguna Anggaran 

KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

KUN Kas Umum Negara 

LKTD Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

LO  Laporan Operasional 

LPE Laporan Perubahan Ekuitas 

LRA Laporan Realisasi Anggaran 

LS  Lebih Salur 

Migas Minyak dan Gas 

OPDN Orang Pribadi Dalam Negeri 

Otsus Otonomi Khusus 

PDB Pendapatan Domestik Bruto 

PBB Pajak Bumi dan Bangunan 

Pemda Pemerintah Daerah 

Perdirjen Peraturan Direktur Jenderal 

Perpres Peraturan Presiden 

Pertum Pertambangan Umum 

PMK Peraturan Menteri Keuangan 

PNSD Pegawai Negeri Sipil Daerah 

PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak 

PP  Peraturan Pemerintah 
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Singkatan Kepanjangan 

PPh Pajak Penghasilan 

PSDH Provisi Sumber Daya Hutan 

RKUN Rekening Kas Umum Negara 

RKUD Rekening Kas Umum Daerah 

SABUN Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara 

SAKUN Sistem Akuntansi Kas Umum Negara 

SAP Standar Akuntansi Pemerintahan 

SATD Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

SAI Sistem Akuntansi Instansi 

SAU Sistem Akuntansi Umum 

SDA Sumber Daya Alam 

SKU Surat Kuasa Umum 

SP2D Surat Perintah Pencairan Dana 

SPM  Surat Perintah Membayar 

TA Tahun Anggaran 

Tamsil Tambahan Penghasilan 

TPG Tunjangan Profesi Guru 

TAYL Tahun Anggaran Yang Lalu  

UAKPA Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran 

UAP Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu 

UU  Undang-Undang 
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DAFTAR PERATURAN 

 

NO PERATURAN PERIHAL 

1. UU No.21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

2. Perpu No. 1 Tahun 2008 Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2001 Tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

3. UU No.35 Tahun 2008 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-

Undang 

4. UU No.33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah 

5. UU No.11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh 

6. UU No. 13 Tahun 2012 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

7. UU No. 14 Tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 

8. UU No. 12 Tahun 2016 Perubahan atas UU No.14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 

9. UU No.18 Tahun 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 

10. UU No.8 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang No.18 Tahun 2016 Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 

11. UU No.27 Tahun 2003 Panas Bumi 

12. UU No.23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah 

13. UU No. 6 Tahun 2014 Desa 

14. UU No. 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara 

15. PP No.55 Tahun 2005 Dana Perimbangan 

16. PP No. 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah 

17. PP No.65 Tahun 2010 Perubahan atas PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah 

18. PP No.71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan 

19. Perpres No. 137 Tahun 2015 Rincian Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2016 

20. Perpres No. 66 Tahun 2016 Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2016  

21. Perpres No. 97 Tahun 2016 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017  

22. Perpres No. 86 Tahun 2017 Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2017 

23. PMK No.213/PMK.05/2013 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 

24. PMK No.263/PMK.05/2014 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa 

25. PMK No.216/PMK.05/2016 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa 
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NO PERATURAN PERIHAL 

26. PMK No.241/PMK.07/2014 Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah  

dan Dana Desa 

27. PMK No.250/PMK.07/2014 Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

28. PMK No.124/PMK.07/2015 Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

29. PMK No.173/PMK.07/2017 Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

30. PMK No. 215/PMK.07/2015 Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil 

Bagi Daerah Induk, Provinsi, dan/ atau Daerah Lain yang Tidak 

Memenuhi Kewajiban Hibah/ Bantuan Pendanaan Kepada Daerah 

Otonom Baru dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi 

Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil Kepada Daerah Otonom Baru 

31. PMK No.259/PMK.07/2015 Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber  

Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2013 dan TA 2014 

32. PMK No.58/PMK.07/2016 Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut 

Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2013 dan TA 2014 

33. PMK No.4/PMK.07/2016 Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan TA 2011, TA 

2013 dan TA 2014 yang Dialokasikan dalam APBN TA 2016 

34. PMK No.49/PMK.07/2016 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan 

Evaluasi Dana Desa   

35. PMK No.139/PMK.07/2016 Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016 

36. PMK No. 162/PMK.07/2016 Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam Perubahan 

Anggaran Pendapaan dan Belanja Negara TA 2016 

37. PMK No.208/PMK.07/2016 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/ 

Kabupaten/Kota TA 2016 

38. PMK No. 19/PMK.07/2017 Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 

39. PMK No.214/PMK.05/2013 Bagan Akun Standar 

40. PMK No.127 Tahun 2017 Pelaksanaan Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Alokasi Khusus 

Fisik pada APBN-P TA 2017 

41. PMK No. 50/PMK.07/2017 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

42. PMK No. 112/PMK.07/2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

43. KMK No.876/KMK.07/2017 Kelebihan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut 

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 

44. Perdirjen PK No.43/PK/2015 Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 

Anggaran 2015 

45. Perdirjen PK No.4/PK/2016 Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 

Anggaran 2016 
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NO PERATURAN PERIHAL 

46. Perdirjen PK No.3/PK/2017 Penghitungan Lebih Salur Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan 

TA 2016 

47. Perdirjen PK No.1/PK/2017 Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam 

Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan I  pada Tahun Anggaran 2017 

48. PMK No. 216/PMK.05/2017 Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian LK BUN 

49. PMK 144/PMK.07/2017 Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 

50. Perdirjen PK No.5/PK/2017 Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam 

Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2016 yang Menggunakan 

Pagu Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV TA 2017 

51. PMK 187/PMK.07/2017 Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan 

Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara 

Penyelesainnya 
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
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KEMENTERIAN KEUANGAN RI 

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TINGKAT UAPPAES1 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2017 

(DALAM RUPIAH) 

 
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 999 BENDAHARA UMUM NEGARA TANGGAL : 12-04-2018 

ESELON I : 99905 PENGELOLAAN TKDD HALAMAN  : 1 DARI 1 

KANTOR WILAYAH : -   

SATUAN KERJA : -   

JENIS KEWENANGAN : -   

%

2 3 4 5 6 7

A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

0 9.463.923.479.165 9.463.923.479.165 0 3.336.403.485.639

0 9.463.923.479.165 9.463.923.479.165 0 3.336.403.485.639

0 0 0 0 0

          b. Penerimaan Negara Bukan Pajak 0 9.463.923.479.165 9.463.923.479.165 0 3.336.403.485.639           V.A

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 9.463.923.479.165 9.463.923.479.165 0 3.336.403.485.639

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

C. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

671.472.812.826.137 654.482.511.343.964 -16.990.301.482.173 97,47 639.765.656.796.490,00

88.263.998.042.137 88.232.197.142.637 -31.800.899.500 99,96 90.534.933.146.067            V.C1

398.582.314.748.000 398.582.314.748.000 0 100,00 385.360.847.100.000          V.C2

69.531.500.436.000 62.104.230.254.352 -7.427.270.181.648 89,32 75.207.496.115.489            V.C3

115.094.999.600.000 105.563.769.198.975 -9.531.230.401.025 91,72 88.662.380.434.934            V.C4

27.743.292.590.000 27.743.292.590.000 0 100,00 23.811.883.884.000         

19.443.292.590.000 19.443.292.590.000 0 100,00 18.264.433.884.000            V.C5

800.000.000.000 800.000.000.000 0 100,00 547.450.000.000                 V.C6

7.500.000.000.000 7.500.000.000.000 0 100,00 5.000.000.000.000              V.C7

60.000.000.000.000 59.766.577.527.403 -233.422.472.597 0 46.679.329.179.366         V.C8

759.216.105.416.137 741.992.381.461.367 -17.223.723.954.770 97,73 710.256.869.859.856       V.C

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Report run on  : 12-04-2018 00:34:31
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      1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

          a. Penarikan Pinjaman Program

          b. Penarikan Pinjaman Proyek

      2. Penerusan Pinjaman

      3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

JUMLAH PEMBIAYAAN (D.I + D.II)

     4. Pinjaman dalam negeri

     5. PMN/ Dana Investasi Pemerintah

     6. Kewajiban Penjaminan

     7. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

     8. Pembiayaan Lain-lain

II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)

I.  PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)

     1. Rekening Pemerintah

     2. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

     3. Surat Berharga Negara (Neto)

          a. Penerimaan Surat Berharga Negara

          b. Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara

          a. Dana Otonomi Khusus

          b. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

          c. Dana Insenstif Daerah

    3. DANA  DESA

JUMLAH TRANSFER DAERAH

D. PEMBIAYAAN

    1. DANA PERIMBANGAN

          a. Dana Bagi Hasil

          b. Dana Alokasi Umum

          c. Dana Alokasi Khusus Fisik

          d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

    2. DANA OTSUS, DK DIY, Dan DID

        Pembayaran Bunga Utang

        Subsidi

        Hibah

        Bantuan Sosial

        Belanja Lain-lain

JUMLAH BELANJA

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

B. BELANJA

     BELANJA TRANSAKSI

        Belanja Pegawai

        Belanja Barang

        Belanja Modal

1

    PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

    1. PENERIMAAN DALAM NEGERI

          a. Penerimaan Perpajakan

    2. HIBAH

    3. SUSPENSE PENDAPATAN

URAIAN DIPA REALISASI
 REALISASI DIATAS 

(BAWAH) ANGGARAN 

 REALISASI TA 2016 

AUDITED 
REFREALISASI 

ANGGARAN
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KEMENTERIAN KEUANGAN RI 

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 

 

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT UAPPAES1 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 

(DALAM RUPIAH) 

 
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 999 BENDAHARA UMUM NEGARA TANGGAL : 12-04-2018 

ESELON I : 99905 PENGELOLAAN TKDD HALAMAN  : 1 DARI 1 

KANTOR WILAYAH : -   

SATUAN KERJA : -   

JENIS KEWENANGAN : -   

TA 2017 TA 2016
KENAIKAN/ 

PENURUNAN
% REF

3 4 5 6 7

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

735.149.293.850.265     686.802.250.757.309     48.347.043.092.956 7,04

735.149.293.850.265  686.802.250.757.309  48.347.043.092.956 7,04 VI.B.2.

-735.149.293.850.265 -686.802.250.757.309 -48.347.043.092.956 7,04

40.371.463.160 239.631.950.552 -199.260.487.392 -83,15 VI.B.1.

40.371.463.160 239.631.950.552 -199.260.487.392 -83,15

-735.108.922.387.105 -686.562.618.806.757 -48.546.303.580.348 7,07

0 0 0 0,00

-735.108.922.387.105 -686.562.618.806.757 -48.546.303.580.348 7,07 VI.B.3.

Report run on  : 12-04-2018 00:34:41

KEGIATAN OPERASIONAL

U R A I A N

1

          PENDAPATAN PENYESUAIAN

     PENDAPATAN

          PENDAPATAN PERPAJAKAN

                    JUMLAH PENDAPATAN PERPAJAKAN

          PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

               Pendapatan PNBP Lainnya

                    JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

          PENDAPATAN HIBAH

                    JUMLAH PENDAPATAN HIBAH

         SELISIH KURS BELUM TEREALISASI

                    JUMLAH PENDAPATAN

     BEBAN

          BEBAN TRANSFER

                    JUMLAH BEBAN

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERATIONAL LAINNYA

         Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

                    JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) SELISIH KURS BELUM TEREALISASI

                    JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASA

          PENDAPATAN LUAR BIASA

          BEBAN LUAR BIASA

                    JUMLAH POS LUAR BIASA

SURPLUS (DEFISIT) LO
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KEMENTERIAN KEUANGAN RI 

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 

 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT UAPPAES1 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 

(DALAM RUPIAH) 

 
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 999 BENDAHARA UMUM NEGARA TANGGAL : 12-04-2018 

ESELON I : 99905 PENGELOLAAN TKDD HALAMAN  : 1 DARI 1 

KANTOR WILAYAH : -   

SATUAN KERJA : -   

JENIS KEWENANGAN : -   

2017 2016 REF

-10.429.508.732.776 -32.605.953.687.976 VII.A.

-735.108.922.387.105 -686.562.618.806.757

0 0

0 0

-499.016.564.819 1.818.597.387.740 VII.B.1.

0 0

0 0

741.934.665.704.364 710.049.273.668.803 VII.B.2.

-9.406.207.722.162 -3.128.807.294.586 VII.B.3.

0 0

0 0

-13.508.989.702.498 -10.429.508.732.776 VII.A.

Report run on  : 12-04-2018 00:38:27

     LAIN-LAIN

URAIAN

EKUITAS AWAL  (A)

SURPLUS / (DEFISIT)-LO (B)

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN-KESALAHAN 

MENDASAR ( C ) :

     KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

     SELISIH REVALUASI ASET TETAP

     KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) SBN STABILISASI PASAR

KOREKSI SAL

EKUITAS AKHIR (A + B + C + D + E )

*******  Akhir Laporan  *******

ANTAR ENTITAS  (D) :

     TRANSFER MASUK

     TRANSFER KELUAR

     DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN

     DITERIMA DARI ENTITAS LAIN

KEUNTUNGAN / KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI (E) :
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KEMENTERIAN KEUANGAN RI 

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

 

NERACA TINGKAT UAPPAES1 

PER TANGGAL 31DESEMBER 2017 

(DALAM RUPIAH) 

 
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 999 BENDAHARA UMUM NEGARA TANGGAL : 12-04-2018 

ESELON I : 99905 PENGELOLAAN TKDD LEGDER : AKRUAL 

KANTOR WILAYAH : -   

SATUAN KERJA : -   

JENIS KEWENANGAN : -   

TA 2017 TA 2016
KENAIKAN/                     

PENURUNAN
% REF

10.799.485.615.144 9.660.013.885.828 1.139.471.729.316 11,80

           Piutang TKDD Lainnya 1.787.695.809.405 7.205.854.059.336 -5.418.158.249.931 -75,19

12.587.181.424.549 16.865.867.945.164 -4.278.686.520.615 -25,37

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

12.587.181.424.549 16.865.867.945.164 -4.278.686.520.615 -25,37 VIII.B1.

26.096.171.125.691       13.444.198.057.585 12.651.973.068.106 94,11

1.356                             13.851.178.620.355 -13.851.178.618.999 -100,00

26.096.171.127.047 27.295.376.677.940 -1.199.205.550.893 -4,39

0 0 0 0,00

26.096.171.127.047 27.295.376.677.940 -1.199.205.550.893 -4,39 VIII.B2.

-13.508.989.702.498 -10.429.508.732.776 -3.079.480.969.722 29,53 VII.A.

12.587.181.424.549 16.865.867.945.164 -4.278.686.520.615 -25,37 VII.A.

Report run on  : 12-04-2018 01:41:13

          JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN

NAMA PERKIRAAN

ASET

     ASET LANCAR

           Piutang TKD

     JUMLAH ASET LANCAR

     INVESTASI JANGKA PANJANG

          INVESTASI NON PERMANEN

     JUMLAH ASET

          INVESTASI PERMANEN

          JUMLAH INVESTASI PERMANEN

          DANA BERGULIR DIRAGUKAN TERTAGIH

          JUMLAH DANA BERGULIR DIRAGUKAN TERTAGIH

     JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

     ASET TETAP

     JUMLAH ASET TETAP

     DANA CADANGAN

     JUMLAH DANA CADANGAN

     ASET LAINNYA

     JUMLAH ASET LAINNYA

*******  Akhir Laporan  *******

KEWAJIBAN

     KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

          Kewajiban TKD Diestimasi

          Kewajiban TKD

     JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

     KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

     JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

     JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

     EKUITAS

     JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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Sesuai amanat Pasal 

13 PMK 213/2013, 

DJPK selaku 

UAPBUN 999.05 

tentang Transfer ke 

Daerah wajib 

menyelenggarakan 

Laporan Keuangan 

Transfer ke Daerah, 

yang terdiri atas: 

1. Laporan 

Realisasi 

Anggaran, 

2. Laporan 

Operasional,  

3. Laporan 

Perubahan 

Ekuitas 

4. Neraca, dan  

5. CaLK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Menteri Keuangan selaku Penyelenggara Bendahara Umum Negara (BUN) 

berwenang untuk menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, 

dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya, sebagaimana 

tertuang pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 

selaku unit eselon I Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab dalam mengelola 

anggaran BA BUN 999.05 Transfer ke Daerah, wajib memproses dan melaporkan 

seluruh transaksi keuangan yang terkait dengan transfer ke daerah sesuai Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah. Satuan unit akuntansi penyusun laporan 

keuangan transfer ke daerah secara umum sebagaimana tertera pada Tabel 1 berikut 

ini: 

Tabel 1: Satuan Unit Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan  

BA.BUN 999.05 

Unit Akuntansi Tugas 
Pejabat 

terkait BA BUN 999.05 

BUN 

(Bendahara Umum Negara) 

Menyusun Laporan Keuangan Bendahara 

Umum Negara (LK-BUN) 

Menteri Keuangan 

UA BUN 

(Unit Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan BUN) 

Menyusun Laporan Keuangan Tingkat UA-

BUN (LKPP) penggabungan laporan 

keuangan tiangkat UAPBUN 

Dirjen Perbendaharaan 

UAP BUN 

(Unit Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Pembantu BUN 

Menyusun Laporan Keuangan Tingkat 

UAP-BUN (Eselon I) berdasarkan 

penggabungan laporan keuangan seluruh 

UAKPA BUN. UAP BUN TKDD disebut juga 

LKTD – Laporan Keuangan Transfer ke 

Daerah, yang disusun Semesteran dan 

Tahunan 

Dirjen PK, selaku PPA BUN 

(Pembantu Pengguna Anggaran 

Bendahara Umum Negara) 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa 

UAKPA BUN 

(Unit Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Kuasa Pengguna 

Anggaran BUN) 

Menyusun Laporan Keuangan Tingkat 

UAKPA BUN  

1. Direktur Daper-DJPK untuk 

Satker Dana Perimbangan 

2. Direktur PTNDP-DJPK untuk 

Satker Non Dana Perimbangan 

3. Kepala KPPN untuk Satker DAK 

Fisik dan Dana Desa 

UAKKPA BUN 

(Unit Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Koordinator Kuasa 

Pengguna Anggaran BUN) 

Menyusun Laporan Keuangan Tingkat 

UAKKPA BUN 

Direktur PA-DJPB untuk Satker DAK 

Fisik dan Dana Desa 

 

 

Untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi transfer ke 

daerah dan dana desa dengan lebih transparan dan akuntabel maka penyusunan 

Laporan Keuangan Transfer ke Daerah ini mengacu pada PMK Nomor 216/PMK.05/2016 

tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, DJPK selaku Unit 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN (UAPBUN) Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas: Laporan 

Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan CaLK. 
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Dana Bagi Hasil 

(DBH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD) 

DJPK selaku Unit Pengelola Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), bertanggung 

jawab melaksanakan pencatatan dan pelaporan transaksi TKDD yang meliputi: 

A. Dana Perimbangan, yang terdiri atas: 

1. Dana Bagi Hasil (DBH); 

2. Dana Alokasi Umum (DAU); dan 

3. Dana Alokasi Khusus (DAK). 

B. Dana Otonomi Khusus, 

C. Dana Keistimewaan DI Yogyakarta, 

D. Dana Insentif Daerah, dan 

E. Dana Desa. 

 

A. DANA PERIMBANGAN  

Perbedaan ekonomi, geografi, sosial dan kependudukan tidak dapat dipungkiri 

telah menyebabkan adanya kesenjangan fiskal antara daerah (horizontal fiscal 

imbalance). Lebih lanjut perbedaan ukuran basis pendapatan juga telah menyebabkan 

kesenjangan fiskal antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (vertical fiscal 

imbalance). Untuk mengurangi kedua jenis kesenjangan fiskal tersebut, Pemerintah 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menganggarkan Dana Perimbangan 

setiap tahunnya. Dana Perimbangan terdiri dari 3 (tiga) jenis dana, yakni: Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki fungsi 

sendiri-sendiri dalam pengurangan kesenjangan fiskal. DAU lebih berfungsi sebagai 

pengurang kesenjangan fiskal antar daerah. Hal ini dikarenakan formulasi DAU 

mempertimbangkan adanya celah fiskal. Sedangkan DBH lebih berfungsi untuk 

meminimalisir kesenjangan fiskal antara Pemerintah dengan Pemda. Hal ini tercermin 

dari formulasi DBH yang menggunakan prinsip by origin. Adapun DAK lebih merupakan 

bantuan Pemerintah dalam rangka mendorong tercapainya prioritas pembangunan 

nasional. 

 

A.1. Dana Bagi Hasil (DBH) 

DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase 

tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

DBH dialokasikan berdasarkan prinsip by origin, dimana daerah penghasil penerimaan 

negara mendapatkan bagian (persentase) yang lebih besar dan daerah lainnya dalam 

satu provinsi mendapatkan bagian (persentase) berdasarkan pemerataan. Sedangkan 

penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip by actual, dimana besarnya DBH yang 

disalurkan kepada daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi 

pemerataan, didasarkan atas realisasi penyetoran Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran berjalan.  

DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA. DBH Pajak meliputi DBH Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB), DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak 

Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25/29 WP OPDN) dan PPh Pasal 21, dan DBH 

Cukai Hasil Tembakau (CHT). DBH SDA berasal dari minyak bumi dan gas bumi, 

pertambangan umum, kehutanan, perikanan dan panas bumi. Perhitungan DBH SDA 

dilakukan berdasarkan PNBP dari masing-masing jenis sumber daya alam yang menurut 

ketentuan UU 33 tahun 2004 dibagihasilkan kepada daerah.  

Dasar perhitungan DBH SDA adalah sebagai berikut: 

Transfer ke 

Daerah dan Dana 

Desa meliputi : 

 

A. Dana 

Perimbangan 

B. Dana Otonomi 

Khusus  

C. Dana 

Keistimewaan 

DIY 

D. Dana Insentif 

Daerah 

E. Dana Desa 
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Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

  

a) DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, dihitung berdasarkan produksi minyak 

yang terjual (lifting) dan produksi gas yang terjual dari masing-masing Kontraktor 

Kontrak Kerjasama (KKKS) setelah dikurangi dengan Domestic Market Obligation 

(DMO), Fee Usaha Hulu Migas, Pajak-pajak (PPN dan PBB), serta PDRD.Penerimaan 

DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi ini digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas 

daerah, kecuali tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Papua 

Barat dan Provinsi Aceh digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

b) DBH SDA Pertambangan Umum, dihitung berdasarkan penerimaan dari iuran 

yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, 

eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kerja (landrent/iuran tetap) dan iuran 

produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan 

eksplorasi/eksploitasi (royalty).  

c) DBH SDA Kehutanan, dihitung berdasarkan penerimaan negara dari Iuran Izin 

Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana 

Reboisasi (DR). IIUPH merupakan pungutan yang dikenakan kepada Pemegang 

IUPH atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin usaha 

diberikan. PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik 

dari hasil yang dipungut dari Hutan Negara. Sedangkan DR adalah dana yang 

dipungut dari Pemegang IUPH dari Hutan Alam yang berupa kayu dalam rangka 

reboisasi dan rehabilitasi hutan. DBH Kehutanan, khusus Dana Reboisasi yang 

sebelumnya disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai Tahun Anggaran 2017 

disalurkan ke provinsi penghasil untuk membiayai kegiatan reboisasi dan 

rehabilitasi hutan di wilayah provinsi tersebut.  

d) DBH SDA Perikanan, dihitung berdasarkan Pungutan Pengusahaan Perikanan (P3) 

dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP). P3 adalah pungutan negara yang dikenakan 

kepada pemegang Izin Usaha Perikanan dan/atau Persetujuan Penggunaan Kapal 

Asing (PPKA) sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah 

untuk melakukan usaha perikanan dalam Wilayah Perikanan Republik Indonesia. 

PHP adalah pungutan negara yang dikenakan kepada pemegang Surat 

Penangkapan Ikan (SPI) dan atau Surat Izin Kapal Penangkap dan Ikan Indonesia 

(SIKPPII) dan atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai dengan hasil produksi 

perikanan yang diperoleh dan dijual di dalam negeri dan atau luar negeri. 

e) DBH SDA Panas Bumi, dihitung berdasarkan setoran bagian Pemerintah Pusat 

setelah dikurangi kewajiban perpajakan dan pungutan lainnya atas dasar kontrak 

pengusahaan panas bumi yang ditandatangani sebelum UU Nomor  27 Tahun 2003 

tentang Panas Bumi ditetapkan. Iuran Tetap merupakan iuran yang dibayarkan 

kepada negara sebagai kesempatan atas eksplorasi, studi kelayakan, dan ekspoitasi 

pada suatu wilayah, sedangkan Iuran Produksi adalah iuran yang diberikan kepada 

negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan panas bumi. Selanjutnya 

PNBP SDA dimaksud dibagihasilkan ke daerah secara triwulan sesuai dengan 

proporsi dana bagi hasil SDA yang diatur dalam ketentuan UU Nomor  33 Tahun 

2004. 

 

A.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan dalam negeri yang 

ditetapkan dalam APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, guna mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan instrumen transfer yang 

dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah (horizontal fiscal 
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Kebijakan DAU TA 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imbalance), sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah (equalization grant). 

Besaran pagu DAU nasional berdasarkan amanat UU 33 Tahun 2004 ditetapkan 

sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto. PDN Neto adalah 

penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan 

penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah (DBH). Proporsi DAU untuk 

provinsi ditetapkan sebesar 10% dan untuk kabupaten/kota ditetapkan 90% dari 

besaran DAU secara nasional.  

DAU sebagai salah satu komponen dana perimbangan dialokasikan 

berdasarkan atas formula yang memperhitungkan konsep Alokasi Dasar (AD) dan Celah 

Fiskal (CF) atau disebut sebagai Fiscal Gap. Fiscal Gap suatu daerah adalah selisih antara 

Kebutuhan Fiskal (KbF) dengan Kapasitas Fiskal (KpF) daerah tersebut. AD dihitung 

berdasarkan jumlah dan belanja gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), yang meliputi 

gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan serta tunjangan yang melekat 

sesuai dengan peraturan penggajian PNS termasuk di dalamnya tunjangan beras dan 

tunjangan PPh.  

 

 

 

KbF mencerminkan kebutuhan dana yang diperlukan oleh daerah untuk 

melaksanakan fungsi layanan dasar umum. KbF diukur dengan menggunakan variabel 

jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) per Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara 

KpF mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam mendanai pelaksanaan layanan 

dasar umum. KpF dalam perhitungan DAU adalah PAD dan DBH. 

Kebijakan penghitungan Alokasi Dasar untuk DAU Tahun 2017 

memperhitungkan pengalihan kewenangan dari Kabupaten/Kota kepada provinsi sesuai 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terutama kewenangan pendidikan SMA/SMK. 

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017, kebijakan alokasi DAU terdiri 

atas: 

1. DAU Murni yang dialokasikan berdasarkan formula setara dengan 28,7% dari PDN 

Neto; 

2. Tambahan DAU untuk Provinsi sebagai akibat dari pengalihan kewenangan dari 

Kabupaten/Kota ke Provinsi (pengalihan kewenangan ini merupakan pelaksanaan 

UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah); dan 

3. Tambahan DAU untuk Kabupaten/Kota dalam rangka menghindari terjadinya 

penurunan alokasi DAU untuk Kabupaten/Kota. 

Penyaluran DAU 

Penyaluran DAU kepada daerah dilaksanakan setiap bulan masing-masing 

sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi masing-masing daerah. Dalam 

rangka penyaluran tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) atau 

pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) setiap bulan dan 

menyampaikannya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) - Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II – Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

(DJPBN). 

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 79 PMK Nomor 112 Tahun 2017 

penyaluran DAU dilaksanakan dengan mempertimbangkan penyampaian : 

a. Peraturan Daerah mengenai APBD; 

b. Laporan realisasi APBD Semester I; 

c. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

d. Perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan; 

DAU = AD + CF 

CF = KbF - KpF 
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e. Laporan posisi kas bulanan;  

f. Laporan realisasi anggaran bulanan periode 2 (dua) bulan sebelumnya oleh Daerah; 

dan 

g. Laporan belanja Infrastruktur Daerah 

Kebijakan penghitungan DAU TA 2017 menetapkan bahwa pagu DAU nasional 

dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN Neto. 

Dengan demikian, apabila ada perubahan pagu DAU Nasional dalam APBN Perubahan 

yang mengakibatkan perubahan alokasi DAU per daerah, penyaluran DAU dilaksanakan 

setiap bulan sebesar selisih pagu alokasi DAU pada APBN Perubahan dengan jumlah 

DAU yang telah disalurkan, dibagi dengan jumlah sisa bulan dalam tahun anggaran 

berkenaan. Dalam hal pagu alokasi DAU dalam APBN Perubahan lebih kecil dari yang 

telah disalurkan, kelebihan salur DAU diperhitungkan pada penyaluran DAU tahun 

anggaran berikutnya. 

Mengenai penggunaannya, DAU sebagai salah satu Dana Transfer Umum 

diarahkan sekurang-kurangnya 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung 

terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam 

rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi 

kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. 

Perubahan pagu DAU dalam APBN-P Tahun 2017 berkaitan dengan tiga faktor 

utama, yaitu:  

1. Perubahan besaran pagu DAU murni sebagai akibat adanya perubahan PDN neto;  

2. Perubahan beban anggaran pengalihan urusan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi; 

3. Perubahan cadangan Kurang Bayar DAU TA 2016.   

Disamping itu berkenaan dengan perubahan pagu DAU dalam APBN-P Tahun 

2017, terdapat pokok-pokok kebijakan pengalokasian DAU per daerah, antara lain: 

1. Dalam hal provinsi belum melaksanakan pengalihan kewenangan sesuai UU nomor 

23 Tahun 2014, maka pengalokasian dan penyaluran DAU provinsi yang 

bersangkutan untuk urusan/kewenangan yang belum dialihkan, dialokasikan dan 

disalurkan kepada kabupaten/kota, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Menteri Keuangan. 

2. Dalam hal terjadi perubahan PDN Neto yang mengakibatkan penurunan pagu DAU 

Nasional dan alokasi per daerah, perlu perlakuan (perhatian) khusus terhadap 

daerah-daerah yang yang mempunyai kapasitas dan ruang fiskal yang sangat 

terbatas agar pagu alokasi daerah yang bersangkutan tetap, sehingga mampu 

membiayai belanja pegawai dan kebutuhan operasionalnya (tidak mengalami 

penurunan). Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat 11 UU Nomor 18 Tahun 2016 

tentang APBN TA 2016. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan DAU 

dan Tambahan DAK Fisik pada APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 memuat  

ketentuan tentang pengalihan DAU Provinsi ke daerah Kabupaten/Kota bagi daerah 

Provinsi yang belum melaksanakan pengalihan urusan/kewenangan. Pelaksanaan 

Pengalihan DAU ini terjadi pada DAU Provinsi Papua. DAU Provinsi Papua sebagaimana 

ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian APBN TA 

2017 adalah sebesar Rp2.571.298.119.000,- (dua triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar 

dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri 

atas: 

1. DAU berdasarkan formula sebesar Rp2.338.200.799.000,- 

2. Tambahan DAU sebagai akibat dari pengalihan urusan/kewenangan dari Daerah 

Kabupaten/Kota ke daerah Provinsi sebesar Rp233.097.320.000,-. 

DAU Provinsi Papua diatas akan dilakukan penyesuaian dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
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1. Dikurangi sebesar Rp233.097.320.000,- yang merupakan tambahan DAU untuk 

Provinsi Papua sebagai akibat dari pengalihan urusan/kewenangan dari Daerah 

Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi. 

2. Menambahkan alokasi DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua sebesar angka 

tersebut diatas sesuai dengan beban pengalihan urusan/kewenangan dari Darah 

Kabupaten/Kota ke Daerah provinsi. 

3. Penyaluran diatas dilaksanakan sesuai dengan PMK Nomor 50 Tahun 2017 

mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

 

A.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

DAK merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan 

kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan fisik dan nonfisik yang 

merupakan urusan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional. DAK 

terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pengalokasian DAK bertujuan membantu 

daerah dalam mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas nasional, mendanai 

kebutuhan, infrastruktur, kegiatan nonfisik, sarana dan prasarana pelayanan dasar 

masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian 

sasaran prioritas nasional. 

Kebijakan 2017 pengalokasian DAK Fisik menggunakan mekanisme usulan 

daerah (proposal based) yang disempurnakan melalui pengaturan proses penyusunan, 

penyampaian, verifikasi dan penilaian usulan daerah, sebagaimana diatur pada Pasal 9 

PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

Usulan daerah dinilai berdasarkan kriteria, antara lain:  

1. kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah;  

2. sinkronisasi usulan kegiatan antarbidang; 

3. skala prioritas kegiatan per bidang/subbidang;  

4. target output kegiatan yang akan dicapai, termasuk untuk memenuhi Standar 

Pelayanan Minimum; 

5. lokasi pelaksanaan kegiatan; 

6. satuan biaya masing-masing kagiatan; dan 

7. tingkat penyerapan dana dan capaian output DAK dan/ atau DAK Fisik dalam        3 

(tiga) tahun terakhir. 

Mekanisme proposal based ini bertujuan membantu daerah dalam mendanai kegiatan 

sesuai kebutuhan dan prioritas nasional, mendanai kebutuhan, infrastruktur, sarana dan 

prasarana pelayanan dasar masyarakat dan kegiatan nonfisik, serta mendorong 

percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.  

Dalam APBN-P 2017, DAK Fisik meliputi: (1) DAK Reguler,  (2) DAK Penugasan, (3) 

DAK Afirmasi, dan (4) Tambahan DAK Fisik. Adapun pelaksanaan DAK Fisik berpedoman 

pada:  

1. petunjuk teknis DAK Fisik yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden; dan  

2. standar teknis yang ditetapkan dalam peraturan menteri/pimpinan lembaga 

mengenai petunjuk operasional DAK Fisik.  

Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi 

DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan 

kegiatan DAK Fisik, yang meliputi:  

a. desain perencanaan; 

b. biaya tender; 

c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola; 

d. penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual; 

e. penyelenggaraan rapat koordinasi; dan 

f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian 

DAK Fisik 

menurut APBN-P 

2017 terdiri atas: 

1. DAK Reguler 

2. DAK Penugasan 

3. DAK Afirmasi 

4. Tambahan DAK 

Fisik 
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DAK Afirmasi 

merupakan 

tambahan DAK yang 

dialokasikan khusus 

dan pengawasan.  

Sementara DAK Non Fisik terdiri dari : 

a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS); 

b. Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD); 

c. Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil Guru PNSD); 

d. Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus (TK Guru PNSD); 

e. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga 

Berencana (BOKB); 

f. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Dana Pelayanan Adminduk); 

g. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 

h. Peningkatan Kapasitas  Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan. 

 

A.3.1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 

A.3.1.1. DAK Reguler 

DAK Reguler ditujukan untuk mendanai kegiatan dalam rangka pencapaian 

pemenuhan pelayanan publik. Adapun besaran alokasi DAK Reguler untuk masing-

masing daerah dihitung berdasarkan usulan daerah dan data teknis dengan 

memperhatikan prioritas nasional, kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan 

negara. Pada tahun 2017, bidang DAK Reguler mencakup tujuh bidang yang digunakan 

untuk mendanai kegiatan khusus dalam rangka pencapaian pemenuhan pelayanan 

publik.  Arah kebijakan, sasaran dan lingkup kegiatan dari masing-masing bidang DAK 

Reguler tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

1. Bidang Pendidikan 

2. Bidang Kesehatan  

3. Bidang Perumahan dan Pemukiman 

4. Bidang Pertanian 

5. Bidang Kelautan dan Perikanan 

6. Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah 

7. Bidang Pariwisata 

 

A.3.1.2. DAK Penugasan 

DAK Penugasan ditujukan untuk mendanai kegiatan khusus dengan menu 

terbatas dan lokus yang ditentukan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional. 

Besaran alokasi DAK Penugasan untuk masing-masing daerah dihitung berdasarkan 

usulan daerah dan data teknis dengan memperhatikan prioritas nasional dan 

kemampuan keuangan negara. Pada tahun 2017 DAK Penugasan meliputi: 

1. Bidang Pendidikan 

2. Bidang Kesehatan 

3. Bidang Air Minum 

4. Bidang Sanitasi 

5. Bidang Jalan 

6. Bidang Pasar 

7. Bidang Irigasi 

8. Bidang Energi Skala Kecil 

 

A.3.1.3. DAK Afirmasi 

DAK Afirmasi merupakan tambahan DAK yang dialokasikan khusus kepada 

daerah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal, perbatasan dengan negara 

lain, daerah kepulauan, dan/ atau daerah transmigrasi. Mengingat kondisi beberapa 

jenis infrastruktur dasar daerah-daerah tersebut masih tertinggal dibandingkan dengan 
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daerah lain, maka DAK Afirmasi diarahkan dapat digunakan untuk menambah 

pendanaan bagi pembangunan/penyediaan infrastruktur tertentu. Besaran alokasi DAK 

Afirmasi masing-masing daerah dihitung berdasarkan usulan daerah dan data teknis 

dengan memperhatikan karakteristik daerah dan kemampuan keuangan negara. Jenis 

infrastruktur yang didanai meliputi:  

1. infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman;  

2. infrastruktur Bidang Transportasi; dan  

3. infrastruktur Bidang Kesehatan.  

Penyaluran DAK Fisik  

Penyaluran DAK Fisik TA 2017 masih mengacu pada Pasal 80 PMK Nomor 50 

Tahun 2017, di mana penyaluran DAK Fisik per bidang dilaksanakan secara triwulanan, 

yaitu: 

a. Triwulan I, sebesar 30% paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan April; 

b. Triwulan II dan III, masing-masing sebesar 25% paling cepat bulan April dan paling 

lambat bulan Juli; 

c. Triwulan IV sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan 

triwulan III dengan  Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan, paling cepat bulan 

Oktober dan paling lambat bulan Desember. 

Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan dihitung berdasarkan Nilai Kontrak, ditambah 

dengan nilai kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, ditambah nilai dana yang 

digunakan untuk kegiatan penunjang. 

 

A.3.1.4.Tambahan DAK Fisik 

Pada APBN Perubahan 2017, terdapat kebijakan baru berupa tambahan jenis DAK Fisik 

yakni Tambahan DAK Fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU No. 8 Tahun 2017 

tentang Perubahan APBN TA 2017.  

Tambahan DAK Fisik dialokasikan sebesar Rp11.189.290.000.000,- yang terdiri dari : 

1. Tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik TA 2016 sebesar 

Rp9.233.290.000.000,- 

Tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik TA 2016 digunakan untuk 

menyelesaikan pembayaran atas kegiatan DAK Fisik TA 2016 yang output-nya telah 

tercapai 100% (seratus persen), namun belum disalurkan oleh Pemerintah Pusat 

karena tidak terpenuhinya persyaratan penyaluran oleh Pemerintah Daerah.  

2. Tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik daerah bidang Jalan 

sebesar Rp1.802.708.000.000,-; 

3. Tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik daerah bidang irigasi 

sebesar Rp153.292.000.000,-. 

Penyaluran Tambahan DAK Fisik 

Ketentuan mengenai penyaluran Tambahan DAK Fisik diatur dalam PMK Nomor 

127/PMK.07/2017 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana 

Alokasi Khusus Fisik pada APBN-P TA 2017 sebagai berikut: 

1. Penyaluran Tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik TA 2016 

dilaksanakan secara sekaligus paling cepat bulan September dan paling lambat 

Bulan Desember TA 2017. Penyaluran dilaksanakan setelah Kepala Daerah 

menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran meliputi: 

a. Surat Permintaan Penyaluran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah sesuai 

dengan hasil verifikasi output dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
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Daerah (APIPD); 

b. Hasil Verifikasi Output dari APIPD. 

Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran paling lambat tanggal 15 

Desember 2017 dan disampaikan dalam bentuk softcopy melalui aplikasi Online 

Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). Sementara 

itu jika Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau 

melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan, tambahan DAK Fisik 

untuk penyelesaian DAK Fisik TA 2016 tidak disalurkan. 

2. Penyaluran Tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik daerah 

Bidang Jalan dan Bidang Irigasi digunakan pada TA 2017 dilaksanakan per bidang 

secara bertahap yaitu: 

a. Tahap I paling cepat bulan September dan paling lambat bulan November TA 

2017 sebesar 50% dari pagu alokasi. 

b. Tahap II paling cepat bulan Oktober dan paling lambar bulan Desember TA 

2017 sebesar selisih antara nilai kebutuhan riil penyesuaian kegiatan DAK Fisik 

dengan dana yang telah disalurkan pada Tahap I. 

Penyaluran DAK Fisik perbidang dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran 

dari Kepala Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tahap I berupa: 

1) Surat permintaan penyaluran yang ditadatangani oleh Kepala Daerah; 

2) Perda mengenai perubahan APBD TA 2017 atau Peraturan Kepala Daerah 

mengenai Penjabaran Perubahan APBD TA 2017. 

b. Tahap II berupa: 

1) Laporan Realisasi Penyerapan Dana tahap I yang menunjukkan realisasi 

paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian output kegiatan 

paling sedikit 50% (lima puluh persen) disertai dengan rekapitulasi SP2D 

atas penggunaan dana; dan 

2) Rekapitulasi nilai kebutuhan riil penyelesaian kegiatan DAK Fisik. Nilai 

kebutuhan riil dihitung berdasarkan nilai kontrak ditambah nilai kegiatan 

swakelola dan nilai dana penunjang. 

3. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tambahan DAK Fisik per bidang 

dilaksanakan dengan bertahap yaitu tahap I paling lambat tanggal 31 Oktober 2017 

dan tahap II paling lambat tanggal 15 Desember 2017. Apabila Pemerintah Daerah 

tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu 

penyampaian dokumen persyaratan, tambahan DAK Fisik tahap yang bersangkutan 

dan tahap selanjutnya tidak disalurkan. 

4. Jika penyaluran Tambahan DAK Fisik perbidang hanya disalurkan sebagian, maka 

pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas 

pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 

Kepala daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian 

output kegiatan tambahan DAK Fisik untuk percepatan infratruktur publik daerah 

bidang jalan dan bidang irigasi tahap II kepada Kepala KPPN selaku KPA paling 

lambat tanggal 31 Maret 2018. 
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Dana Bantuan 

Operasional 

Sekolah (BOS) 

dialokasikan kepada 

daerah provinsi 

untuk meringankan 

beban masyarakat 

terhadap 

pembiayaan 

pendidikan dalam 

rangka wajib belajar 

9 tahun yang 

bermutu. 

Pemotongan DAU atas Kelebihan Salur DAK Fisik TA 2016 

Sebagaimana KMK Nomor 876/KMK.07/2017 terdapat kelebihan penyaluran DAK 

Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2016 yang dikarenakan adanya penyesuaian 

pagu DAK Fisik dalam APBN Perubahan TA 2016. Kelebihan penyaluran tersebut sebesar 

Rp48.931.543.176,- terdiri atas DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Afirmasi. Angka 

tersebut merupakan hasil rekonsiliasi antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan. Kelebihan penyaluran DAK Fisik TA 2016 tersebut 

diperhitungkan dengan penyaluran DAU TA 2018 Provinsi/Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan pada bulan Februari 2018 sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

A.3.2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 

DAK Non Fisik adalah dana transfer ke daerah yang berasal dari APBN dan 

digunakan untuk mendanai kebutuhan non fisik yang merupakan urusan Pemerintah 

Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penjelasan mengenai jenis DAK 

Non Fisik yang dialokasikan dalam tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut. 

A.3.2.1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Dana BOS merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah provinsi untuk 

meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib 

belajar 9 tahun yang bermutu. Alokasi Dana BOS TA 2017 didasarkan pada Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN, sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017, dan dirinci lebih lanjut dalam Peraturan 

Presiden Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rincian APBN TA 2017. Dana BOS ditujukan 

untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dasar yang 

lebih bermutu. BOS merupakan pelengkap dari kewajiban daerah untuk menyediakan 

anggaran pendidikan dan bukan merupakan pengganti BOS Daerah (BOSDA). Alokasi 

Dana BOS dihitung berdasarkan data sekolah penerima BOS dan jumlah siswa per 

provinsi yang ditetapkan dan disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 

Penghitungan alokasi Dana BOS untuk provinsi termasuk Dana Cadangan BOS 

berdasarkan proyeksi perubahan jumlah siswa dari perkiraan semula pada tahun 

anggaran bersangkutan.  

Dana BOS pada tahun 2017 disalurkan melalui mekanisme pemindahbukuan dari 

RKUN ke RKUD provinsi untuk selanjutnya diteruskan secara langsung ke satuan 

pendidikan dasar dan menengah melalui mekanisme hibah. 

Penyaluran Dana BOS 

Penyaluran Dana BOS untuk daerah tidak terpencil dilaksanakan dalam empat 

tahap (triwulanan) dengan besaran transfer tiap tahap sebesar persentase dari pagu 

alokasi, yaitu:  

1. triwulan I sebesar 20% paling cepat bulan Januari, 

2. triwulan II sebesar 40% paling cepat bulan April,  

3. triwulan III sebesar 20%paling cepat bulan Juli, dan 

4. triwulan IV sebesar 20%paling cepat bulan Oktober.  

Sedangkan penyaluran Dana BOS untuk daerah terpencil dilakukan dalam dua 

tahap (semesteran) dengan besaran transfer tiap semester masing-masing sebesar 

persentase dari pagu alokasi, yaitu: 

1. semester I sebesar 60% paling cepat bulan Januari, 

2. semester II sebesar 40% paling cepat bulan Juli. 

Sebagai syarat penyaluran, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi 

DAK Non Fisik 

2017: 

1. Dana BOS 

2. Tunjangan 

Profesi Guru 

PNSD 

3. Tambahan 

Penghasilan 

Guru PNSD 

4. Tunjangan 

Khusus Guru 

PNSD di 

Daerah Khusus 

5. Dana BOK dan 

BOKB 

6. Dana 

Pelayanan 

Adminduk 

7. BOP PAUD 

8. Dana PK2UKM 

dan Naker 
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penyerapan Dana BOS dan laporan realisasi penggunaan Dana BOS kepada Menteri 

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Sesuai amanat PMK Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana diubah dengan PMK 

Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 

Menteri Keuangan cq. Dirjen Perimbangan Keuangan memperhitungkan rekomendasi 

Kurang/Lebih Salur Dana BOS dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dirjen 

Pendidikan Dasar dan Menengah pada realisasi penyaluran Dana BOS TA berjalan, yang 

diterima paling lambat 30 hari kerja sebelum triwulan/semester berkenaan berakhir. 

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Dirjen Perimbangan Keuangan selaku KPA Dana 

Perimbangan menyalurkan Dana BOS serta Dana Cadangan BOS untuk Kurang Salur 

Dana BOS pada tiap triwulanan, serta memperhitungkan penyaluran Dana BOS 

terhadap pemda yang mengalami lebih salur Dana BOS pada triwulan I, II, dan III untuk 

daerah non terpencil, serta semester I untuk daerah terpencil, dalam penyaluran 

triwulan/semester berikutnya. Sementara, lebih salur Dana BOS pada triwulan IV dan 

semester II akan diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOS TA berikutnya. 

 

A.3.2.2. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TP Guru PNSD) 

TP Guru PNSD adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada Guru PNSD yang 

telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Alokasi TP Guru PNSD TA 2017 didasarkan atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN,  sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017, dan dirinci lebih lanjut dalam 

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rincian APBN TA 2017. Alokasi 

tersebut termasuk memperhitungkan Kurang Salur dan sisa Dana Tunjangan Profesi 

Guru PNSD yang masih terdapat di RKUD pada tahun anggaran sebelumnya.  

Penyaluran Dana TP Guru PNSD 

Penyaluran Dana TP Guru PNSD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari 

RKUN ke RKUD. Penyaluran dilakukan dalam empat tahap (triwulanan) yaitu:  

1. triwulan I sebesar 30% dari pagu alokasi paling cepat pada bulan Maret,  

2. triwulan II sebesar 25% dari pagu alokasi paling cepat pada bulan Juni,  

3. triwulan III sebesar 25% dari pagu alokasi paling cepat pada bulan September, dan  

4. triwulan IV sebesar 20% dari pagu alokasi paling cepat pada bulan November.  

Penyaluran Dana TP Guru PNSD dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah 

menyampaikan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Laporan Realisasi Pembayaran Dana TP Guru PNSD semester I paling lambat 

tanggal 15 September; dan  

b. Laporan Realisasi Pembayaran Dana TP Guru PNSD semester II paling lambat 

tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya. 

Lebih lanjut, PMK Nomor 50/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017. Perubahan 

tersebut terkait mengenai penyaluran, pelaporan, dan sanksi berupa  penundaan Dana 

TP Guru PNSD periode berikutnya, dalam hal pemerintah daerah tidak membayarkan 

Dana TP Guru PNSD sesuai dengan hak guru serta tidak menyampaikan laporan 

realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD sesuai dengan batas waktu. 
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A.3.2.3. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru PNSD) 

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dialokasikan kepada daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota untuk guru PNSD yang belum bersertifikat profesi. Alokasi DTP 

Guru PNSD TA 2016 didasarkan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

APBN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2017, dan dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 Tentang 

Rincian APBN TA 2017. DTP Guru PNSD diberikan setiap bulan sesuai besaran yang 

ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN. 

Penyaluran DTP Guru PNSD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari 

RKUN ke RKUD. Penyaluran dilakukan dalam empat tahap (triwulanan) dengan rincian 

penyalurannya yaitu:  

1. Triwulan I sebesar 30% dari alokasi, paling cepat pada bulan Maret; 

2. Triwulan II sebesar 25% paling cepat pada bulan Juni;  

3. Triwulan III sebesar 25% paling cepat pada bulan September;  

Penyaluran DTP Guru PNSD pada triwulan III tahun berjalan dilaksanakan setelah 

Pemda menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD semester I 

kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga 

Pendidikan. 

4. Triwulan IV sebesar 20% paling cepat pada bulan November.   

Lebih lanjut, PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017. 

Perubahan tersebut terkait mengenai penyaluran, pelaporan, dan sanksi berupa  

penundaan DTP Guru PNSD periode berikutnya, dalam hal pemerintah daerah tidak 

membayarkan DTP Guru PNSD sesuai dengan hak guru serta tidak menyampaikan 

laporan realisasi pembayaran Tamsil Guru PNSD sesuai dengan batas waktu. 

 

A.3.2.4. Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus (Dana TKG PNSD) 

Dana TKG PNSD diberikan kepada Guru PNSD di desa sangat tertinggal untuk 

memberikan kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah 

khusus, yaitu desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal berdasarkan indeks 

desa membangun dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi.  

Dana TKG PNSD diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNSD yang 

bersangkutan selama 12 bulan (tidak termasuk gaji ke-13) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  Alokasi TKG PNSD TA 2017 didasarkan atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 dan dirinci lebih lanjut dalam Peraturan 

Presiden Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rincian APBN TA 2017. Alokasi tersebut 

termasuk memperhitungkan Kurang Salur dan sisa Dana TKG PNSD yang masih 

terdapat di RKUD pada tahun anggaran sebelumnya. 

Penyaluran Dana TKG PNSD 

Penyaluran Dana TKG PNSD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari 

RKUN ke RKUD. Penyaluran dilakukan dalam empat tahap (triwulanan) yaitu: 

1. triwulan I sebesar 30% dari pagu alokasi paling cepat pada bulan Maret;  

2. triwulan II sebesar 25% dari pagu alokasi paling cepat pada bulan Juni;  

3. triwulan III sebesar 25% dari pagu alokasi paling cepat pada bulan September; 

4. triwulan IV sebesar 20% dari pagu alokasi paling cepat pada bulan November.  

Penyaluran Dana TKG PNSD dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah 
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menyampaikan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Laporan Realisasi Pembayaran Dana TKG Guru PNSD semester I paling lambat 

tanggal 15 September; dan  

b. Laporan Realisasi Pembayaran Dana TKG Guru PNSD semester II paling lambat 

tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya 

Lebih lanjut, PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017. Perubahan 

tersebut terkait mengenai penyaluran, pelaporan, dan sanksi berupa  penundaan Dana 

TKG PNSD periode berikutnya, dalam hal pemerintah daerah tidak membayarkan Dana 

TKG PNSD sesuai dengan hak guru serta tidak menyampaikan laporan realisasi 

pembayaran Dana TK Guru PNSD sesuai dengan batas waktu. 

 

A.3.2.5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional KB 

(BOKB) 

BOK diberikan dalam rangka membantu biaya operasional Puskesmas guna 

meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, serta 

meningkatkan standar kualitas pelayanan kesehatan. Rincian alokasi Dana BOK terdiri 

atas:  

a. BOK,  

b. Akreditasi Rumah Sakit,  

c. Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, dan  

d. Jaminan Persalinan.  

Unit yang melakukan penghitungan alokasi Dana BOK untuk kabupaten/kota dalam hal 

ini adalah Kementerian Kesehatan.  

BOKB diberikan dalam rangka meningkatkan keikutsertaan KB dengan 

peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata. Dalam hal ini, Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan perhitungan 

alokasi Dana BOKB untuk Kabupaten/Kota. Alokasi Dana BOKB terdiri atas biaya 

operasional:  

a. Balai Penyuluhan KB; 

b. Distribusi alat dan obat kontrasepsi; dan 

c. Pergerakan Program KB di kampung KB.  

 

Penyaluran Dana BOK 

Penyaluran Dana BOK bagi daerah tidak terpencil dilakukan secara triwulanan 

masing-masing sebesar 25% dari pagu alokasi, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. triwulan I paling cepat bulan Februari,  

2. triwulan II paling cepat bulan April,  

3. triwulan III paling cepat bulan Juli, dan  

4. triwulan IV paling cepat bulan Oktober.  

Laporan realisasi penggunaan Dana BOK menjadi syarat penyaluran Dana BOK 

triwulan berikutnya, yakni: 

1. Penyaluran triwulan I dilaksanakan berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana 

BOK triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun sebelumnya;  

2. Penyaluran triwulan II dilaksanakan bagi daerah tidak terpencil berdasarkan kinerja 

penyerapan, yaitu penyaluran triwulan II dilakukan bila daerah telah melakukan 

penyerapan sebesar 50% dari Dana BOK yang telah disalurkan pada triwulan I;  

3. Penyaluran triwulan III bila daerah telah menyerap paling sedikit 60% dari Dana 
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BOK yang telah disalurkan sampai dengan triwulan II dan telah mencapai output 

paling sedikit 30%;  

4. Penyaluran triwulan IV dilaksanakan bila daerah telah menyerap 75% dari Dana BOK 

yang telah disalurkan sampai dengan triwulan III dan telah mencapai output paling 

sedikit 60%. 

Sedangkan penyaluran dan bagi daerah terpencil dilaksanakan secara 

semesteran, masing-masing sebesar 50% dari pagu alokasi dengan syarat yang sama 

yaitu penyampaian laporan serta persentase penyerapan periode sebelumnya dan 

tingkat capaian output. 

Penyaluran Dana BOKB 

Penyaluran Dana BOKB dilakukan secara semesteran masing-masing sebesar 50% 

dari pagu alokasi, yakni: 

1. Penyaluran Semester I paling cepat bulan Februari dan  

2. Penyaluran Semester II paling cepat bulan Juli.  

Laporan realisasi penggunaan Dana BOKB menjadi syarat penyaluran Dana BOKB 

semester berikutnya. Penyaluran semester I dilaksanakan berdasarkan laporan realisasi 

penggunaan Dana BOKB semester I sampai dengan semester  II tahun sebelumnya. 

 

A.3.2.6. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) 

Dana Pelayanan Adminduk ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan 

program dan kegiatan administrasi kependudukan. Dana Pelayanan Adminduk ini 

dialokasikan kepada daerah berdasarkan biaya operasional yang diperlukan dalam 

melakukan pelayanan administrasi kependudukan, serta jumlah wajib e-KTP di provinsi 

dan jumlah penduduk di Kabupaten/Kota, yang diusulkan oleh Kementerian Dalam 

Negeri. 

Penyaluran Dana Pelayanan Adminduk dilakukan sekaligus paling cepat bulan 

Maret dan paling lambat bulan Juli. Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan 

laporan realisasi penggunaan Dana Pelayanan Adminduk ditujukan kepada Menteri 

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q. 

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat Februari tahun 

anggaran berikutnya dan menjadi syarat penyaluran Dana Pelayanan Adminduk. 

Apabila daerah terlambat menyampaikan syarat penyaluran, maka Dana Pelayanan 

Adminduk akan disalurkan setelah persyaratan disampaikan kepada Menteri Keuangan 

c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli. Dan apabila 

terdapat sisa Dana Pelayanan Adminduk di RKUD, maka sisa dana tersebut 

diperhitungkan dalam penyaluran Dana Pelayanan Adminduk pada tahun anggaran 

berikutnya. 

 

A.3.2.7. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD 

BOP PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) diberikan kepada penyelenggara satuan 

PAUD yang mempunyai Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN), dan 

digunakan untuk mendanai kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai 

petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penyaluran Dana BOP PAUD 

dilaksanakan secara sekaligus paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli. 

Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan 

Dana BOP PAUD ditujukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat paling lambat Februari tahun 

anggaran berikutnya dan menjadi syarat penyaluran Dana BOP PAUD. Apabila daerah 
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terlambat menyampaikan syarat penyaluran, maka Dana BOP PAUD akan disalurkan 

setelah persyaratan penyaluran disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli. Dan apabila terdapat sisa 

Dana BOP PAUD di RKUD, maka sisa dana tersebut diperhitungkan dalam penyaluran 

Dana BOP PAUD pada tahun anggaran berikutnya. 

 

A.3.2.8. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan (Dana 

PK2UKM) 

Dana PK2UKM adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional 

penyelenggaraan pelatihan pengelolaan koperasi dan usaha kecil menengah. Ditujukan 

untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Penyaluran 

Dana PK2UKM dilakukan secara bertahap masing-masing sebesar 50% dari pagu 

alokasi. Penyaluran tahap I paling cepat bulan Maret dan penyaluran tahap II paling 

cepat bulan Agustus. Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan  penggunaan 

Dana PK2UKM kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c.q. Deputi Bidang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan syarat penyaluran Dana PK2UKM 

tahap berikutnya. Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi 

penggunaan Dana PK2UKM dilaksanakan paling lambat pada bulan Juli untuk laporan 

realisasi penyerapan dan penggunaan tahap I dan paling lambat bulan Januari tahun 

anggaran berikutnya untuk laporan realisasi penyerapan dan penggunaan tahap I 

sampai dengan tahap II. 

Sesuai dengan amanat PMK Nomor 50/PMK.07/2017, apabila daerah terlambat 

menyampaikan syarat penyaluran, maka Dana PK2UKM akan disalurkan setelah 

persyaratan penyaluran disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 Desember. Dan apabila terdapat sisa 

Dana PK2UKM di RKUD, maka sisa dana tersebut diperhitungkan dalam penyaluran 

Dana PK2UKM pada tahun anggaran berikutnya. 

 

B. DANA OTONOMI KHUSUS 

Dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai 

pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-

Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

Selain itu kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga diberikan Dana Tambahan 

Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, terutama ditujukan untuk 

pendanaan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengatasi keterisolasian dan 

kesenjangan penyediaan infrastruktur antara Provinsi Papua dan Papua Barat dengan 

daerah lainnya.  

Berdasarkan PMK No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK 

No. 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Dana 

Otsus terdiri atas: 

a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; 

b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua; 

c. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat; 

d. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua; dan 

e. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat. 
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Dalam APBN 2017, porsi pembagian DTI adalah sebesar 75% untuk Provinsi 

Papua dan 25% untuk Provinsi Papua Barat. Pembagian tersebut didasarkan pada 

perbandingan beberapa indikator yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, dan 

jumlah desa/kampung serta kelurahan. Kemudian besaran Dana Otonomi Khusus 

Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat ditetapkan sebesar:  

1. setara dengan 2% plafon DAU Nasional untuk tahun pertama s.d. tahun kelima 

belas; dan  

2. setara dengan 1% plafon DAU Nasional untuk tahun keenam belas s.d. tahun kedua 

puluh. 

Arah penggunaan Dana Otonomi Khusus ditujukan untuk membiayai 

pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan 

ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan 

kesehatan. 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi 

dana dalam rangka Otsus Papua dan Aceh, yang terdiri atas: 

a. Dana Otsus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; 

b. Dana Otsus untuk Provinsi Aceh; 

c. Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Papua Barat dan 

Provinsi Aceh; dan 

d. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otsus untuk Provinsi 

Papua dan Provinsi Papua Barat. 

Hasil penghitungan alokasi dana dalam rangka Otsus Papua dan Aceh 

disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada saat Pembahasan Tingkat I Nota 

Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN. Kemudian berdasarkan 

pagu dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang telah disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan, ditetapkan alokasi dana dalam rangka 

otonomi khusus Papua dan Aceh. Adapun alokasi dana dalam rangka Otsus Papua dan 

Aceh tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. 

Penyaluran Dana Otsus dilakukan secara bertahap, yaitu: 

a. tahap I paling cepat pada bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu 

alokasi; 

b. tahap II paling cepat pada bulan Juli sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari 

pagu alokasi; dan 

c. tahap III paling cepat pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari 

pagu alokasi. 

Syarat penyaluran Dana Otsus yaitu pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri disertai 

rekapitulasi penggunaan Dana Otonomi Khusus. 

 

C. DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DK DIY) merupakan amanat 

dari UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kewenangan keistimewaan adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY 

selain wewenang yang ditentukan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Wewenang tersebut meliputi:  

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil 

Gubernur,  

2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY,  

3. Kebudayaan,  

4. Pertanahan, dan 

5. Tata ruang.  
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Pendanaan urusan keistimewaan DIY dilakukan melalui tahapan pengalokasian 

DK DIY mulai dari pengajuan usulan rencana kebutuhan dana keistimewaan dari 

Provinsi DIY. Kemudian usulan tersebut dinilai kelayakan kegiatan atas rencana 

kebutuhan dananya oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. 

Tahap selanjutnya, dilakukan penentuan usulan pagu indikatif melalui mekanisme APBN 

oleh Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Terakhir, setelah APBN ditetapkan, 

alokasi DK DIY per daerah akan ditetapkan dengan Perpres Rincian APBN.  

Penyaluran Dana DK DIY 

Selanjutnya, sesuai dengan PMK Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara 

Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 

penyaluran transfer DK DIY dilakukan dalam tiga tahap: 

1. Penyaluran Tahap I, sebesar 15%, dilakukan setelah Pemda Provinsi DIY 

menyampaikan kepada DJPK surat permintaan penyaluran Tahap I disertai dengan 

dokumen yang disyaratkan, yaitu Perda APBD, SPTJM, Rencana Penggunaan DK 

Tahap I, Laporan Realisasi Penyerapan DK Tahap Akhir TA sebelumnya yang telah 

diverifikasi, dan Laporan Pencapaian Kinerja DK Tahap Akhir TA sebelumnya yang 

telah diverifikasi. 

2. Penyaluran Tahap II, sebesar 65%, dilakukan setelah Pemda Provinsi DIY 

menyampaikan surat permintaan Tahap II disertai dengan SPTJM, Rencana 

Penggunaan DK Tahap II, Laporan Realisasi Penyerapan DK Tahap I yang telah 

diverifikasi, dan Laporan Pencapaian Kinerja DK Tahap I yang telah diverifikasi. 

3. Penyaluran tahap III, sebesar 20%, dilakukan setelah Pemda Provinsi DIY 

menyampaikan surat permintaan Tahap III disertai dengan SPTJM, Rencana 

Penggunaan DK Tahap III, Laporan Realisasi Penyerapan DK Tahap II yang telah 

diverifikasi, dan Laporan Pencapaian Kinerja DK Tahap II yang telah diverifikasi.  

Adapun realisasi penyerapan dan pencapaian kinerja Tahap I (syarat penyaluran 

Tahap II) serta realisasi penyerapan dan pencapaian kinerja Tahap II (syarat penyaluran 

Tahap III) paling rendah telah mencapai 80%. Verifikasi terhadap Laporan Penyerapan 

DK DIY dilakukan oleh DJPK berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Pemerintah DIY. 

Sementara Verifikasi terhadap Laporan Pencapaian Kinerja DK DIY dilakukan oleh 

Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian 

terkait. 

DK DIY yang belum disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sampai 

dengan akhir tahun anggaran tidak dapat dijadikan penambah pagu anggaran DK DIY 

tahun anggaran berikutnya. Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa DK DIY di 

RKUD, sisa DK DIY tersebut diperhitungkan dengan penyaluran DK DIY pada tahun 

anggaran berikutnya. Gubernur DIY dapat menggunakan sebagian sisa anggaran DK 

DIY yang ada di RKUD untuk tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

1. Gubernur DIY mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan dengan melampirkan rincian rencana penggunaan;  

2. Laporan Tahap Akhir Realisasi Penyerapan DK DIY tahun anggaran sebelumnya 

telah diverifikasi oleh DJPK;  

3. Laporan Akhir Pencapaian Kinerja DK DIY tahun anggaran sebelumnya belum 

diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah 

non-kementerian terkait;  

4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat mendesak serta merupakan 

kewenangan keistimewaan yang telah direncanakan untuk dibiayai pada tahun 

anggaran berikutnya dari DK DIY. 
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D. DANA INSENTIF DAERAH 

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 

daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan 

penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola 

keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. 

Pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) dimaksudkan untuk memberikan 

penghargaan (reward) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam upaya 

pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, pelayanan dasar pada masyarakat, 

serta peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah 

mendorong daerah agar berupaya untuk:  

1. Mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan 

opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD).  

2. Selalu menetapkan APBD tepat waktu. 

3. Berkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, 

pelayanan dasar publik, dan pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Perhitungan alokasi DID mempertimbangkan dua kriteria, yaitu: 

1. Kriteria Utama 

Kriteria utama yaitu sekurang-kurangnya memperoleh opini WDP dari Badan 

Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta 

menetapkan Perda APBD tepat waktu. 

2. Kriteria Kinerja 

Kriteria kinerja adalah penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah yang dilihat 

dari tiga (3) aspek yaitu:  

a. kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, yaitu kriteria yang 

digunakan sebagai unsur penilaian terhadap upaya dan capaian kinerja daerah 

di bidang keuangan; 

b. kinerja pelayanan dasar publik, yaitu kriteria yang digunakan sebagai unsur 

penilaian terhadap upaya dan capaian kinerja daerah di bidang pendidikan, 

kesehatan, dan pekerjaan umum; dan  

c. kinerja ekonomi dan kesejahteraan, yaitu kriteria yang digunakan sebagai unsur 

penilaian terhadap upaya dan capaian kinerja daerah di bidang ekonomi dan 

kesejahteraan. 

Desain penilaian kinerja tersebut dihitung dan dituangkan dalam bentuk 

pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Adapun tujuan 

dari penilaian kinerja tersebut antara lain:  

a. terbangunnya tools bagi pemerintah daerah untuk terus menerus memperbaiki 

kinerja dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, 

b. tersedianya tools bagi pemerintah pusat dalam memonitor dan mengevaluasi 

kinerja pemerintah daerah,  

c. terciptanya kompetisi antara pemerintah daerah dalam meningkatkan 

kinerjanya, serta 

d. tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan lebih cepat. 

DID termasuk dalam Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat 

umum atau tidak ditentukan penggunaannya oleh Pemerintah Pusat. Namun sesuai 

ketentuan penggunaan Dana Transfer ke Daerah secara umum, DID harus digunakan 

untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten, 

dan kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, DID diberikan kepada daerah dalam 

bentuk: 

1. Alokasi minimum, yaitu alokasi yang diberikan kepada daerah yang memperoleh 
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Dana Desa 

digunakan untuk 
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pemerintahan, 
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dan pemberdayaan 

masyarakat. 

 

 

 

 

opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD WTP dan penetapan APBD tepat waktu 

pada tahun anggaran sebelumnya (t-1); dan/atau 

2. Alokasi kinerja, yaitu alokasi yang diberikan kepada daerah yang memperoleh opini 

Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD WTP atau WDP dan penetapan APBD tepat 

waktu pada tahun anggaran sebelumnya (t-1) serta memenuhi batas minimum 

kelulusan nilai kinerja. 

Hasil penghitungan alokasi DID berupa alokasi minimum dan alokasi kinerja 

disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan 

Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN. Selanjutnya 

berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN 

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan, ditetapkan alokasi 

DID untuk setiap daerah. Alokasi DID untuk rinci per daerah tercantum dalam Peraturan 

Presiden mengenai rincian APBN. Alokasi DID TA 2017 didasarkan pada Perpres No. 97 

Tahun 2016 tentang Rincian APBN TA 2017. 

Penyaluran DID 

Penyaluran DID dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke 

RKUD penerima DID secara semesteran masing-masing sebesar 50% (lima puluh 

persen) dari pagu alokasi, yaitu: 

1. Semester I paling cepat pada bulan Februari 

Disalurkan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan persyaratan penyaluran 

kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, berupa: 

a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; 

b. Rencana penggunaan DID tahun berjalan; dan 

c. Laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran sebelumnya bagi daerah 

yang mendapatkan 

2. Semester II paling cepat pada bulan Juli. 

Dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan 

DID tahap I kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan menunjukkan 

penyerapan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang diterima di 

RKUD. 

Adapun untuk daerah yang memperoleh DID hanya berupa alokasi minimum, 

penyaluran dilakukan sekaligus paling cepat pada bulan Februari. Penyaluran DID 

semester I dan penyaluran DID untuk daerah yang hanya mendapat alokasi minimum 

tersebut, dilaksanakan setelah Kepala Daerah menyampaikan peraturan daerah APBD 

tahun berjalan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 

 

E. DANA DESA 

Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi Dana Desa merupakan 

pendanaan dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD 

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat.  

Alokasi Dana Desa TA 2017 secara rinci per daerah ditetapkan dengan Perpres 

Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun 2017. Selain Dana Desa dari APBN, sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, desa 

juga mempunyai 6 sumber pendapatan lainnya, yaitu:  

1. Alokasi Dana Desa (ADD) yang besarnya 10% dari DAU dan DBH Kabupaten/Kota,  

2. 10% dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota (bagi hasil 

PDRD),  

3. Bantuan dari APBD Kabupaten/Kota,  
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4. Bantuan dari APBD Provinsi,  

5. Hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan  

6. Lain-lain pendapatan desa yang sah.  

Berdasarkan data Kementerian Keuangan pada tahun 2016, rata-rata nasional setiap 

desanya sudah memperoleh pendapatan minimal Rp1 miliar yang bersumber dari tiga 

sumber pendapatan terbesar desa meliputi Dana Desa yang bersumber dari APBN, 

ADD, dan bagi hasil PDRD. Peningkatan anggaran Dana Desa yang bersumber dari 

APBN pada tahun 2017, ditujukan agar kondisi kapasitas fiskal desa secara 

berkesinambungan tetap terjaga tidak kurang dari nilai rata-rata nasional pada tahun 

2016. 

Penyaluran Dana Desa 

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke 

RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Sebagaimana 

diatur dalam PMK 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa,  

penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%; 

Adapun penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah 

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen 

persyaratan penyaluran berupa: 

a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; 

b. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan 

rincian Dana Desa setiap Desa; 

c. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 

d. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya. 

2. Tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% 

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap II dilakukan setelah Kepala KPPN 

menerima dokumen berupa: 

a. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I, yang menunjukkan paling 

kurang 90% dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD; 

b. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I, 

yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% 

dari Dana Desa yang diterima di RKUD dan rata-rata capaian output paling 

kurang sebesar 50%. 
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III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017 meliputi 

seluruh aspek keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Laporan Keuangan 

ini disusun oleh Ditjen Perimbangan Keuangan selaku UAKPA BUN BA 999.05 dengan 

entitas pelaporan keuangan yang mencakup beberapa satker sebagaimana ditunjukkan 

pada Gambar 1:  

Gambar 1: Satuan Kerja (Satker) UAKPA-BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

 

Laporan Keuangan TKDD utamanya disusun berdasarkan Sistem Akuntansi TKDD 

sebagaimana diatur pada PMK 216/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sistem tersebut secara lengkap 

dideskripsikan oleh Gambar 2. Adapun jenis Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh 

entitas pelaporan tersebut terdiri dari: 

A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan hasil konsolidasi Laporan 

Realisasi Anggaran Satker BA 999.05. Struktur LRA terdiri dari: 

1. Angka realisasi Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 

yang diambil dari database Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan potongan 

SPM yang bersumber dari aplikasi SPAN. 

2. Angka realisasi TKDD yang diambil dari database SP2D yang bersumber dari aplikasi 

SPAN. 

Sebagai pembanding juga dilakukan cross check antara SPAN dengan database Aplikasi 

Pelaksanaan Transfer (MONITA) sehingga dapat diyakini kebenaran angka penyaluran 

TKDD. 

B. Laporan Operasional (LO) 

Laporan Operasional disusun berdasarkan hasil konsolidasi Laporan Operasional 

Satker BA 999.05. Struktur LO terdiri dari: 

1. Angka realisasi Penerimaan Kembali TKDD-TAYL yang diambil dari database 

potongan SPM yang bersumber dari Aplikasi Pelaksanaan Transfer. Selain itu, 

aplikasi SPAN juga dijadikan pembanding. Jika terdapat perbedaan antara kedua 

aplikasi persebut, maka akan dilakukan penelusuran data sumber berupa SPM 

tercetak sehingga ditemukan angka yang akurat. 

2. Angka belanja TKDD yang diambil dari database SPM yang bersumber Aplikasi 

Pelaksanaan Transfer. Di samping itu, aplikasi SPAN juga dijadikan rujukan. Dalam 

hal terdapat perbedaan antara kedua aplikasi tersebut, maka akan dilakukan 

penelusuran data sumber berupa SPM tercetak sehingga ditemukan angka yang 

akurat. 

 

Pendekatan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

berpedoman pada 

PMK No. 

216/PMK.05/2016 

tentang Sistem 

Akuntansi dan 

Pelaporan 

Transfer ke 

Daerah dan Dana 

Desa 

Laporan Keuangan 

Transfer ke 

Daerah  

terdiri atas: 

1. Laporan 

Realisasi 

Anggaran (LRA) 

2. Laporan 

Operasional 

(LO) 

3. Laporan 

Perubahan 

Ekuitas (LPE) 

4. Neraca 

5. Catatan atas 

Laporan 

Keuangan 

(CaLK) 
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C. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan hasil konsolidasi LPE satker BA 

999.05. Struktur LPE terdiri dari: 

1. Ekuitas Awal yang merupakan akumulasi numerik dari saldo akun-akun ekuitas 

periode sebelumnya. 

2. Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi (DPKA) yang merupakan penampung dari 

koreksi akuntansi atas transaksi yang terjadi pada periode lampau. 

3. Transaksi antar Entitas. Karena DJPK sebagai UAKPA BUN tidak mengelola kas, 

maka Ditagihkan kepada Entitas Lain dan Diterima dari Entitas Lain dijadikan kontra 

akun dari Beban TKDD dan Penerimaan TKDD TAYL. 

 

D. Neraca 

Neraca yang disajikan disusun berdasarkan hasil konsolidasi Neraca Satker BA 

999.05. Struktur Neraca yang dimaksud terdiri dari: 

1. Angka Piutang TKD dan Piutang TKDD Lainnya yang bersumber dari PMK Lebih 

Salur TKDD. 

2. Angka Kewajiban TKD, Kewajiban TKD Diestimasi, dan Kewajiban Dana Desa yang 

bersumber dari PMK Kurang Bayar TKDD. 

 

E. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Catatan atas Laporan Keuangan disusun berdasarkan hasil konsolidasi CaLK 

Satker BA 999.05, yang menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan 

keuangan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan terinci atas nilai suatu pos yang disajikan 

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, 

dan Neraca. 

 

          Gambar 2: Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 
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IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TKDD Tahun 2017 mengacu pada 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, Lampiran I (Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216 Tahun 2016 tentang 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa . Selain 

itu, Buletin Teknis Nomor 21 Akuntansi Transfer Berbasis Akrual juga dijadikan rujukan 

untuk hal-hal yang lebih detail seperti penjurnalan transaksi. 

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA-BUN dan pencatatan 

transaksi TKDD, UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan 

mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan kejadian terkait transaksi TKDD yang terdiri atas: 

1. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 

2. Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 

3. Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 

4. Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). 

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah sebagai 

berikut: 

1. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan 

Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset 

dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima 

pada KUN atau dikeluarkan dari KUN. 

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun dengan menggunakan basis kas yaitu 

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 

kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari 

KUN.  

3. Laporan Operasional (LO) disusun dengan menggunakan basis akrual. pendapatan 

diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas 

belum diterima di Rekening Kas Umum Negara dan beban diakui pada saat 

kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi 

walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara. 

Penjelasan akun-akun dalam pencatatan transaksi TKDD: 

A. Penerimaan Kembali TKDD 

Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah 

penerimaan kembali dana TKDD yang lebih salur pada periode sebelumnya dan periode 

tahun berjalan. Pada Laporan Keuangan TKDD akun ini menggunakan kode 423959. 

Pada Laporan Operasional, akun ini diakui dan dicatat pada saat Peraturan Dirjen 

Perimbangan Keuangan tentang Lebih Salur diberlakukan. Sedangkan pada Laporan 

Realisasi Anggaran, akun tersebut diakui dan dicatat pada saat Surat Perintah Pencairan 

Dana (SP2D) Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diterbitkan, dan besaran 

penerimaan yang diakui adalah sejumlah potongan Surat Perintah Membayar (SPM) 

TKDD.  

B. Pendapatan Anggaran Lain-lain 

Pendapatan Anggaran Lain-lain adalah penerimaan yang berasal dari potongan 

SPM atas realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dikarenakan 

terdapat sanksi atas jenis TKDD tersebut. Pada Laporan Keuangan TKDD akun ini 

menggunakan kode 423999. 

 

 

Kebijakan 

Akuntansi Transfer 

ke Daerah dan 

Dana Desa 
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C. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Beban TKDD) adalah pengeluaran Kas 

Umum Negara (KUN) atas penyaluran TKDD tahun berjalan dan kurang bayar TKDD 

periode sebelumnya. Berdasarkan kejadiannya Beban TKDD memiliki karakteristik 

akuntansi basis akrual (beban tahun berjalan dan tahun yang akan datang). 

Beban TKDD terdiri dari: Beban DBH Pajak (Kode  Akun 611111-611215), Beban 

DBH SDA (Kode Akun 612111-612611), Beban DBH Cukai Hasil Tembakau (613111), 

Beban Dana Alokasi Umum (621111), Beban Dana Alokasi Khusus Fisik (Kode Akun 

631111-631411), Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Kode Akun 654111-654911), 

Beban Otsus (Kode Akun 641111-641312),  Beban Dana Desa (662111), Beban DK DIY 

(642111), dan Beban Dana Insentif Daerah (643111). 

Pengakuan Beban 

Pada Laporan Operasional (LO), Beban Transfer diakui pada saat: 

1. Terjadi resume tagihan yang divalidasi dan diverifikasi oleh KPA BUN Pengelola 

TKDD. 

2. Timbulnya kewajiban Pemerintah berupa Kurang Salur/Kurang Bayar yang 

ditetapkan dalam dokumen PMK mengenai TKDD.  

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Beban Transfer diakui dan dicatat pada saat 

SP2D TKDD diterbitkan dan besaran Beban yang diakui adalah sejumlah belanja SPM. 

D. Piutang Transfer ke Daerah (TKD) 

Piutang TKD adalah aset lancar yang muncul dari timbulnya hak atas daerah 

dikarenakan adanya lebih salur TKD periode sebelumnya. Berdasarkan PMK Nomor 214 

Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar (sebagaimana dirinci oleh Keputusan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor 311 Tahun 2014). Berdasarkan peraturan tersebut, akun ini 

menggunakan kode 115231. Pencatatan dan pengakuan Akun ini dilakukan pada saat 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK)/Perdirjen tentang Lebih Salur berlaku, dan dihapus 

ketika Surat Perintah Membayar (SPM) Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 

dengan potongan Lebih Salur diterbitkan. 

E. Piutang TKDD Lainnya 

Piutang TKDD Lainnya adalah aset lancar yang muncul dari timbulnya hak atas  

daerah-daerah akibat perbedaan realisasi penerimaan pajak dan PNBP Sumber Daya 

Alam (yang telah diperiksa BPK) dengan besaran DBH Pajak dan SDA yang sudah 

disalurkan. Berdasarkan PMK Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar 

(sebagaimana dirinci oleh Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 311 Tahun 2014). 

Akun ini menggunakan kode 115239. Dokumen sumber yang dijadikan dasar 

pengakuan Piutang TKDD Lainnya adalah nota dinas lebih salur dari subdit/direktorat 

teknis. Pengakuan dan pencatatan Piutang ini dilakukan ketika nota dinas lebih salur 

diterima. Akun ini akan dihapus dan diganti (reklasifikasi) dengan Piutang Transfer ke 

Daerah ketika Perdirjen Lebih Salur terbit. 

F. Kewajiban Transfer ke Daerah (TKD) 

Kewajiban TKD adalah kewajiban jangka pendek yang muncul dari timbulnya 

kewajiban atas pemerintah daerah dikarenakan adanya kurang bayar TKD periode 

sebelumnya. Berdasarkan PMK Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar 

(sebagaimana dirinci oleh Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 311 Tahun 2014). 

Akun ini menggunakan kode 215111. Pencatatan dan pengakuan Akun ini dilakukan 

pada saat PMK Kurang Bayar mulai berlaku, dan dihapus ketika SP2D TKD diterbitkan. 
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G. Kewajiban TKD Diestimasi 

Kewajiban TKD Diestimasi adalah kewajiban jangka pendek yang muncul dari 

timbulnya hak atas daerah-daerah akibat perbedaan realisasi penerimaan pajak dan 

PNBP Sumber Daya Alam (yang telah diperiksa BPK) dengan besaran DBH Pajak dan 

SDA yang sudah disalurkan. Berdasarkan PMK Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan 

Akun Standar (sebagaimana dirinci oleh Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 311 

Tahun 2014). Akun ini menggunakan dengan kode 215121. Dokumen sumber yang 

digunakan sebagai dasar pencatatan akun ini adalah nota dinas dari subdit teknis. 

Kewajiban ini diakui dan dicatat ketika nota dinas kurang bayar dari subdit teknis 

diterima, dan akan dihapus dan diganti (reklasifikasi) dengan Kewajiban TKD ketika PMK 

Kurang Bayar terbit.      

 

H. Ekuitas 

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang 

pemerintah. Selain itu, akun dengan kode 391111 ini merupakan penampung akumulasi 

surplus/defisit dari periode-periode sebelumnya. Selain itu ada pula koreksi atas Ekuitas 

yang disebut sebagai Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi. Dampak Perubahan 

Kebijakan Akuntansi (DPKA) yang merupakan penampung dari koreksi akuntansi atas 

transaksi yang terjadi pada periode lampau, seperti pengakuan selisih reklasifikasi 

piutang dan kewajiban, koreksi atas pendapatan/beban periode lampau, dan koreksi 

atas saldo piutang/kewajiban tahun berjalan. 

 

I. Ditagihkan ke Entitas Lain 

Ditagihkan ke Entitas Lain adalah akun ekuitas yang dijadikan pengganti akun kas 

keluar, hal ini dikarenakan realisasi TKDD tidak melibatkan kas yang ada di DJPK sebagai 

UAKPA BUN, melainkan ditagihkan ke KPPN sebagai BUN. Berdasarkan PMK Nomor 214 

Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar, akun ini menggunakan kode 313111. 

 

J. Diterima dari Entitas Lain 

Diterima dari Entitas Lain adalah akun ekuitas yang dijadikan pengganti akun kas 

masuk, hal ini dikarenakan DJPK sebagai UAKPA BUN tidak menerima kas, melainkan 

langsung masuk ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Berdasarkan PMK Nomor 214 

Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar, akun ini menggunakan kode 313121. 
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Penerimaan Negara 

Bukan Pajak 

Rp9.463,92M berasal 

dari Penerimaan Kembali 

TKDD TAYL masing-

masing Satker BA 999.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

A. Penjelasan Umum 

Realisasi Anggaran sampai dengan  akhir TA 2017 mencatat jumlah pagu anggaran 

sebesar  Rp759.216.105.416.137,- dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) sebesar  Rp9.463.923.479.165,- dan realisasi Belanja Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa sebesar  Rp741.992.381.461.367,- (97,7%). Presentase 

realisasi belanja TKDD tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2016. 

Tabel 2 berikut ini merupakan perbandingan pagu dan realisasi Belanja TKDD serta 

PNBP Tahun 2017 dengan  Tahun 2016. 

Tabel 2: Perbandingan Pagu dan Realisasi TKDD TA 2017 dan TA 2016 

TAHUN PAGU TKDD 
REALISASI 

BELANJA TKDD 
% 

PNBP 

(Penerimaan TKDD  

TAYL) 

TA 2017 759.216.105.416.137 741.992.381.461.367 97,7% 9.463.923.479.165 

TA 2016 776.252.903.772.000 710.256.869.859.856 91,4% 3.336.403.485.639 

 

PNBP sebesar  Rp9.463.923.479.165,- merupakan  Penerimaan Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa TAYL sebagaimana dirinci pada Tabel 3 berikut: 

Tabel 3: Rincian Penerimaan Kembali TKDD TAYL TA 2017 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Realisasi Ref 

1. Satker DAU dan DAK Non Fisik 112.371.003.285 Tabel 5 

2. Satker Dana Bagi Hasil 9.335.775.729.757 Tabel 5 

3. Satker DK DIY 15.776.746.123 Tabel 5 

Jumlah Penerimaan Kembali TKDD TAYL 9.463.923.479.165  

 

Selanjutnya, jumlah Belanja TKDD TA 2017 mencapai sebesar 

Rp741.992.381.461.367,- lebih tinggi 4.47% jika dibandingkan dengan Belanja 

TKDD TA 2016 yang berjumlah sebesar Rp710.256.869.859.856,-. Adapun rincian 

Belanja TKDD TA 2017, sebagaimana tercantum pada Tabel 4 berikut ini: 

Tabel 4: Rincian Belanja TKDD TA 2017 

Uraian DIPA Realisasi % 

1. DANA PERIMBANGAN 671.472.812.826.137 654.482.511.343.964 97,5 

a. Dana Bagi Hasil 88.263.998.042.137 88.232.197.142.637 99,9 

b. Dana Alokasi Umum 398.582.314.748.000 398.582.314.748.000 100 

c. Dana Alokasi Khusus Fisik 69.531.500.436.000 62.104.230.254.352 89,3 

d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 115.094.999.600.000 105.563.769.198.975 91,7 

2. DANA OTSUS, DK DIY, DID 27.743.292.590.000 27.743.292.590.000 100 

a. Dana Otonomi Khusus 19.443.292.590.000 19.443.292.590.000 100 

b. Dana Keistimewaan Yogyakarta 800.000.000.000 800.000.000.000 100 

c. Dana Insentif Daerah 7.500.000.000.000 7.500.000.000.000 100 

3. DANA DESA 60.000.000.000.000 59.766.577.527.403 99,6 

Jumlah TKDD 759.216.105.416.137 741.992.381.461.367 97,7 

 

Realisasi 

Anggaran TA 

2017:  

-------------------- 

Pendapatan  

Rp9.463,92M 

 

Belanja TKDD  

Rp741.992,38M 

Belanja TKDD TA 

2017 

Rp741.992,38M 
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B. Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari penerimaan TKDD TAYL           

TA 2017 sebesar Rp9.463.923.479.165,-. Jumlah tersebut merupakan gabungan 

penerimaan dari masing-masing Satker BA 999.05 (Satker DAU dan DAK Non Fisik, 

Satker DBH, dan Satker DK DIY) sebagaimana daftar rincian lengkapnya pada Tabel 

5 dibawah ini: 

Tabel 5: Daftar Rincian Penerimaan Kembali TKDD TAYL TA 2017 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Realisasi Ref 

A. Satker DAU dan DAK Non Fisik 112.371.003.285 Tabel 6 

1. Penerimaan kembali LS Dana BOS Tw IV Th 2016 35.703.300.000  

2. Setoran pengembalian sisa dana BOS Tahun 2011 40.038.669.285  

3. Penerimaan Kembali LS Dana BOK Tahun 2016 31.855.234.000  

4. Penerimaan Kembali LS Dana PK Naker TA 2016 4.773.800.000  

B. Satker Dana Bagi Hasil 9.335.775.729.757 Tabel 11 

1. Penerimaan atas Lebih Salur TKDD yang 

dikompensasi melalui potongan SPM (Lebih Salur 

DBH s.d TA 2016 dan Lebih Salur DAK Non Fisik DP 

Naker TA 2016) 

9.335.775.729.757  

C. Satker DK DIY 15.776.746.123 B.3 

1. Penerimaan dari Potongan SPM penyaluran DK DIY 

Tahap I TA 2017 karena adanya sisa DK DIY di 

RKUD pada akhir TA 2016 yang lalu 

15.727.602.248  

2. Setoran sisa DK DIY yang tidak diikutsertakan 

dalam proses verifikasi sisa DK DIY TA 2016 

49.143.875  

Jumlah Penerimaan 9.463.923.479.165  

B.1. PNBP dari Satker DAU dan DAK Non Fisik 

Penerimaan Kembali TKDD TAYL Satker DAU dan DAK Non Fisik sebesar 

Rp112.371.003.285,- lebih rendah 53,11% bila dibandingkan periode yang sama 

pada tahun sebelumnya sebesar Rp239.631.950.552,-. Jumlah tersebut berasal dari 

penerimaan kembali Lebih Salur Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan 

IV Tahun 2016 sebesar Rp35.703.300.000,-, setoran pengembalian dana BOS Tahun 

2011 sebesar Rp40.038.669.285,-, Penerimaan Kembali Lebih Salur Dana Bantuan 

Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2016 sebesar Rp31.855.234.000,-, dan Lebih 

salur Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan (PK Naker) TA 2016 sebesar 

Rp4.773.800.000,-. Adapun rincian Penerimaan Kembali TKDD TAYL tersebut 

sebagaimana disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6: Penerimaan Kembali TKDD TAYL Satker DAU dan DAK Non Fisik (Rp) 

No. 
Penerimaan Kembali TKDD TAYL  

Satker DAU dan DAK Non Fisik 
Jumlah Ref 

1 Lebih Salur Dana BOS TW IV TA 2016 35.703.300.000 Tabel 7 

2 Setoran Pengembalian sisa Dana BOS Tahun 2011 40.038.669.285 Poin 2 

3 Lebih Salur Dana BOK TA 2016 31.855.234.000 Tabel 8 

4 Lebih Salur Dana PK Naker TA 2016 4.773.800.000 Tabel 10 

Jumlah 112.371.003.285 
 

Penjelasan: 

1. Lebih Salur Dana BOS Triwulan IV Tahun 2016 sebesar Rp35.703.300.000,-telah 

diperhitungkan terhadap penyaluran dana BOS Triwulan I Tahun 2017, terdiri dari 

Lebih Salur BOS Provinsi Jawa Timur sebesar Rp34.962.050.000,-dan Lebih Salur 
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BOS Provinsi Sulawesi Utara sebesar  Rp741.250.000,- sebagaimana Tabel 7 berikut 

ini: 

Tabel 7:  Lebih Salur Dana BOS 

No. Provinsi Lebih Salur Tw IV TA 2016 

1 Jawa Timur 34.962.050.000 

2 Sulawesi Utara 741.250.000 

Jumlah 35.703.300.000 

2. Setoran Pengembalian sisa Dana BOS Tahun 2011 sebesar Rp40.038.669.285,- yang 

masih ada di RKUD pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut dilakukan 

dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa. Jumlah sebesar Rp40.038.669.285,- terdiri dari 66 pemerintah daerah 

sebagaimana tercantum pada Lampiran 48 laporan keuangan tahunan audited ini. 

3. Lebih Salur Dana BOK TA 2016 merupakan kelebihan penyaluran yang telah 

dilakukan bagi 18 pemerintah daerah sebagai implikasi perubahan pagu alokasi pada 

APBN-P 2016. Jumlah Lebih Salur Dana BOK TA 2016 sebesar Rp31.855.234.000,-. 

Jumlah tersebut dicatat dalam jurnal koreksi audit BPK atas Laporan Keuangan 

Audited sebagai piutang. Rincian Lebih Salur Dana BOK TA 2016 sebagaimana 

disajikan pada Tabel 8 di bawah ini: 

Tabel 8:  Lebih Salur Dana BOK TA 2016 

No Daerah Pagu APBN Pagu APBNP Penyaluran Kelebihan 

1 Kab. Bandung 44.104.403.940 20.438.780.000 33.078.303.000 (12.639.523.000) 

2 Kab. Malang 27.992.204.760 16.663.585.000 20.994.153.000 (4.330.568.000) 

3 Kab. Bandung Barat 16.362.849.120 8.501.096.000 12.272.136.000 (3.771.040.000) 

4 Kota Surabaya 29.363.641.680 18.974.330.000 22.022.730.000 (3.048.400.000) 

5 Kota Semarang 18.269.522.020 11.850.255.000 13.702.143.000 (1.851.888.000) 

6 Kab. Serdang Bedagai 11.801.969.420 7.598.593.000 8.851.476.000 (1.252.883.000) 

7 Kota Cimahi 6.458.475.460 3.605.608.000 4.843.857.000 (1.238.249.000) 

8 Kab. Jepara 12.249.440.580 8.030.820.000 9.187.080.000 (1.156.260.000) 

9 Kab. Demak 12.707.726.060 8.881.040.000 9.530.796.000 (649.756.000) 

10 Kab. Cilacap 22.572.200.020 16.439.038.000 16.929.150.000 (490.112.000) 

11 Kab. OKU Timur 11.406.764.100 8.207.858.000 8.555.073.000 (347.215.000) 

12 Kab. Magelang 14.868.533.820 10.868.640.000 11.151.399.000 (282.759.000) 

13 Kota Pangkal Pinang 3.748.724.440 2.577.288.000 2.811.543.000 (234.255.000) 

14 Kab. Rembang 7.278.656.040 5.260.320.000 5.458.992.000 (198.672.000) 

15 Kota Banjar 3.113.351.720 2.237.332.000 2.335.014.000 (97.682.000) 

16 Kab. Semarang 12.647.771.260 9.388.468.000 9.485.829.000 (97.361.000) 

17 Kab. Tulungagung 12.437.051.520 9.235.200.000 9.327.789.000 (92.589.000) 

18 Kota Magelang 2.589.457.520 1.866.070.000 1.942.092.000 (76.022.000) 

Total 269.972.743.480 170.624.321.000 202.479.555.000 (31.855.234.000) 

    Sumber : Subdit Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dit. Daper 

 

Lebih Salur Dana BOK TA 2016 yang telah diperhitungkan pada penyaluran BOK 

TA 2017 merupakan bagian dari Penerimaan TKDD TAYL. Jumlah penerimaan 

pengembalian Lebih Salur Dana BOK TA 2016 hingga Desember 2017 sebesar 

Rp31.855.234.000,- meliputi: 

a. penerimaan pengembalian pada Bulan Maret 2017 sebesar Rp976.416.000,- 

b. penerimaan pengembalian pada Bulan April 2017 sebesar 

Rp7.525.567.000,- 

c. penerimaan pengembalian pada Bulan Mei 2017 sebesar Rp4.677.783.000, 
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d. penerimaan pengembalian pada Bulan Juni 2017 sebesar Rp234.255.000,-, 

e. penerimaan pengembalian pada Bulan Juli 2017 sebesar Rp1.156.260.000,-,  

f. serta penerimaan pengembalian pada Bulan Desember 2017 sebesar 

Rp17.284.953.000,-. 

Penerimaan Pengembalian Lebih Salur Dana BOK TA 2016 tersebut, dengan 

rincian Pemda sebagaimana pada Tabel 9 berikut ini: 

Tabel 9:  Rincian Lebih Salur (LS) Dana BOK TA 2016  

s/d Desember TA 2017 

No Nama Daerah Lebih Salur TA 2016 

Bulan Maret 2017  

1 Kota Banjar 97.682.000 

2 Kabupaten Cilacap  490.112.000 

3 Kabupaten Rembang 198.672.000 

4 Kabupaten Semarang 97.361.000 

5 Kabupaten Tulungagung 92.589.000 

 Jumlah Lebih Salur BOK  Maret 2017 976.416.000 

Bulan April 2017  

1 Kab. Bandung Barat 3.771.040.000 

2 Kab. Demak 649.756.000 

3 Kab. Serdang Bedagai 1.252.883.000 

4 Kota Semarang 1.851.888.000 

 Jumlah  Lebih Salur  BOK  April 2017 7.525.567.000 

Bulan Mei 2017  

1 Kabupaten OKU Timur 347.215.000 

2 Kabupaten Malang 4.330.568.000 

 Jumlah  Lebih Salur  BOK  Mei 2017 4.677.783.000 

Bulan Juni 2017  

1. Kota Pangkal Pinang 234.255.000 

 Jumlah  Lebih Salur  BOK  Juni 2017 234.255.000 

Bulan Juli 2017  

1. Kabupaten Jepara 1.156.260.000 

 Jumlah  Lebih Salur  BOK Juli 2017 1.156.260.000 

Bulan Desember 2017  

1. Kab. Bandung 12.639.523.000 

2. Kota Cimahi 1.238.249.000 

3. Kab. Magelang 282.759.000 

4. Kota Magelang 76.022.000 

5. Kota Surabaya 3.048.400.000 

 Jumlah  Lebih Salur  BOK Desember 2017 17.284.953.000 

TOTAL 31.855.234.000 

 

4. Lebih Salur Dana PK Naker TA 2016  sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-3/PK/2017 sebesar 

Rp5.057.450.000,-. Lebih Salur tersebut telah diselesaikan melalui mekanisme 

pemotongan DAU sebesar Rp4.773.800.000,-, dimana pada Bulan Juli 2017 telah 

dilakukan pemotongan sebesar Rp1.591.430.000,-, pada Bulan Agustus 2017 telah 

dilakukan pemotongan sebesar Rp1.591.185.000,- dan pada Bulan September 2017 

telah dilakukan pemotongan sebesar Rp1.591.185.000,- sebagaimana pada Tabel 

10 berikut ini. 
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Tabel 10:  Rincian Pemotongan DAU atas LS Dana PK Naker  yang telah 

diperhitungkan pada TA 2017 

No. Nama Daerah Lebih Salur TA 2016 

Bulan Juli 2017  

 Kab. Lampung Selatan                357.245.000  

 Kota Metro                634.040.000  

 Kab. Tulang Bawang Barat                600.145.000  

 Jumlah Potongan Bulan Juli 2017            1.591.430.000  

Bulan Agustus 2017  

 Kab. Lampung Selatan 357.000.000  

 Kota Metro 634.040.000  

 Kab. Tulang Bawang Barat 600.145.000  

 Jumlah Potongan Bulan Agustus 2017            1.591.185.000  

Bulan September 2017  

 Kab. Lampung Selatan 357.000.000  

 Kota Metro 634.040.000  

 Kab. Tulang Bawang Barat 600.145.000  

 Jumlah Pemotongan Bulan Sept 2017            1.591.185.000  

Total Potongan DAU  4.773.800.000 

 

B.2.  PNBP dari Satker Dana Bagi Hasil 

Penerimaan Kembali TKDD TAYL Satker Dana Bagi Hasil sebesar Rp9.335.775.729.757,- 

merupakan potongan Dana Bagi Hasil TA 2017 sebagai penyelesaian atas Lebih Salur 

DBH s.d. TA 2016 dan penyelesaian Lebih Salur DAK Non Fisik berupa Dana Peningkatan 

Kapasitas Ketenagakerjaan (DPK-Naker) TA 2016. 

Lebih salur DBH TA 2013, 2014 dan 2015 sebesar Rp 2.760.219.266.840,- (sebagaimana 

ditetapkan dalam PMK No. 259/PMK.07/2015 dan PMK No. 162/PMK.07/2016) 

diselesaikan melalui pemotongan penyaluran DBH TA 2017 Triwulan I sesuai dengan 

Perdirjen Perimbangan Keuangan No. Per-1/PK/2017 tentang Tata Cara Pemotongan 

atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan I TA 2017.  

Lebih salur Dana PK-Naker sebesar Rp 283.650.000,- (semula dialokasikan dan disalurkan 

kepada Kabupaten Lumajang) diselesaikan melaui pemotongan atas penyaluran DBH TA 

2017 untuk daerah yang bersangkutan sesuai Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan 

No. Per-3/PK/2017 tentang Perhitungan Lebih Salur Dana Peningkatan Kapasitas 

Ketenagakerjaan TA 2016.  

Selain itu, terdapat lebih bayar DBH s.d. TA 2016 sebesar Rp 6.575.272.812.917,-           

(Rp 3.670.724.901.477,- merupakan Lebih Salur DBH s.d. TA 2015 dan sebesar                

Rp 2.904.547.911.440,- merupakan Lebih Salur DBH TA  2016) yang penyelesiannya 

diperhitungkan dengan cara pemotongan terhadap penyaluran Kurang Bayar DBH TA 

2016 berdasarkan Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor Per-5/PK/2017. Rincian lebih 

lengkap mengenai Lebih Salur beserta potongannya disajikan pada Tabel 11 berikut ini: 
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Tabel 11: Lebih Salur TKDD Yang Sudah Dikompensasi Melalui Potongan SPM 

Jenis Dana Bagi Hasil Jumlah 

Transfer DBH PPh Pasal 21 1.806.537.435.685 

Transfer DBH PPh Pasal 25/29 OP 77.883.133.099 

Transfer DBH PBB untuk Propinsi 1.096.220.171.834 

Transfer DBH PBB untuk Kabupaten/Kota 3.508.115.301.945 

Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi 19.580.034.670 

Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/kota 60.374.158.704 

Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan 

Sama Rata ke Kabupaten/Kota 
384.022.385.808 

Transfer DBH Minyak Bumi 991.390.519.463 

Transfer DBH Minyak Bumi 0.5% 18.721.052.793 

Tambahan Transfer DBH Minyak Bumi dlm rangka Otsus 56.814.397.500 

Transfer DBH Gas Bumi 398.219.394.911 

Transfer DBH Gas Bumi 0.5% 4.204.117.776 

Tambahan Transfer DBH Gas Bumi Dalam Rangka Otsus 32.250.131.500 

Transfer DBH Pertambangan Umum - Iuran Tetap 13.165.227.543 

Transfer DBH Pertambangan Umum – Royalti 232.254.849.981 

Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bag. Pemerintah 5.398.759.182 

Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap 2.607.508.570 

Transfer DBH Kehutanan - IIUPH/IHPH     68.601.139.221  

Transfer DBH Kehutanan – PSDH   259.635.703.666  

Transfer DBH Kehutanan - Dana Reboisasi   169.803.010.753  

Transfer DBH Perikanan   129.926.410.561  

Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi (Royalti)              50.884.592  

Jumlah 9.335.775.729.757 

  

B.3.  PNBP dari Satker Dana Keistimewaan DI Yogyakarta 

Penerimaan Kembali TKDD TAYL Satker Transfer DK DIY TA 2017 adalah sebesar 

Rp15.776.746.123,-. Jumlah ini mengalami penurunan 77,46% dibanding dengan 

Penerimaan Kembali DK-DIY TAYL periode Tahunan TA 2016 yang berjumlah 

Rp69.955.484.834,-. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas 

pengelolaan dan pemanfaatan DK-DIY. Penerimaan sebesar Rp15.727.602.248,- 

merupakan penerimaan dari Potongan SPM penyaluran DK DIY Tahap I TA 2017 karena 

adanya sisa DK DIY di RKUD pada akhir TA 2016 yang telah diverifikasi dan dituangkan 

dalam Berita Acara Verifikasi Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan DIY Tahap Akhir 

TA 2016 (BAR DK-DIY TA 2016). Selanjutnya, penerimaan sebesar Rp49.143.875,- 

merupakan pengembalian sisa DK DIY TA 2016 melalui mekanisme penyetoran ke RKUN. 

Penyetoran langsung ke RKUN dilakukan karena sisa DK-DIY dengan jumlah tersebut 

baru diketahui oleh Pemprov DIY setelah BAR DK-DIY TA 2016 selesai disusun dan 

disetujui. 

C. Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Belanja TKDD TA 2017 atau periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, 

mencapai nilai sebesar Rp741.992.381.461.367,-. Jumlah belanja TKDD tersebut, 

merupakan gabungan belanja TKDD dari masing-masing Satker BA.999.05 sebagaimana 

Tabel 12 dibawah ini. 

 

 



 

52 Catatan atas Laporan Keuangan  TKDD TA 2017 Audited 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 12: Realisasi Belanja TKDD TA 2017 

URAIAN PAGU APBN-P REALISASI % Ref 

Transfer Dana Perimbangan 671.472.812.826.137 654.482.511.343.964 97,5 Tab. 13 

1. Transfer Dana Bagi Hasil 88.263.998.042.137 88.232.197.142.637 99,96 Tab. 13 

 a. DBH PPh OP 34.312.377.870.061 34.312.377.870.061 100 Tab. 14 

 b. DBH PBB 19.356.272.471.999 19.356.272.471.999 100 Tab. 15 

 c. DBH Minyak Bumi 8.191.122.864.049 8.191.122.864.049 100 Tab. 16 

 d. DBH Gas Bumi 8.442.353.752.961 8.442.353.752.961 100 Tab. 17 

 e. DBH Minerba 11.835.084.190.433 11.835.084.190.433 100 Tab. 18 

 f. DBH Panas Bumi  970.633.323.538 970.633.323.538 100 Tab. 19 

 g. DBH Kehutanan 1.820.962.826.750 1.820.962.826.750 100 Tab. 20 

 h. DBH Perikanan 381.516.063.406 381.516.063.406 100 Tab. 21 

 i. DBH CHT 2.953.674.678.940 2.921.873.779.440 98,9 Tab. 22 

2. Transfer Dana Alokasi Umum 398.582.314.748.000 398.582.314.748.000 100 Tab. 24 

3. Transfer Dana Alokasi Khusus 184.626.500.036.000 167.667.999.453.327 90,8 Tab. 13 

 a. Transfer DAK Fisik 69.531.500.436.000 62.104.230.254.352 89,3 Tab. 26 

 b. Transfer DAK Non Fisik 115.094.999.600.000 105.563.769.198.975 91,7 Tab. 27 

Transfer Dana Otonomi Khusus 19.443.292.590.000 19.443.292.590.000 100 Tab. 30 

Transfer Dana Desa 60.000.000.000.000 59.766.577.527.403 99,6 Tab. 32 

Transfer DK DIY 800.000.000.000 800.000.000.000 100 Tab. 31 

Transfer Dana Insentif Daerah 7.500.000.000.000 7.500.000.000.000 100 C7 

JUMLAH BELANJA TKDD 759.216.105.416.137 741.992.381.461.367 97,7  

Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Realisasi Transfer Dana 

Perimbangan pada Tahun Anggaran 2017  sebesar Rp654.482.511.343.964,- terdiri 

atas Transfer Dana Bagi Hasil, Transfer Dana Alokasi Umum, dan Transfer Dana 

Alokasi Khusus dengan rincian sebagaimana Tabel 13 berikut: 

Tabel 13: Realisasi Belanja Dana Perimbangan TA 2017 

URAIAN 

Transfer Dana Perimbangan 
PAGU APBN-P 2017 REALISASI  % 

1. Transfer DBH 88.263.998.042.137 88.232.197.142.637 99,96 

2. Transfer DAU 398.582.314.748.000 398.582.314.748.000 100 

3. Transfer DAK 184.626.500.036.000 167.667.999.453.327 90,81 

Jumlah  671.472.812.826.137 654.482.511.343.964 97,47 

C.1. Dana Bagi Hasil (DBH) 

Realisasi transfer  Dana Bagi Hasil sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah 

sebesar Rp88.232.197.142.637,- atau mencapai 99,96% dari pagu anggaran (DIPA), 

yang terdiri dari beberapa jenis DBH sebagai berikut: 

C.1.1. DBH PPh OP (PPh Orang Pribadi) 

DBH PPh OP terdiri dari DBH PPh Pasal 21 dan DBH PPh Pasal 25/29. 

Realisasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 per 31 Desember 2017 

mencapai sebesar Rp34.312.377.870.061,- atau sebesar 100% dari pagu 

anggarannya. Sebagaimana dideskripsikan oleh Tabel 14, besaran realisasi 

transfer DBH PPh Pasal 21 mencapai Rp20.727.656.943.000,- dan  Kurang 

Bayar DBH PPh Pasal 21 Rp9.854.365.900.362,-. Selain itu juga terdapat 

DBH OP TA 2017 

Pagu  

Rp34.312,4M 

 

Realisasi  

Rp34.312,4M 

(100%) 
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realisasi DBH PPh Pasal 25/29 mencapai Rp2.791.128.189.500,- dan Kurang 

Bayar DBH PPh Pasal 25/29 sebesar  Rp939.226.837.199,-. 

Tabel 14: Realisasi DBH PPh OP TA 2017 (dalam Rp) 

URAIAN 
Tahun 2017 % 

Tahun 2016 
Pagu Realisasi 

Jumlah DBH PPh Pasal 

21 
30.582.022.843.362 30.582.022.843.362 100 24.031.105.151.100  

DBH PPh Pasal 21 20.727.656.943.000 20.727.656.943.000 100 15.470.354.171.100  

Kurang Bayar DBH PPh 

Pasal 21 
9.854.365.900.362 9.854.365.900.362 100 8.560.750.980.000  

Jumlah DBH PPh Pasal 

25/29 
3.730.355.026.699 3.730.355.026.699 100 3.283.951.728.250  

DBH PPh Pasal 25/29 2.791.128.189.500 2.791.128.189.500 100 2.268.058.955.250  

Kurang Bayar DBH PPh 

Pasal 25/29 
939.226.837.199 939.226.837.199 100 1.015.892.773.000 

Jumlah 34.312.377.870.061 34.312.377.870.061 100 27.315.056.879.350 

 

Grafik 1: Perbandingan Realisasi DBH Pph OP TA 2016 dan 2017 (dalam miliar Rp) 
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C.1.2. DBH PBB 

Secara keseluruhan, realisasi DBH PBB Per 31 Desember 2017 mencapai 

angka Rp19.356.272.471.999,- atau sebesar 100% dari pagu anggarannya.  

Selanjutnya, DBH PBB yang disajikan Per 31 Desember 2017 terdiri dari 1) DBH 

PBB Bag Daerah sebesar Rp8.546.334.721.800,- dan Kurang Bayar sebesar 

Rp8.384.400.379.635,-, 2) DBH Biaya Pungut (BP) PBB Bag Daerah sebesar 

Rp295.179.823.400,- dan Kurang Bayar sebesar Rp286.122.359.546,-, 3) DBH 

PBB Sama Rata sebesar Rp1.383.647.334.400,- dan Kurang Bayar sebesar 

Rp460.587.853.218,- sebagaimana terinci pada Tabel 15 berikut ini:  

Tabel 15: Realisasi DBH PBB TA 2017 (dalam Rp) 

URAIAN 
TA 2017 

TA 2016 
Pagu Realisasi % 

Jumlah DBH PBB 

Bag Daerah 
16.930.735.101.435 16.930.735.101.435 100 17.812.796.385.444 

DBH PBB Bag Daerah 8.546.334.721.800 8.546.334.721.800 100 10.099.924.800.394 

Kurang Bayar DBH 

PBB Bag Daerah 
8.384.400.379.635 8.384.400.379.635 100 7.712.871.585.050 

Jumlah DBH BP 

PBB Bag Daerah 
581.302.182.946 581.302.182.946 100 613.942.537.717 

DBH PBB TA 

2017 

Pagu  

Rp19.356,3M 

 

Realisasi  

Rp19.356,3M 

 (100%) 
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URAIAN Pagu Realisasi % TA 2016 

DBH BP PBB Bag 

Daerah 
295.179.823.400 295.179.823.400 100 367.396.174.100 

Kurang Bayar DBH 

Biaya Pungut (BP) 

PBB Bag Daerah 

286.122.359.546 286.122.359.546 100 246.546.363.617 

Jumlah DBH PBB 

Sama Rata ke 

Kab/Kota 

1.844.235.187.618 1.844.235.187.618 100 2.040.338.130.206 

DBH PBB Sama Rata 

ke Kab/Kota 
1.383.647.334.400 1.383.647.334.400 100 2.040.338.130.206 

Kurang Bayar DBH 

PBB Sama Rata ke 

Kab/Kota 

460.587.853.218 460.587.853.218 100 - 

Jumlah 19.356.272.471.999 19.356.272.471.999 100 20.467.077.053.367 

Grafik 2: Perbandingan Realisasi DBH PBB 2016 dan 2017 (dalam miliar Rp) 
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C.1.3. DBH Minyak Bumi 

Secara keseluruhan, realisasi DBH Minyak Bumi Per 31 Desember 2017 

mencapai angka Rp8.191.122.864.049,- atau sebesar 100% dari pagu 

anggarannya.   Belanja DBH Minyak Bumi terdiri dari:  1) DBH Minyak Bumi 15% 

sebesar Rp5.852.840.207.900,- dan Kurang Bayar sebesar 

Rp1.798.482.206.548,-, 2) DBH Minyak Bumi 0,5% sebesar 

Rp193.467.425.200,- dan Kurang Bayar sebesar Rp58.840.007.476,- , dan 

3)Tambahan DBH Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus sebesar 

Rp182.330.166.900,- dan Kurang Bayar sebesar Rp105.162.850.025,-. Narasi 

kuantitatif DBH Minyak Bumi secara lebih lengkap tersaji pada Tabel 16 dan 

Grafik 3 berikut ini. 

 

Tabel 16: Realisasi DBH Minyak Bumi TA 2017 

URAIAN 
TA 2017 

% 
Realisasi 

TA 2016 PAGU REALISASI 

Jumlah DBH Minyak 

Bumi 15% 
7.651.322.414.448 7.651.322.414.448 100  7.708.349.944.429  

DBH Minyak Bumi 15% 5.852.840.207.900 5.852.840.207.900 100 7.650.610.550.109  

Kurang Bayar DBH SDA 

Minyak Bumi 15% 
1.798.482.206.548 1.798.482.206.548 100 57.739.394.320  

DBH Minyak 

Bumi TA 2017 

Pagu  

Rp8.191,1M 

 

Realisasi  

Rp8.191,1M 

 (100%) 
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URAIAN 
TA 2017 

% 
Realisasi 

TA 2016 PAGU REALISASI 

Jumlah DBH Minyak 

Bumi 0,5% 
252.307.432.676 252.307.432.676 100 253.796.828.720  

DBH Minyak Bumi 0,5% 193.467.425.200 193.467.425.200 100 188.865.233.802  

Kurang Bayar DBH 

Minyak Bumi 0,5% 
58.840.007.476 58.840.007.476 100 64.931.594.918 

Jumlah Minyak Bumi 

Otsus 
287.493.016.925 287.493.016.925 100 348.386.712.851  

DBH Minyak Bumi Otsus 182.330.166.900 182.330.166.900 100 226.810.109.600  

Kurang Bayar DBH SDA 

Minyak Bumi dalam 

Rangka Otsus 

105.162.850.025 105.162.850.025 100 121.576.603.251  

Jumlah 8.191.122.864.049 8.191.122.864.049 100 8.310.533.486.000 

 

Grafik 3: Perbandingan Realisasi DBH Minyak Bumi 2016 dan 2017  

(dalam miliar Rp) 
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Belanja DBH Gas Bumi terdiri dari: 1) DBH Gas Bumi 30%, 2) DBH Gas 

Bumi 0,5%, dan 3) DBH Gas Bumi dalam rangka Otsus. Secara keseluruhan, 

realisasi DBH Gas Bumi per 31 Desember 2017 mencapai angka 

Rp8.442.353.752.961,-. Sedangkan secara rinci belanja DBH Gas Bumi 30% 

sebesar Rp3.012.418.610.600,- dan Kurang Bayar Rp4.057.439.011.169,-, DBH 

Gas Bumi 0,5% sebesar Rp49.489.295.800,- dan Kurang Bayar sebesar 

Rp57.556.426.764,-, dan DBH Gas Bumi Otsus sebesar Rp98.124.808.600,- dan 

Kurang Bayar sebesar Rp1.167.325.600.028,-. Selengkapnya, informasi 

mengenai realisasi DBH Gas Bumi disajikan oleh Tabel 17 dan Grafik 4 berikut 

ini. 

Tabel 17: Realisasi DBH Gas Bumi TA 2017 

URAIAN 
TA 2017 Realisasi 

TA 2016 Pagu Realisasi % 

Jumlah DBH Gas Bumi 

30% 
7.069.857.621.769 7.069.857.621.769 100 8.619.823.130.013  

DBH Gas Bumi 30% 3.012.418.610.600 3.012.418.610.600 100 3.866.130.486.400  

Kurang Bayar DBH Gas 

Bumi 30% 
4.057.439.011.169 4.057.439.011.169 100 4.753.692.643.613  

Jumlah DBH Gas Bumi 

0,5% 
107.045.722.564 107.045.722.564 100 125.502.741.318  

DBH Gas Bumi 

TA 2017 

Pagu  

Rp8.442,3M 

 

Realisasi  

Rp8.442,3M 

 (100%) 
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URAIAN 
TA 2017 

% 
Realisasi 

TA 2016 Pagu Realisasi 

DBH Gas Bumi 0,5% 49.489.295.800 49.489.295.800 100 60.571.146.400  

Kurang Bayar DBH Gas 

Bumi 0,5% 
57.556.426.764 57.556.426.764 100 64.931.594.918 

Jumlah DBH Gas Bumi 

Dalam Rangka Otsus 
1.265.450.408.628 1.265.450.408.628 100 988.058.000.669  

DBH Gas Bumi Dalam 

Rangka Otsus 
98.124.808.600 98.124.808.600 100 309.148.127.200  

Kurang Bayar DBH Gas 

Bumi Dalam Rangka 

Otsus 

1.167.325.600.028 1.167.325.600.028 100 678.909.873.469  

Jumlah 8.442.353.752.961 8.442.353.752.961 100 9.733.383.872.000  

Grafik 4: Realisasi DBH Gas Bumi 2016 dan 2017 (dalam miliar Rp) 
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C.1.4. DBH Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) 

Secara umum, realisasi Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Minerba) ini mencapai nilai Rp11.835.084.190.433,-, angka tersebut 

terdiri dari realisasi DBH Pertambangan Minerba-Iuran Tetap senilai                   

Rp 815.479.592.400,- dan Kurang Bayar DBH Pertambangan Minerba-Iuran 

Tetap sebesar Rp136.727.190.437,- dan realisasi DBH Pertambangan Minerba-

Royalty sebesar Rp9.411.348.164.152,- dan Kurang Bayar DBH Pertambangan 

Minerba Royalty sebesar Rp1.471.529.243.444,-. Informasi lebih lengkap 

mengenai realiasasi DBH Minerba dapat dilihat pada Tabel 18 dan Grafik 5 

berikut ini: 

Tabel 18: Realisasi DBH Minerba TA 2017 

URAIAN 
TA 2017 Realisasi 

TA 2016 Pagu REALISASI % 

Jumlah DBH 

Pertambangan Minerba 

Iuran Tetap 

952.206.782.837 952.206.782.837 100 1.100.471.830.800 

DBH Pertambangan 

Minerba Iuran Tetap 
815.479.592.400 815.479.592.400 100 945.468.672.800 

Kurang Bayar DBH 

Pertambangan Minerba 

Iuran Tetap 

 

136.727.190.437 136.727.190.437 100 155.003.158.000 

DBH Minerba 

2017 

Pagu  

Rp11.835,0M 

 

Realisasi  

Rp11.835,0M 

 (100%) 
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URAIAN 
TA 2017 

% 
Realisasi 

TA 2016 Pagu Realisasi 

Jumlah DBH 

Pertambangan Minerba 

Royalty 

10.882.877.407.596 10.882.877.407.596 100 18.276.012.716.000 

DBH Pertambangan 

Minerba Royalty 
9.411.348.164.152 9.411.348.164.152 100 15.700.549.275.000 

Kurang Bayar DBH 

Pertambangan Minerba 

Royalty 

1.471.529.243.444 1.471.529.243.444 100 2.575.463.441.000 

Jumlah 11.835.084.190.433 11.835.084.190.433 100 19.376.484.546.800 

 

Grafik 5: Perbandingan Realisasi DBH Minerba 2016 dan 2017 (dalam miliar Rp) 
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C.1.5. DBH Panas Bumi 

Realisasi DBH Panas Bumi per 31 Desember 2017 mencapai Rp970.633.323.538,- 

atau sebesar 100% dari pagu anggarannya. Angka tersebut terdiri dari realisasi DBH 

Panas Bumi-Setoran Bagian Pemerintah sebesar Rp367.588.248.600,- dan Kurang Bayar 

DBH Panas Bumi-Bagian Pemerintah Rp572.474.753.658,-, realisasi DBH Panas Bumi-

Iuran Tetap sebesar Rp11.567.279.700,- yang didalamnya termasuk Kurang Bayar DBH 

Panas Bumi-Iuran Tetap sebesar Rp18.335.181.320,- dan realisasi Kurang Bayar DBH 

Pertambangan Panas Bumi-Iuran Produksi (Royalti) sebesar Rp667.860.260,- 

sebagaimana rincian pada Tabel 19 dan Grafik 6 berikut ini. 

Tabel 19: Realisasi DBH Panas Bumi TA 2017 

URAIAN 
TA 2017 REALISASI 

TA 2016 PAGU REALISASI % 

Jumlah DBH Panas Bumi - 

Bagian Pemerintah 
940.063.002.258 940.063.002.258 100 678.327.190.937 

DBH Panas Bumi - Bagian 

Pemerintah 
367.588.248.600 367.588.248.600 100 393.804.084.800 

Kurang Bayar DBH Panas Bumi 

- Bagian Pemerintah 
572.474.753.658 572.474.753.658 100 284.523.106.137 

Jumlah DBH Panas Bumi - 

Iuran Tetap 
29.902.461.020 29.902.461.020 100 19.625.250.063 

DBH Panas Bumi - Iuran Tetap 11.567.279.700 11.567.279.700 100 9.863.115.200 

Kurang Bayar DBH Panas Bumi 

- Iuran Tetap 
18.335.181.320 18.335.181.320 100 9.762.134.863 

DBH Panas 

Bumi 2017 

Pagu  

Rp970,6M 

 

Realisasi  

Rp970,6M 

 (100%) 
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Kurang Bayar DBH 

Pertambangan Panas Bumi - 

Iuran Produksi (Royalti) 

667.860.260 667.860.260 100 0 

Jumlah 970.633.323.538 970.633.323.538 100 697.952.441.000 

 

Grafik 6: Perbandingan Realisasi DBH Panas Bumi 2016 dan 2017 (dalam miliar Rp) 
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C.1.6. DBH Kehutanan 

Realisasi belanja DBH Kehutanan per 31 Desember 2017 mencapai          

Rp 1.820.962.826.750,-. Realisasi DBH Kehutanan terdiri dari: 1) realisasi DBH 

Kehutanan–IIUPH/IHPH sebesar Rp70.041.770.100,- dan Kurang Bayar DBH 

Kehutanan IIUPH/IHPH sebesar Rp74.948.463.802,-,  2) realisasi DBH 

Kehutanan–PSDH sebesar Rp299.683.522.350,- dan Kurang Bayar DBH 

Kehutanan PSDH sebesar Rp526.078.153.846,- dan 3) realisasi DBH Kehutanan–

DR sebesar Rp317.077.778.250,- dan  Kurang Bayar DBH Kehutanan Dana 

Reboisasi sebesar Rp533.133.138.402,- sebagaimana rincian pada Tabel 20 dan 

Grafik 7 berikut ini:  

Tabel 20: Realisasi DBH Kehutanan TA 2017 (dalam Rp) 

URAIAN 
TA 2017 

TA 2016 
PAGU REALISASI % 

Jumlah DBH Kehutanan 

IIUPH/IHPH 
144.990.233.902 144.990.233.902 100 192.116.941.584  

DBH Kehutanan IIUPH/IHPH 70.041.770.100 70.041.770.100 100 59.734.260.000  

Kurang Bayar DBH Kehutanan 

IIUPH/IHPH 
74.948.463.802 74.948.463.802 100 132.382.681.584  

Jumlah DBH Kehutanan 

PSDH 
825.761.676.196 825.761.676.196 100 661.793.068.416  

DBH Kehutanan PSDH 299.683.522.350 299.683.522.350 100 307.003.536.000  

Kurang Bayar DBH Kehutanan 

PSDH 
526.078.153.846 526.078.153.846 100 354.789.532.416  

Jumlah DBH Kehutanan 

Dana Reboisasi 
850.210.916.652 850.210.916.652 100 676.949.824.350  

DBH Kehutanan Dana 

Reboisasi 
317.077.778.250 317.077.778.250 100 313.967.854.350  

Kurang Bayar DBH Kehutanan 

Dana Reboisasi 
533.133.138.402 533.133.138.402 100 362.981.970.000  

Jumlah 1.820.962.826.750 1.820.962.826.750 100 1.530.859.834.350  

 

 

 

DBH 

Kehutanan 

2017 

Pagu  

Rp1.820,96M 

 

Realisasi  

Rp1.820,96M 

 (100%) 
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Grafik 7: Perbandingan Realisasi DBH Kehutanan 2016 dan 2017 (dalam miliar Rp) 
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C.1.7. DBH Perikanan 

Realisasi DBH Perikanan Per 31 Desember 2017 mencapai 

Rp381.516.063.406,- atau  100% dari pagu anggarannya. Realisasi DBH 

Perikanan terdiri dari realisasi DBH Perikanan reguler sebesar 

Rp342.000.000.000,-  dan realisasi Kurang Bayar DBH Perikanan sebesar 

Rp39.516.063.406,- sebagaimana rincian pada Tabel 21 dan Grafik 8 dibawah 

ini: 

Tabel 21: Realisasi DBH Perikanan (dalam Rp) 

URAIAN 
TA 2017 

TA 2016 
PAGU REALISASI % 

DBH Perikanan 342.000.000.000 342.000.000.000 100 249.480.000.000 

Kurang Bayar DBH Perikanan 39.516.063.406 39.516.063.406 100                 -  

Jumlah 381.516.063.406 381.516.063.406 100 249.480.000.000  

 

Grafik 8: Perbandingan Realisasi DBH Perikanan 2016 dan 2017 (dalam miliar Rp) 
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C.1.8. DBH Cukai Hasil Tembakau 

Realisasi DBH CHT per 31 Desember 2017 mencapai angka 

Rp2.921.873.779.440,- yang didalamnya termasuk Kurang Bayar DBH CHT 

sebesar Rp3.930.228.940,-. Jika dibandingkan dengan anggarannya yang sebesar 

Rp2.953.674.678.940,-, maka DBH CHT baru terealisasi sebesar 98,92%, secara 

rinci digambarkan dalam Tabel 22 dan Grafik 9 dibawah ini: 

 

 

DBH Perikanan 

2017 

Pagu  

Rp381,5M 

 

Realisasi  

Rp381,5M 

 (100%) 

 

DBH CHT 

2017 

Pagu  

Rp2.953,67M 

 

Realisasi  

Rp2.921,87M 

 (98,9%) 
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Tabel 22: Realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau (dalam Rp) 

URAIAN 
TA 2017 Realisasi 

TA 2016 PAGU REALISASI % 

DBH Cukai Hasil Tembakau 2.949.744.450.000 2.917.943.550.500 98,92 2.817.007.919.200 

Kurang Bayar DBH Cukai 

Hasil Tembakau 
3.930.228.940 3.930.228.940 100 37.097.114.000  

Jumlah 2.953.674.678.940 2.921.873.779.440 98,92 2.854.105.033.200  

 

Grafik 9: Perbandingan Realisasi DBH CHT 2016 dan 2017 (dalam miliar Rp) 
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Pada Tahun Anggaran 2017 telah terjadi pembayaran untuk Kurang Bayar DBH Pajak, 

SDA, dan Cukai. Berikut daftar rincian Kurang Bayar yang telah terealisasi pada Tahun 

Anggaran 2017 pada Tabel 23 dibawah ini: 

Tabel 23: Realisasi Kurang Bayar DBH TA 2017 (Rp) 

REALISASI KURANG BAYAR DBH NILAI 

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 3.930.228.940 

Kurang Bayar DBH Biaya Pemungutan PBB 286.122.359.546 

Kurang Bayar DBH PBB Bag Daerah 8.384.400.379.635 

Kurang Bayar DBH PBB Bagi Rata 460.587.853.218 

Kurang Bayar DBH PPh Pasal 21 9.854.365.900.362 

Kurang Bayar DBH PPh Pasal 25 dan 29 WPOPDN 939.226.837.199 

Kurang Bayar DBH SDA Gas Bumi 0,5% 57.556.426.764 

Kurang Bayar DBH SDA Gas Bumi 30% 4.057.439.011.169 

Kurang Bayar DBH SDA Gas Bumi Dalam Rangka Otsus 1.167.325.600.028 

Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi 533.133.138.402 

Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan IIUPH 74.948.463.802 

Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan PSDH 526.078.153.846 

Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi 0,5% 58.840.007.476 

Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi 15% 1.798.482.206.548 

Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi dalam Rangka Otsus 105.162.850.025 

Kurang Bayar DBH SDA Panas Bumi Iuran Tetap 18.335.181.320 

Kurang Bayar DBH SDA Panas Bumi Setoran Bagian Pemerintah 572.474.753.658 

Kurang Bayar DBH Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi 667.860.260 

Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Minerba - Iuran Tetap 136.727.190.437 

Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Minerba – Royalti 1.471.529.243.444 

kurang bayar DBH Perikanan 39.516.063.406 

Jumlah 30.546.849.709.485 
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C.2. Dana Alokasi Umum 

Realisasi keseluruhan DAU sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 mencapai 

sebesar Rp398.582.314.748.000,- atau terhadap anggarannya telah mencapai 100% 

atau naik sebesar 3,43% dari realisasi DAU periode yang sama tahun anggaran 

sebelumnya, sebagaimana digambarkan dalam Grafik 10. 

Grafik 10: Realisasi DAU TA 2017 dan TA 2016 (miliar Rp) 
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Realisasi DAU sampai dengan Bulan Desember 2017 merupakan realisasi bruto 

yang di dalamnya termasuk pemotongan atas penyaluran DAU untuk daerah Kabupaten 

Tulang Bawang sebesar Rp9.500.000.000,- melalui akun transito. Pemotongan atas 

penyaluran DAU tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan                        

Nomor 99/KM.7/2016 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Tulang 

Bawang dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Tulang 

Bawang kepada Kabupaten Mesuji. 

Selain itu, terdapat pemotongan penyaluran DAU atas Lebih Salur Dana 

Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan (PK Naker) Tahun 2016 yang penyelesaiannya 

melalui pemotongan penyaluran DAU bulanan sebesar Rp4.773.800.000,-. Penerimaan 

atas pemotongan penyaluran DAU bulanan tersebut dicatat sebagai Penerimaan Kembali 

TKDD TAYL. Pemotongan tersebut berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan Nomor PER-3/PK/2017 tentang Lebih Salur Dana Peningkatan Kapasitas 

Ketenagakerjaan TA 2016 yang merupakan pemotongan DAU Bulan Agustus, September, 

dan Oktober. Adapun rinciannya untuk Kabupaten Lampung Selatan sebesar 

Rp1.071.245.000,-, Kota Metro sebesar Rp1.902.120.000,- dan Kabupaten Tulang 

Bawang Barat sebesar Rp1.800.435.000,- sebagaimana dirinci pada Tabel 24 di bawah 

ini. Sehingga realisasi bersih sampai bulan Desember 2017 dengan memperhitungkan 

pemotongan DAU adalah sebesar Rp398.568.040.948.000,-. 

Tabel 24: Rincian Pemotongan DAU atas Lebih Salur Dana Peningkatan Kapasitas 

Ketenagakerjaan TA 2016 (dalam Rp) 

NAMA DAERAH JUMLAH POTONGAN DAU 

Kab. Lampung Selatan 1.071.245.000 

 Agustus                357.245.000  

 September 357.000.000  

 Oktober 357.000.000  

Kota Metro 1.902.120.000 

 Agustus                634.040.000  

 September 634.040.000  

 Oktober 634.040.000  

Kab. Tulang Bawang Barat 1.800.435.000 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

2017 

Pagu  

Rp398.582,3M 

 

Realisasi  

Rp398.582,3M 

 (100%) 
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NAMA DAERAH JUMLAH POTONGAN DAU NAMA DAERAH 

 Agustus                600.145.000  

 September 600.145.000  

 Oktober 600.145.000  

TOTAL 4.773.800.000 

 

Pagu DAU pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp398.582.314.748.000,- 

berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun 

Anggaran 2017 Nomor: DIPA-999.05.6.999201/2017 yang mengacu pada UU Nomor 8 

Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN, yang 

terdiri dari pagu DAU Murni sebesar Rp375.276.936.242.000,-, Tambahan DAU untuk 

provinsi sebagai akibat dari pengalihan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi 

sebesar Rp18.468.933.728.000,- dan Tambahan DAU untuk menghindari terjadinya 

penurunan alokasi DAU untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp4.836.444.778.000,-. Dengan 

demikian, jumlah pagu DAU tahun anggaran 2017 sebesar Rp398.582.314.748.000,-

sebagaimana dirinci pada Tabel 25 (Lampiran 42) berikut ini: 

Tabel 25: Anggaran DAU TA 2017 (dlm rupiah) 

Alokasi DAU 2017 TA 2017 Realisasi TA 2016 

Pagu Realisasi 

DAU Murni 375.276.936.242.000 375.276.936.242.000 

385.360.847.100.000 

Tambahan DAU untuk 

Provinsi akibat adanya 

pengalihan kewenangan 

18.468.933.728.000 18.468.933.728.000 

Tambahan DAU untuk 

Kab/Kota 
4.836.444.778.000 4.836.444.778.000 

Jumlah 398.582.314.748.000 398.582.314.748.000 385.360.847.100.000 

C.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 

Realisasi Transfer DAK Fisik Tahun Anggaran 2017 sebesar 

Rp62.104.230.254.352,- atau 89,32% dari pagu alokasi DAK Fisik sebesar 

Rp69.531.500.436.000,-. Nilai realisasi tersebut merupakan penggabungan realisasi 

transfer DAK Fisik Tingkat UAKPA BUN. Realisasi Transfer DAK Fisik TA 2017 disalurkan 

untuk DAK Reguler, DAK Afirmasi, DAK Infrastuktur Publik Daerah, dan Tambahan DAK 

Fisik sesuai UU APBN-P TA 2017 sebagaimana Tabel 26 berikut ini: 

Tabel 26: Realisasi DAK Fisik TA 2017 (dalam Rp) 

Uraian 
2017 

Anggaran Realisasi % 

Dak Reguler 20.396.248.563.000  17.634.697.725.036  86,46% 

Dak Infrastruktur Publik Daerah 34.466.762.990.000  30.593.209.199.748  88,76% 

Dak Afirmasi 3.479.198.883.000  2.859.365.226.598  82,18% 

Tambahan Dak Fisik 11.189.290.000.000  11.019.920.028.970  98,49% 

Dak Fisik Bruto 69.531.500.436.000  62.107.192.180.352  89,32% 

Pengembalian Dak Fisik Tab  2.961.926.000   

Total DAK Fisik (Netto) 69.531.500.436.000  62.104.230.254.352  89,32% 

 

Dana Alokasi 

Khusus Fisik  

2017 

Pagu  

Rp69.531,5M 

 

Realisasi  

Rp62.104,23 

 (89,32%) 
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Grafik 11: Perbandingan Realisasi DAK Fisik TA 2016 dan 2017 (dalam miliar Rp) 
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C.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk periode yang berakhir 

tanggal 31 Desember 2017 mencapai Rp105.563.769.198.975,- atau telah mencapai 

91,72% dari anggaran DAK Non Fisik TA 2017 dengan rincian pada Tabel 27. Pagu atau 

anggaran pada face Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2017 

berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun 

Anggaran 2017 Nomor : DIPA-999.05.6.999201/2017. Sedangkan lampiran Laporan 

Realisasi Anggaran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk 

masing-masing daerah untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian APBNP TA 2017. 

Realisasi DAK Non Fisik sampai dengan 31 Desember 2017 telah mencapai 91,72% 

dari anggaran DAK Non Fisik TA 2017, naik sebesar 19,06% dari TA 2016 yang terealisasi 

sebesar Rp88.662.380.434.934,- atau 73,15% dari pagu TA 2016. Berikut Grafik 12 

mengenai kenaikan pagu serta realisasi DAK Non Fisik untuk periode yang berakhir pada 

31 Desember 2016 dan 2017. 

Grafik 12: Perbandingan Realisasi DAK Non Fisik TA 2016 dan 2017  
(dalam miliar Rp) 
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Tabel 27: Realisasi DAK Non Fisik TA 2017 

URAIAN PAGU REALISASI % 

DAK Non Fisik 115.094.999.600.000 105.563.769.198.975 91,72 

1. Dana BOS 45.119.999.600.000 43.545.891.060.225 96,51 

2. Dana Tamsil Guru PNS 1.400.000.000.000 942.916.401.139 67,35 

3. Dana TP Guru PNSD 55.573.400.000.000 49.929.771.976.077 89,84 

4. Dana Tunjangan Khusus Guru  1.669.900.000.000 1.403.689.814.100 84,06 

5. Dana BOKB 292.800.000.000 245.107.978.781 83,71 

6. Dana BOK 6.607.200.000.000 5.407.224.385.828 81,84 

7. Dana PK Koperasi dan UKM (PK2 UKM) 100.000.000.000 90.237.480.533 90,24 

8. Dana BOP – PAUD 3.581.700.000.000 3.248.930.102.292 90,71 

9. Dana Pelayanan Administrasi 

Kependudukan 
750.000.000.000 750.000.000.000 100 

Dana Alokasi 

Khusus Non 

Fisik 2017 

Pagu  

Rp115.094,99M 

 

Realisasi  

Rp105.563,76M 

(91.72%) 
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Jumlah realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp105.563.769.198.975,- dirinci 

sebagaimana Tabel 28. Realisasi DAK Non Fisik berasal dari transfer dana Tunjangan 

Profesi Guru PNSD sebesar Rp49.929.771.976.077,-, Tambahan Penghasilan Guru 

Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp942.916.401.139,- Tunjangan Khusus Guru PNSD di 

Daerah Khusus sebesar Rp1.403.689.814.100,- (Lampiran 43) dan BOS sebesar 

Rp43.545.891.060.225,-. Realisasi BOS telah memperhitungkan Lebih Salur BOS 

Triwulan IV 2016 sebesar Rp35.703.300.000,- terdiri dari Lebih Salur Dana BOS Provinsi 

Jawa Timur sebesar Rp34.962.050.000,- dan Provinsi Sulawesi Utara sebesar 

Rp741.250.000,- sehingga realisasi bersih penyaluran Dana BOS sampai dengan 31 

Desember 2017 adalah sebesar Rp43.510.187.760.225,-.  

Sedangkan realisasi Dana BOK sebesar Rp5.407.224.385.828,- (Lampiran 45), 

dimana jumlah tersebut telah memperhitungkan Lebih Salur Dana BOK Triwulan IV 2016 

sebesar Rp31.855.234.000,- untuk beberapa daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, 

realisasi bersih penyaluran Dana BOK sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar 

Rp5.375.369.151.828,-. Realisasi bersih Bantuan Operasional Keluarga Berencana 

(BOKB) sebesar Rp245.107.978.781,- (Lampiran 45), merupakan realisasi bersih setelah 

dikurangi pemotongan untuk lima pemerintah daerah. Pemotongan dimaksud sebagai 

implikasi dari Lebih Salur BOKB TA 2017 (Tahun Anggaran Berjalan). Oleh karena itu, 

realisasi bruto BOKB sebesar Rp245.280.643.426,- setelah dikurangi dengan potongan 

sebesar Rp172.664.645,- realisasi bersihnya adalah sebesar Rp245.107.978.781,-. 

Realisasi bersih Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM sebesar 

Rp90.237.480.533,- (Lampiran 44), realisasi bersih Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) sebesar 

Rp3.248.930.102.292,- (Lampiran 45), dan realisasi bersih transfer dana Pelayanan 

Administrasi Kependudukan (Adminduk) sebesar Rp750.000.000.000,- sampai dengan 

31 Desember 2017 (Lampiran 46). Berikut tabel terkait realisasi penyaluran Dana Alokasi 

Khusus Non Fisik sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 yang telah 

memperhitungkan potongan untuk beberapa daerah. 

Tabel 28: Realisasi Penyaluran DAK Non Fisik s.d. 31 Desember 2017 

No Uraian Realisasi 

Potongan  

Dana BOS/ BOK 

TAYL/ BOKB TAB 

Realisasi Bersih 

Penyaluran DAK Non 

Fisik  

1 TP Guru PNSD 49.929.771.976.07

7 

 49.929.771.976.077 

2 Tamsil Guru PNS 942.916.401.139  942.916.401.139 

3 TKG PNSD 1.403.689.814.100  1.403.689.814.100 

4 BOS 43.545.891.060.22

5 

35.703.300.000*) 43.510.187.760.225 

 -Provinsi Jawa Timur  34.962.050.000  

 -Provinsi Sulawesi Utara  741.250.000  

5 BOK 5.407.224.385.828 31.855.234.000*) 5.375.369.151.828 

 Maret:         976.416.000  

 -Kota Banjar  97.682.000  

 -Kabupaten Cilacap  490.112.000  

 -Kabupaten Rembang  198.672.000  

 -Kabupaten Semarang  97.361.000  

 -Kabupaten 

Tulungagung 

 92.589.000  

 April:           7.525.567.000  

 -Kab. Serdang Bedagai  1252.883.000  

 -Kab. Bandung Barat  3.771.040.000  

 -Kab. Demak  649.756.000  

 -Kota Semarang   1.851.888.000  

 Mei:              4.677.783.000  

 -Kabupaten  OKU Timur  347.215.000  

 -Kabupaten Malang 

 

 

 

 

 4.330.568.000  

 

 
 Juni:             234.255.000  
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No Uraian Realisasi 

Potongan  

Dana BOS/ BOK 

TAYL/ BOKB TAB 

Realisasi Bersih 

Penyaluran DAK Non 

Fisik  

 -Kota Pangkal Pinang  234.255.000  

 Juli:  1.156.260.000  

  -Kabupaten Jepara  1.156.260.000  

 Desember:  17.284.953.000  

 -Kab. Bandung  12.639.523.000  

 -Kota Cimahi  1.238.249.000  

 -Kab. Magelang  282.759.000  

 -Kota Magelang  76.022.000  

 -Kota Surabaya  3.048.400.000  

6 BOKB 245.107.978.781 172.664.645**) 245.107.978.781 

 September:  126.014.645  

 -Kota Bekasi  25  

 -Kab. Brebes  4.000.000  

 -Kab. Bondowoso  121.601.620  

 -Kab. Kapuas Hulu  413.000  

 Desember:  46.650.000  

 -Kota Pekanbaru  46.650.000  

7 PK2UKM 90.237.480.533  90.237.480.533 

8 BOP PAUD 3.248.930.102.292  3.221.741.902.292 

9 Adminduk 750.000.000.000  750.000.000.000 

 Total 105.563.769.198.97

5 

67.558.534.000 105.496.210.664.975 

Ket:  
 

*) 
Potongan dana BOS dan BOK merupakan potongan BOS dan BOK sebagai penerimaan kembali TKDD TAYL 

**)
Potongan dana BOKB merupakan potongan Tahun Anggaran Berjalan (TAB) yang mengurangi realisasi belanja BOKB Tahun 

2017 sebesar Rp172.664.645,- 

C.5. Dana Otonomi Khusus 

Sesuai dengan Pepres Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian APBN 2017, terdapat 

perubahan pagu Dana Otonomi Khusus yang semula berjumlah Rp19,5 triliun menjadi 

berjumlah Rp19,4 triliun. Rincian pagu dari masing-masing jenis Dana Otsus tercantum 

pada Tabel 29. Perubahan pagu Dana Otsus ini sebagai akibat dari penurunan alokasi 

DAU dan PDN Netto. 

Tabel 29: Perubahan Pagu Dana Otsus pada APBN-P TA 2017 

JENIS DANA PAGU APBN-P 2017 PAGU APBN 2017 

 Dana Otsus Provinsi Aceh  7.971.646.295.000  8.022.595.617.000  

 Dana Otsus Provinsi Papua  5.580.152.407.000  5.615.816.932.000  

 DTI Provinsi Papua  2.625.000.000.000  2.625.000.000.000  

 Dana Otsus Prov. Papua Barat  2.391.493.888.000  2.406.778.685.000  

 DTI Provinsi Papua Barat  875.000.000.000  875.000.000.000  

Jumlah 19.443.292.590.000  19.545.191.234.000  

Rincian realisasi Dana Otsus 2017 adalah sebagai berikut: Dana Otsus Provinsi 

Aceh sebesar Rp7,97 triliun, Dana Otsus Provinsi Papua sebesar Rp5,58 triliun, Dana 

Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua sebesar Rp2,62 triliun, Dana Otsus Provinsi Papua 

Barat sebesar Rp2,39 triliun, dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat 

sebesar Rp875 miliar (Lampiran 59). Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan 

anggarannya, realisasi Transfer Dana Otsus sampai dengan akhir Desember telah 

mencapai 100%. Selengkapnya, informasi mengenai realisasi Dana Otsus disajikan pada 

Tabel 30. 

Dana Otonomi 

Khusus TA 2017 

Pagu  

Rp19.443,29M 

 

Realisasi  

Rp19.443,29M 

 (100%) 
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Tabel 30: Realisasi Dana Otsus TA 2017 

Jenis Dana 
2017 

TA 2016 
   Pagu       Realisasi  % 

Dana Otsus 

Provinsi Aceh  
7.971.646.295.000 7.971.646.295.000 100 

7.707.216.942.000  

Dana Otsus 

Provinsi Papua  
5.580.152.407.000 5.580.152.407.000 100 

5.395.051.859.000  

DTI Provinsi Papua  2.625.000.000.000 2.625.000.000.000 100 1.987.500.000.000  

Dana Otsus Prov. 

Papua Barat  
2.391.493.888.000 2.391.493.888.000 100 

2.312.165.083.000  

DTI Provinsi Papua 

Barat  
875.000.000.000 875.000.000.000 100 

862.500.000.000  

Jumlah 19.443.292.590.000 19.443.292.590.000 100 18.264.433.884.000 

Kemudian apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2016, realisasi Transfer 

Dana Otsus pada TA 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp1.178.858.706.000,- atau 

meningkat 6,45%. Peningkatan ini dikarenakan adanya kenaikan pagu Dana Otsus. 

Adapun kenaikan pagu Dana Otsus merupakan dampak dari kenaikan pagu DAU TA 

2017 dibanding tahun sebelumnya.Rincian kenaikan realisasi per jenis Dana Otsus TA 

2017 dibanding dengan TA 2016 tersaji pada Grafik 13. 

Grafik 13: Perbandingan Realisasi Dana Otsus TA 2016 dan TA 2017 (miliar Rp) 

7,7

5,4

2,0

2,3

0,86

8,0

5,6

2,6

2,4

0,88

0,0 5,0 10,0

Dana Otsus Aceh 

Dana Otsus Papua 

DTI Papua 

Dana Otsus Papua Barat 

DTI Papua Barat 

2016 2017

C.6. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

Realisasi Transfer DK DIY Tahun 2017 adalah sebesar Rp800.000.000.000,- yaitu 

telah mencapai 100% dari pagu anggarannya. Sebagaimana disajikan pada Tabel 31 

(Lampiran 60), penyaluran Transfer DK DIY dengan jumlah tersebut dilakukan dalam 3 

(tiga) tahap penyaluran, penyaluran Tahap I sebesar Rp120 miliar, penyaluran Tahap II 

sebesar Rp520 miliar dan penyaluran Tahap III sebesar Rp160 miliar. 

Tabel 31: Rincian Realisasi Transfer DK DIY TA 2017 

Uraian 
2017 

Realisasi 2016 
Pagu Realisasi  % 

 Tahap I  

     800.000.000.000  

 120.000.000.000  15% 82.117.500.000 

 Tahap II   520.000.000.000  65% 355.842.500.000 

Tahap III 160.000.000.000 20% 109.490.000.000 

 Total    800.000.000.000  800.000.000.000  100%  547.450.000.000  

Dana 

Keistimewaan 

DIY TA 2017 

Pagu  

Rp800M 

 

Realisasi  

Rp800M 

(100%) 

 (100%) 
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Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2016 yang berjumlah Rp547,45 

miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 46,13%. Peningkatan ini dikarenakan 

kenaikan pagu DK DIY tahun 2017. Adapun kenaikan pagu DK DIY tahun ini 

mengindikasikan naiknya kebutuhan pendanaan penyelenggaraan keistimewaan DIY. 

Perbandingan realisasi Transfer DK DIY Tahun 2017 dengan Tahun 2016 digambarkan 

dalam Grafik 14. 

Grafik 14: Perbandingan Realisasi DK DIY TA 2016 dan TA 2017 
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C.7. Dana Insentif Daerah (DID) 

Realisasi Transfer DID periode TA 2017 telah mencapai Rp7.500.000.000.000 atau 

100% dari pagu anggarannya. Jika dibandingkan TA 2016, realisasi Transfer Dana DID 

2017 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.500.000.000.000,- atau 50%. Hal 

tersebut karena adanya peningkatan pagu anggaran DID, yaitu dari pagu anggaran 

sebelumnya Rp5.000.000.000.000 di TA 2016, menjadi sebesar Rp7.500.000.000.000 di TA 

2017. Perbandingan pagu dan realisasi Transfer Dana Insentif Daerah TA 2016 dan TA 

2017 tersebut digambarkan dalam Grafik 15. Peningkatan pagu DID dikarenakan 

bertambahnya jumlah daerah penerima DID dari 271 daerah pada TA 2016 menjadi 317 

daerah pada TA 2017. Kenaikan jumlah penerima DID menandakan semakin banyak 

pemerintah daerah yang mengalami perbaikan kinerja di bidang keuangan, ekonomi, 

pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan. 

Grafik 15: Perbandingan Realisasi Transfer DID TA 2016 dan TA 2017  

(dalam miliar Rp) 
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C.8. Dana Desa 

Realisasi Transfer Dana Desa TA 2017 sebesar Rp59.766.577.527.403,- atau 

99,61% dari pagu alokasi Dana Desa sebesar Rp60.000.000.000.000,- merupakan 

penggabungan realisasi transfer Dana Desa Tingkat UAKPA BUN. Realisasi transfer Dana 

Desa TA 2017 dapat dilihat pada Tabel 32 dan rinciannya pada Lampiran 55. 

Tabel 32: Realisasi Dana Desa TA 2017 

Uraian 
2017 

2016 
Anggaran Realisasi % 

Transfer Dana Desa 60.000.000.000.000 59.766.577.527.403 99,61 46.679.329.179.366 

Jumlah 60.000.000.000.000 59.766.577.527.403 99,61 46.679.329.179.366 

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan realisasi Transfer Dana Desa TA 2016, 

Dana Insentif 

Daerah (DID) 

TA 2017 

Pagu  

Rp7.500M 

 

Realisasi  

Rp7.500M 

(100%) 

 

Dana Desa 

(DD) TA 2017 

Pagu  

Rp60.000M 

 

Realisasi  

Rp59.766,57M 

(99,61%) 
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relaisasi Dana Desa TA 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp13.087.248.348.037,- 

atau sebesar 28,03% dari sebelumnya sebesar Rp46.679.329.179.366,- pada TA 2016. 

Perbandingan realisasi Dana Desa TA 2016 dan TA 2017 tersebut secara grafis 

digambarkan pada Grafik 16. 

Grafik 16: Perbandingan Realisasi Transfer Dana Desa TA 2016 dan TA 2017  

(dalam miliar Rp) 
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VI. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL  

A. Penjelasan Umum Laporan Operasional 

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi kegiatan operasional keuangan 

pada entitas mengenai pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional serta 

surplus/defisit  dari kegiatan non operasional lainnya untuk periode yang berakhir 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. LO BA BUN 999.05 menyajikan nilai Beban 

sebesar Rp735.149.293.850.265,- nilai surplus/(defisit) operasional sebesar minus 

Rp735.149.293.850.265,-, pendapatan kegiatan non operasional sebesar 

Rp40.371.463.160,-, dan surplus (defisit) LO sebesar minus Rp735.108.922.387.105,-.  

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional 

B.1. Pendapatan 

Jumlah penerimaan negara selama TA 2017 sebesar Rp40.371.463.160,- yang 

berasal dari Pendapatan Kegiatan Non Operasional berupa pengembalian sisa Dana BOS 

TA 2011 yang tidak dicatat sebagai piutang pada tahun 2016, penyelesaian LS DPK-

Naker TA 2016 untuk Kabupaten Lumajang (PNBP lainnya), dan setoran sisa dana DK DIY 

TA 2016 (tidak ikut dalam proses verifikasi sisa DK DIY TA 2016. Rincian masing-masing 

penerimaan sebagaimana pada Tabel 33 berikut ini: 

Tabel 33: Rincian Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2017 

NO URAIAN  JUMLAH 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Satker DAU dan DAK Non Fisik  

a. Pengembalian sisa Dana BOS TA 2011 

Satker Dana Bagi Hasil 

40.038.669.285 

 

a. Penyelesaian LS DPK-Naker TA 2016 untuk 

Kabupaten Lumajang (PNBP lainnya) 

Satker DK DIY 

a. Setoran sisa dana DK DIY TA 2016 (tidak ikut dalam 

proses verifikasi sisa DK DIY TA 2016 

283.650.000 

 

 

49.143.875 

TOTAL 40.371.463.160 

 

B.2. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) selama TA 2017 adalah sebesar 

Rp735.149.293.850.265,- yang terinci dalam Tabel 34 berikut ini: 

Tabel 34: Rincian Beban TKDD TA 2017 

No. Uraian Jumlah Ref 

1 Dana Perimbangan 647.669.577.790.020 Tabel 35 

2 Dana Otonomi Khusus 19.443.292.590.000 Tabel 43 

3 Dana Keistimewaan DIY 773.435.532.429 B.2.1.6 

4 Dana Insentif Daerah 7.500.000.000.000 B.2.1.7 

5 Dana Desa 59.762.987.937.816 Tabel 47 

 a. Beban Dana Desa 59.766.577.527.403 Tabel 46 

 b. Pengurang Beban 

Dana Desa karena 

Pengakuan Piutang 

(Kab. Dogiyai) 

3.589.589.587  

Total 735.149.293.850.265  

Laporan 

Operasional TA 

2017: 

--------------------- 

Pendapatan 

Kegiatan Non 

Operasional    

Rp40,37 Miliar 

 

Beban  

Rp735.149,29 Miliar 

 

Defisit Operasional 

(Rp737.149,29 Miliar) 

 

Defisit LO 

(Rp735.108,92 Miliar) 
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B.2.1. Beban Dana Perimbangan 

Beban Dana Perimbangan yang tercatat pada Laporan Operasional (LO) senilai 

Rp647.669.577.790.020,- terinci dijelaskan dalam Tabel 35 

Tabel 35: Rincian Beban Dana Perimbangan TA 2017 

No. Uraian Jumlah Ref. 

1 DBH 81.648.610.327.750 B.2.1.1.  

  a. DBH Pajak Reguler 33.743.947.012.100 Tabel 36 

  b. DBH SDA Reguler 21.023.456.870.552 Tabel 37 

  c. DBH CHT Reguler 2.917.943.550.500 B.2.1.1.3 

  d. Pengurang Beban DBH Atas Timbulnya 

Piutang TKD dan Estimasi (ND-

30/PK.2.1/2018 dan ND-

47/PK.2.1/2018) 

1.659.664.583.146 Tabel 38 

  e. Penambah Beban DBH Atas Timbulnya 

Kewajiban TKD dan Estimasi  (ND-

30/PK.2.1/2018 dan ND-

47/PK.2.1/2018) 

25.622.927.477.744 Tabel 39 

2 DAU 398.582.314.748.000 Tabel 40 

3 DAK Fisik 62.055.298.711.176 Tabel 41 

  a. Beban DAK Fisik 62.104.230.254.352   

  b. Pengurang Beban atas Lebih Salur DAK 

Fisik Reguler dan Affirmasi (Lampiran 

56) 

48.931.543.176 B.2.1.3.1  

4 DAK Non Fisik 105.383.354.003.094 Tabel 42 

TOTAL 647.669.577.790.020  

B.2.1.1. Beban DBH 

Beban Dana Bagi Hasil Reguler merupakan beban DBH yang telah dibayar di 

Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp81.648.610.327.750,- yang merupakan penjumlahan 

dari Beban DBH Pajak Reguler, DBH SDA Reguler, DBH CHT Reguler, Pengurang Beban 

DBH atas timbulnya Piutang TKD dan Estimasi (ND-30/PK.2.1/2018 dan ND-

47/PK.2.1/2018), dan Penambah Beban DBH atas timbulnya Kewajiban TKD dan Estimasi 

(ND-30/PK.2.1/2018 dan ND-47/PK.2.1/2018). Adapun secara rinci, beban tersebut 

diuraikan sebagaimana dibawah ini. 

B.2.1.1.1. Beban DBH Pajak Reguler 

Beban DBH Pajak TA 2017 sebesar Rp33.743.947.012.100,-. Nilai tersebut berasal 

dari kewajiban reguler yang telah terbayar untuk masa periode TA 2017. Beban DBH 

Pajak secara terinci tercantum pada Tabel 36 dibawah ini. 

Tabel 36: Rincian Beban DBH Pajak Reguler TA 2017 (dalam Rp) 

No Uraian Jumlah 

1 Beban DBH PPh Pasal 21 20.727.656.943.000 

2 Beban DBH PPh Pasal 25/29 OP 2.791.128.189.500 

3 Beban PBB Bag Daerah  8.546.334.721.800  

4 Beban  DBH BP PBB Bag Daerah 295.179.823.400 

5 Beban DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang 

Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota 

1.383.647.334.400 

Jumlah Beban DBH Pajak Reguler 33.743.947.012.100 

B.2.1.1.2. Beban DBH SDA Reguler 

Beban DBH SDA TA 2017 sebesar Rp21.023.456.870.552,-. Beban DBH SDA 

Beban Dana 

Perimbangan TA 

2017 

Rp647.669,5M 
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secara terinci tercantum pada Tabel 37 berikut ini. 

Tabel 37: Rincian Beban DBH SDA Reguler TA 2017 (dalam Rp) 

URAIAN JUMLAH 

Beban DBH Minyak Bumi 15% 5.852.840.207.900 

Beban DBH Minyak Bumi 0,5%  193.467.425.200 

Beban DBH Minyak Bumi Otsus  182.330.166.900  

Beban DBH Gas Bumi 30% 3.012.418.610.600 

Beban DBH Gas Bumi 0,5% 49.489.295.800 

Beban DBH Gas Bumi Dalam Rangka Otsus  98.124.808.600  

Beban DBH Pertambangan Minerba Iuran Tetap 815.479.592.400 

Beban DBH Pertambangan Minerba Royalty 9.411.348.164.152 

Beban DBH Panas Bumi - Bagian Pemerintah 367.588.248.600 

Beban DBH Panas Bumi - Iuran Tetap 11.567.279.700 

Beban DBH Kehutanan IIUPH/IHPH 70.041.770.100 

Beban DBH Kehutanan PSDH 299.683.522.350 

Beban DBH Kehutanan Dana Reboisasi 317.077.778.250 

Beban DBH Perikanan 342.000.000.000 

Jumlah 21.023.456.870.552 

 

B.2.1.1.3.  Beban DBH Cukai Hasil Tembakau 

Beban DBH Cukai Hasil Tembakau pada TA 2017 adalah sebesar 

Rp2.917.943.550.500,-. 
 

B.2.1.1.4.  Pengurang Beban Dana Bagi Hasil Atas Timbulnya Piutang Transfer ke 

Daerah dan Piutang Diestimasi 

Pengurang beban Dana Bagi Hasil disebabkan karena telah dilakukan pencatatan 

pengurang beban Dana Bagi Hasil atas timbulnya Piutang Diestimasi di tahun berjalan 

yang dididasarkan atas terbitnya Nota Dinas ND-30/PK.2.1/2018 dan ND-47/PK.2.1/2018 

(diterbitkan oleh Subdirektorat Dana Bagi Hasil) sebesar Rp1.659.664.583.146,- secara 

rinci dapat dilihat pada Tabel 38 

Tabel 38: Rincian Pengurang Beban Dana Bagi Hasil Atas Timbulnya Piutang 

Diestimasi (dalam Rp) 

Uraian  Nilai 

Beban DBH Pajak PPh 25/29 1.219.587.663.361 

Beban DBH Pertambangan Umum - Iuran Tetap 403.045.112.541 

Beban DBH Kehutanan – IIUPH 37.031.807.244 

Total 1.659.664.583.146 

 

B.2.1.1.5.  Penambah Beban Dana Bagi Hasil Atas Timbulnya Kewajiban Transfer ke 

Daerah dan Kewajiban Diestimasi 

Nilai tersebut berasal dari pengakuan utang diestimasi di tahun berjalan yang 

didasarkan atas terbitnya Nota Dinas ND-30/PK.2.1/2018 dan ND-47/PK.2.1/2018 

(diterbitkan oleh Subdirektorat Dana Bagi Hasil) sebesar Rp 25.622.927.477.744,- secara 

rinci dapat dilihat pada Tabel 39. 
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Tabel 39: Rincian Penambah Beban Dana Bagi Hasil Atas Pengakuan Utang 

Diestimasi (dalam Rp) 

Uraian  Nilai 

Beban DBH PPh Pasal 21 2.842.297.720.020 

Beban DBH PBB Untuk Propinsi 1.049.988.782.111 

Beban DBH PBB Untuk Kabupaten/ Kota 4.199.955.128.444 

Beban DBH PBB Biaya/Upah Pumgut PBB Untuk 

Kabupaten/Kota 
187.087.683.012 

Beban DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang 

Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/ Kota 
319.596.941.199 

Beban DBH Cukai Hasil Tembakau 36.457.868.766 

Beban DBH Minyak Bumi 15% 3.174.065.901.166 

Beban DBH Minyak Bumi 0.5% 105.802.196.706 

Beban DBH Gas Bumi 30% 3.238.759.949.069 

Beban DBH Gas Bumi 0.5% 53.979.332.484 

Beban DBH Minerba – Royalti 9.186.748.629.367 

Beban DBH Kehutanan – PSDH 434.935.567.128 

Beban DBH Kehutanan – Dana Reboisasi 374.863.951.238 

Beban DBH Pertambangan Panas Bumi – Setoran 

Bagian Pemerintah 
359.742.142.143 

Beban DBH Pertambangan Panas Bumi – Iuran Tetap 6.505.332.232 

Beban DBH Pertambangan Panas Bumi – Iuran 

Produksi 
1.200.044.733 

Beban DBH Perikanan 50.940.307.926 

Total 25.622.927.477.744 

B.2.1.2. Beban Dana Alokasi Umum 

Beban Dana Alokasi Umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 

2017 sebesar Rp398.582.314.748.000,- yang merupakan kewajiban reguler yang 

terutang dan telah terbayar, sebagaimana disajikan pada Tabel 40 di bawah ini : 

Tabel 40: Rincian Beban DAU  TA 2017 

No URAIAN Jumlah 

   1  Kewajiban reguler yang telah terbayar 398.582.314.748.000 

 Jumlah 398.582.314.748.000 

B.2.1.3.Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 

Beban Dana Alokasi Khusus Fisik untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 

Desember 2017 sebesar Rp62.055.298.711.176,- sebagaimana disajikan pada Tabel 41 

dan Lampiran 56. Beban DAK Fisik terdiri dari realisasi DAK Reguler, DAK Infrastruktur 

Publik Daerah, DAK Afirmasi, Tambahan DAK Fisik dan Pengembalian DAK Fisik Tahun 

Anggaran Berjalan. 

Tabel 41: Beban DAK Fisik TA 2017 

Uraian 2017 

DAK Reguler 17.634.697.725.036  

DAK Infrastruktur Publik Daerah  30.593.209.199.748  

DAK Afirmasi 2.859.365.226.598  

Tambahan DAK Fisik 11.019.920.028.970  

Beban DAU TA 2017 

Rp398.582,31 M 

merupakan 

kewajiban Reguler 

DAU yang terutang 

dan telah terbayar 

  



Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2017 Audited 

 

73 Catatan atas Laporan Keuangan  TKDD TA 2017 Audited 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 2017 

DAK Fisik Bruto 62.107.192.180.352  

Pengembalian DAK Fisik TAB 

(Lampiran 58) 

2.961.926.000  

Pengurang Beban atas Lebih Salur 

DAK Fisik Reguler dan Afirmasi 

(Lampiran 52) 

48.931.543.176 

Total DAK Fisik (Netto) 62.055.298.711.176 

Beban DAK Fisik sebesar Rp62.055.298.711.176,- merupakan total DAK Fisik 

Bruto sebesar Rp62.107.192.180.352,- dikurangi dengan pengembalian DAK Fisik pada 

Tahun Anggaran Berjalan sebesar Rp2.961.926.000,- dan Lebih Salur DAK Fisik TA 2016 

sebesar Rp48.931.543.176,-. 

 

B.2.1.3.1. Pencatatan Lebih Salur DAK Fisik 

Pencatatan Lebih Salur Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2016 sebesar 

Rp48.931.543.176,- sebagaimana telah ditetapkan  dengan Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 876/KMK.07/2017 tentang Kelebihan Penyaluran 

Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016. 

Lebih salur tersebut diakui sebagai piutang per tanggal 31 Desember 2017 dan dicatat 

sebagai pengurang beban DAK Fisik Satker 999201 pada Laporan Operasional.  

Pengurang beban DAK Fisik meliputi Beban Transfer DAK Fisik Reguler 

(Rp42.020.542.905,-) dari 57 pemerintah daerah dan Beban Transfer DAK Fisik Afirmasi 

(Rp6.911.000.271,-) dari 11 pemerintah daerah. Rincian Beban DAK Fisik disajikan pada 

Lampiran 52 Laporan Keuangan. 

 

B.2.1.4. Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2017 sebesar Rp105.383.354.003.094,-. Beban DAK Non Fisik tidak 

memperhitungkan potongan Lebih Salur BOS dan BOK TA 2016 terhadap penyaluran 

tahun anggaran berjalan sebagai pelunasan, hal ini implikasi dari kebijakan akuntansi 

sebagaimana tertera pada modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa dalam PMK Nomor 216/PMK.05/2016, meliputi: 

1. Pengembalian realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Tahun 

Anggaran Berjalan (TAB) melalui potongan SPM/SP2D dan setoran ke rekening kas 

negara merupakan pengurangan beban dan realisasi TKDD pada tahun berjalan 

tersebut. 

2. Pengembalian realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Tahun 

Anggaran Yang Lalu (TAYL) yang dilakukan pengembaliannya pada tahun berikutnya 

melalui potongan SPM/SP2D dan setoran ke rekening kas negara. Transaksi 

pengembalian ini dicatat sebagai pendapatan negara bukan pajak lainnya di LRA. 

Disamping itu pula terkait dengan pengembalian TKDD TAYL yaitu Lebih Salur 

BOS dan BOK TA 2016 tidak dicatat sebagai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional 

Lainnya pada Laporan Operasional karena dilakukan jurnal koreksi, sebagai berikut: 

a. Pengakuan Lebih Salur BOS dan BOK TA 2016 telah dicatat pada LKTD TA 2016 

sebagai Debet Piutang TKD dan Kredit Beban Dana BOS dan Dana BOK; 

b. Penerimaan kembali Lebih Salur Dana BOS dan BOK TA 2016 diakui sebagai 

Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu 

setelah diperhitungkan terhadap SPM/ SP2D penyaluran Dana BOS dan BOK TA 

Beban DAK Non 

Fisik TA 2017 

Rp105.383,35 M 

tidak 

memperhitungkan 

potongan Lebih 

Salur BOS dan BOK 

TA 2016 

Beban DAK Fisik 

sebesar 

Rp62.055,29M  

merupakan total DAK 

Fisik Bruto sebesar 

Rp62.107,19M 

dikurangi dengan 

pengembalian DAK 

Fisik pada Tahun 

Anggaran Berjalan 

sebesar Rp2,96M dan 

Lebih Salur DAK Fisik 

TA 2016 sebesar 

Rp48,93M. 
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2017. Namun, pendapatan tersebut dikoreksi melalui jurnal manual penyesuaian 

akrual yaitu mencatat Debet Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran Yang Lalu, dan Kredit Piutang TKD.  

Dengan demikian Penerimaan Kembali BOS dan BOK TA 2016 tidak dicatat sebagai 

Pendapatan pada Laporan Operasional. Pendapatan pada Laporan Operasional hanya 

berasal dari pengembalian sisa Dana BOS TA 2011 yang tidak dicatat sebagai piutang 

pada LKTD tahun 2016. 

Tabel 42: Rincian Beban DAK Non Fisik TA 2017 

Uraian Nilai 

Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD              49.929.771.976.077 

Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai 

Negeri Sipil 

                    942.916.401.139 

Beban Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di 

Daerah Khusus 

                1.403.689.814.100 

Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah              43.370.249.664.344 

Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan 5.407.224.385.828 

Beban Dana Bantuan Operasional Keluarga 

Berencana 

245.107.978.781 

Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi 90.237.480.533 

Beban Dana Pelayanan Administrasi 

Kependudukan 

             750.000.000.000  

Beban Dana Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini 

3.248.930.102.292 

Beban Dana Peningkatan Kapasitas 

Ketenagakerjaan 

(4.773.800.000) 

Total Beban DAK Non Fisik 105.383.354.003.094 

Terdapat Lebih Salur Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan TA 2016 

sebesar Rp5.057.450.000,- yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan Nomor PER-3/PK/2017. Dari jumlah tersebut yang diakui 

sebagai piutang dan dicatat sebagai pengurang Beban Dana PK Naker hanyalah yang 

diselesaikan melalui mekanisme pemotongan SPM/SP2D Dana Alokasi Umum Tahun 

2017, yaitu sebesar Rp4.773.800.000,-. Sedangkan pengakuan piutang atas Lebih Salur 

Dana PK Naker TA 2016, yang diselesaikan melalui mekanisme pemotongan SPM/SP2D 

DBH PPh tahun 2017 sebesar Rp283.650.000,-, dicatat sebagai Penerimaan Kembali 

TKDD TAYL. 

Disamping itu, terdapat pula Lebih Salur Dana BOS TA 2017 yang diakui sebagai 

pengurang beban Dana BOS sebesar Rp175.641.395.881,- berdasarkan surat Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8378/D.D3/KU/2017 Tanggal             

12 Desember 2017 hal Penyaluran dana BOS TW IV Tahun 2017, surat Nomor 

453/D.D3/KU/2018 Tanggal 19 Januari 2018 hal Penyaluran Dana BOS TW IV Tahun 2017 

Susulan 14 Provinsi, surat Nomor 1839/D3/KU/2018 Tanggal 2 Maret 2018 hal 

Penyaluran Dana BOS TW IV Tahun 2017 Susulan dan Koreksi di 3 Provinsi, dan surat 

Nomor 2174/MPK.D.D3/KU/2018 Tanggal 16 Maret 2018 hal Penyaluran Dana BOS 

Tahun 2017 Susulan Provinsi Bangka Belitung (informasi setelah tanggal neraca yang 

mempengaruhi piutang per 31 Desember 2017). Rincian Lebih Salur Dana BOS TA 2017 

dimaksud sebagaimana terinci pada Lampiran 53. 
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B.2.1.5. Beban Dana Otonomi Khusus 

Beban Dana Otonomi Khusus pada Laporan ini merupakan kewajiban reguler 

yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode TA 2017. Jumlah Beban Dana 

Otsus TA 2017 sama dengan jumlah realisasi Transfer Dana Otsus TA 2017. Tidak 

terdapat realisasi Kurang Bayar periode sebelumnya yang dibayarkan selama TA 2017, 

dan tidak terdapat tagihan yang belum terbayarkan (belum terbit SP2D), serta tidak ada 

pengembalian Lebih Salur tahun sebelumnya selama periode TA 2017. Rincian Beban 

Otsus tersebut disajikan pada Tabel 43. 

Tabel 43: Rincian Beban Dana Otsus TA 2017 

Jenis Beban TA 2017 TA 2016 

 Dana Otsus Provinsi Aceh  7.971.646.295.000 7.707.216.942.000  

 Dana Otsus Provinsi Papua  5.580.152.407.000 5.395.051.859.000  

 DTI Provinsi Papua  2.625.000.000.000 1.987.500.000.000  

 Dana Otsus Provinsi Papua Barat  2.391.493.888.000 2.312.165.083.000  

 DTI Provinsi Papua Barat  875.000.000.000 862.500.000.000  

 Jumlah  19.443.292.590.000 18.264.433.884.000  

 

B.2.1.6. Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

Beban DK DIY TA 2017 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan yang 

telah terbayar setelah dikurangi dengan Lebih Salur pada periode tersebut. Beban Dana 

Keistimewaan DIY tahun 2017 adalah Rp800.000.000.000,-, namun demikian  selama 

periode Tahun 2017 terdapat pengakuan Lebih Salur DK DIY sejumlah 

Rp26.564.467.571,- yang telah diakui sebagai pengurang Beban DK-DIY dalam Laporan 

Keuangan Tahunan TA 2017. Sehingga jumlah Beban Transfer DK DIY TA 2017 sebesar 

Rp773.435.532.429,-. Jumlah Beban tersebut terdiri dari nilai SPM penyaluran Transfer 

DK DIY yang telah terbayarkan (telah diterbitkan SP2D) sampai dengan 31 Desember 

2017 sebagaimana terinci pada Tabel 44 berikut ini. 

Tabel 44: Perbandingan Rincian Beban Dana DK DIY TA 2017 dan TA 2016 

Uraian TA 2017 TA 2016 

Beban DK DIY dari Penyaluran 

sesuai SPM/SP2D 
800.000.000.000 547.450.000.000 

Lebih Salur DK DIY (26.564.467.571) (15.727.602.248) 

Jumlah Beban DK DIY 773.435.532.429 531.722.397.752 

 

B.2.1.7. Beban Dana Insentif Daerah (DID) 

Beban DID periode TA 2017 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah 

terbayar untuk masa periode TA 2017. Jumlah Beban DID Tahun 2017 sama dengan 

realisasi Tahun 2017, yaitu sebesar Rp7.500.000.000.000,-. Hal ini dikarenakan semua 

SPM Transfer DID yang terbit pada periode tersebut telah terbayarkan (telah terbit SP2D 

nya). 

 

 

Beban Dana 

Otonomi Khusus    

TA 2017 

Rp19.443,29 Miliar 

merupakan 

kewajiban reguler 

yang terutang dan 

telah terbayar  

Beban Dana 

Keistimewaan DIY 

TA 2017  

Rp800M 

Terdiri atas: 

 

 Beban Transfer 

DK DIY 

Rp773,44M 

 Lebih Salur DK 

DIY TA 2017 

Rp26,56M 

 

Beban Dana Insentif 

Daerah TA 2017  

Rp7.500,00 Miliar 
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 Tabel 45: Perbandingan Rincian Beban Dana DID TA 2017 dan TA 2016 

Jenis Beban TA 2017 TA 2016 

Beban Transfer DID  7.500.000.000.000 5.000.000.000.000 

Lebih Salur DID - - 

 Jumlah Beban DID 7.500.000.000.000 5.000.000.000.000 

 

B.2.1.8. Beban Dana Desa 

Beban Dana Desa periode TA 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar 

Rp59.762.987.937.816,- dengan rincian sebagaimana pada Lampiran 57. Angka 

tersebut merupakan Total Beban Dana Desa dikurangi pengembalian Dana Desa sebesar 

Rp519.268.199 (dengan rincian pada Lampiran 58) dan Pengurang Beban Dana Desa 

dari Pengakuan Piutang (Kab. Dogiyai) sebesar Rp3.589.589.587,- sebagaimana diuraikan 

pada Tabel 46 berikut ini: 

 

Tabel 46: Penghitungan Beban Dana Desa TA 2017  

Uraian 2017 

Transfer Dana Desa 59.767.096.795.602 

Pengembalian Dana Desa Tahun 

Anggaran Berjalan (Lampiran 

58) 

(519.268.199) 

Total Beban Dana Desa 59.766.577.527.403 

 

Tabel 47: Perbandingan Rincian Beban Dana Desa TA 2017 dan TA 2016 

Uraian 2017 2016 

Beban Dana Desa 59.766.577.527.403 46.679.329.179.366 

(Pengurangan beban transfer 

dari pengakuan piutang Kab. 

Dogiyai) 

(3.589.589.587) - 

Total Beban Dana Desa 59.762.987.937.816 46.679.329.179.366 

 

B.3. Surplus/Defisist Operasional 

Berdasarkan PSAP 12, surplus/defisit LO adalah selisih lebih/kurang antara 

pendapatan operasional dan beban operasional. Laporan Operasional BA-BUN 999.05 

menyajikan jumlah Beban TKDD sebesar Rp735.149.293.850.265,-, Defisit dari Kegiatan 

Operasional sebesar minus  Rp735.149.293.850.265,-, kemudian Pendapatan dari Kegiatan 

Non Operasional sebesar Rp40.371.463.160,- dan Defisit LO sebesar  minus 

Rp735.108.922.387.105,- 

 

 

 

Laporan LO 

menunjukkan Defisit 

LO sebesar 

(Rp735.108,922M) 

Beban Transfer 

Dana Desa total 

sebesar 

Rp59.762,98M 

Merupakan hasil 

penjumlahan total 

Beban Dana Desa 

Rp59.767,09M 

dikurangi: 

1. Pengembalian 

Dana Desa 

Rp0,519M dan 

2. Pengakuan 

Piutang Kab 

Dogiyai 

Rp3,59M 
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Tabel 48: Perbandingan Surplus/Defisit LO TA 2017 dan TA 2016 

Uraian 2017 2016 

Pendapatan dari Keg. 

Operasional 
0 0 

Beban TKDD 735.149.293.850.265 686.802.250.757.309 

Surplus (Defisit) (735.149.293.850.265) (686.802.250.757.309) 

Pendapatan Keg. Non 

Operasional 
40.371.463.160 0 

Surplus/(Defisit) TKDD (735.108.922.387.105) (686.802.250.757.309) 
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VII. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) 

A. Penjelasan Umum 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) TA 2017, menyajikan ekuitas awal, surplus/defisit 

LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar, transaksi 

antar entitas, dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas satuan kerja BA-BUN 999.05 

menyajikan Ekuitas Awal sebesar minus Rp10.429.508.732.776,-, Defisit sebesar minus 

Rp735.108.922.387.105,-, Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi sebesar minus 

Rp499.016.564.819,- dan Transaksi Antar Entitas yang terdiri dari Ditagihkan ke Entitas 

Lain sebesar Rp741.934.665.704.364,- dan Diterima dari Entitas Lain sebesar minus 

Rp9.406.207.722.162,-. Sehingga Ekuitas Akhir menjadi sebesar minus 

Rp13.508.989.702.498,- sebagaimana dirinci perbandingannya dengan tahun 

sebelumnya pada Tabel 49 berikut ini. 

Tabel 49: Perbandingan LPE TA 2017 dan TA 2016 

Uraian Laporan 

Perubahan Ekuitas 
2017 2016 

Ekuitas Awal (10.429.508.732.776) (32.605.953.687.976) 

Defisit (735.108.922.387.105) (686.562.618.806.757) 

Dampak Kumulatif 

Kebijakan Akuntansi 

(499.016.564.819) 1.818.597.387.740 

Ditagihkan ke Entitas Lain 741.934.665.704.364 710.049.273.668.803 

Diterima dari Entitas Lain (9.406.207.722.162) (3.128.807.294.586) 

Ekuitas Akhir (13.508.989.702.498) (10.429.508.732.776) 

B. Penjelasan Pos-Pos Yang Menyebabkan Perubahan Ekuitas 

B.1. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi 

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi sebesar  minus Rp499.016.564.819,- 

berasal dari perubahan kebijakan akuntansi yang terjadi pada Satker DAU dan DAK Non Fisik 

serta Satker Dana Bagi Hasil sebagaimana rincian pada Tabel 50 di bawah ini: 

Tabel 50: Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi TA 2017 

Uraian Dampak Kumulatif Perubahan 

Kebijakan Akuntansi TA 2017 
Jumlah Ref 

1. Satker DAU dan DAK Non Fisik (8.204.433.000) B.1.1 

2. Satker Dana Bagi Hasil (490.812.131.819) Tabel 51 

Jumlah (499.016.564.819)  

B.1.1. Satker DAU dan DAK Non Fisik 

Melalui surat dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 

23561/BI/PR/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa terkait Lebih Salur 

TPG PNSD TA 2015 Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp8.204.433.000,-, telah 

diselesaikan melalui penghentian penyaluran Tunjangan Profesi Guru Tahun Anggaran 

2016 dengan surat Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 33130/A.A1.1/PR/2016 pada 

Bulan Juli 2016. Direktur Dana Perimbangan selaku KPA menyampaikan dengan Nota 

Dinas Nomor 217/PK.2/2017 bahwa perlu disesuaikannya piutang terkait pada Neraca 

LKTD TA 2017. Dengan demikian, penghentian penyaluran TPG PNSD merupakan 

pelaksanaan penyelesaian piutang terkait hal tersebut. Perubahan ini masuk ke dalam 

pos Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi (DKPKA/Lain-lain) sebesar minus 

Laporan Perubahan 

Ekuitas TA 2017 

 

Ekuitas Awal 

(Rp10.429,5M) 

 

Defisit 

(Rp735.108,9M) 

 

Dampak Kumulatif 

Kebijakan Akuntansi 

(Rp499,01M) 

 

Ditagihkan ke Entitas 

Lain 

Rp741.934,6M 

 

Diterima dari Entitas 

Lain 

(Rp9.406,2M) 

 

Ekuitas Akhir  

(Rp13.508,9M) 
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Rp8.204.433.000,- dari semula nihil (nol). 

B.1.2. Satker Dana Bagi Hasil 

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi (DPKPA/Lain-lain) sebesar 

minus Rp490.812.131.819,- yang berasal dari selisih antara jurnal koreksi piutang 

atas reklasifikasi Piutang  TKDD Lainnya menjadi Piutang TKD sebesar 

Rp3.105.873.322.683,-, dan koreksi atas saldo awal piutang TA 2017 sebesar Rp 87,- 

dikurang jurnal koreksi utang atas reklasifikasi utang TKDD Lainnya menjadi utang 

TKD sebesar minus Rp3.337.118.058.950,- dan koreksi atas saldo awal utang TA 

2017 sebesar minus Rp1,-. Berdasarkan ND-90/PK.2/2018 terdapat tambahan 

estimasi utang DBH sebesar minus Rp387.598.621.897 dan tambahan estimasi 

piutang DBH sebesar Rp128.031.226.259,-. Rincian mengenai  Dampak Kumulatif 

Perubahan Kebijakan Akuntansi (DPKPA/Lain-lain) dapat dilihat pada Tabel 51. 

Tabel 51: Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi TA 2017 

Uraian Jumlah 

Selisih atas reklasifikasi Piutang TKDD Lainnya menjadi Piutang TKD  3.105.873.322.683  

Koreksi atas saldo awal piutang TA 2017 87 

Selisih atas reklasifikasi utang TKDD Lainnya menjadi utang TKD (3.337.118.058.950) 

Koreksi atas saldo awal utang TA 2017 (1) 

Tambahan Estimasi Utang DBH (387.598.621.897) 

Tambahan Estimasi Piutang DBH 128.031.226.259 

Total (490.812.131.819) 

B.2. Ditagihkan ke Entitas Lain 

Sebagaimana tercantum pada Laporan Perubahan Ekuitas, saldo akun Ditagihkan 

ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar 

Rp741.934.621.236.914,- dengan rincian sebagaimana Tabel 52 berikut: 

Tabel 52: Daftar Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (dlm Rp) 

Ditagihkan ke Entitas Lain Jumlah 

Satker DBH 88.187.811.935.026 

Satker DAU dan DAK Non Fisik 504.129.127.142.929 

Satker Transfer DK DIY 800.000.000.000 

Satker Otonomi Khusus 19.443.292.590.000 

Satker DID 7.500.000.000.000 

Satker DAK Fisik dan Dana Desa 121.874.434.036.409 

Jumlah 741.934.665.704.364 

Penjelasan:  

a. Satker DBH, Ditagihkan ke Entitas Lain TA 2017 sebesar Rp88.187.811.935.026,-

merupakan Pembayaran Beban TKDD Tahun Berjalan dan Pelunasan Kewajiban TKD; 

b. Satker DAU dan DAK Non Fisik, Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2017 

sebesar Rp504.129.127.142.929,-;  

c. Ditagihkan ke Entitas Lain Satker Transfer DK DIY TA 2017 sebesar 

Rp800.000.000.000,- yang seluruhnya merupakan nilai realisasi penyaluran Transfer 

DK DIY Tahun Berjalan sesuai SPM/SP2D yang telah diterbitkan; 

d. Satker Otonomi Khusus, Ditagihkan ke Entitas Lain sejumlah 
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Rp19.443.292.590.000,- merupakan pembayaran Beban Dana Otsus Tahun Berjalan 

sesuai nilai SPM/SP2D yang telah diterbitkan sampai dengan berakhirnya periode TA 

2017; 

e. Ditagihkan ke Entitas Lain Satker DID, sejumlah Rp7.500.000.000.000,-  seluruhnya 

merupakan pembayaran Beban Transfer DID Tahun Berjalan sesuai SPM/SP2D yang 

telah diterbitkan. 

f. Ditagihkan ke Entitas Lain DAK Fisik dan Dana Desa TA 2017 sejumlah 

Rp121.874.434.036.409,-. 

 

B.3. Diterima dari Entitas Lain 

Sebagaimana tercantum pada Laporan Perubahan Ekuitas, saldo akun Diterima 

dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar minus 

Rp9.406.203.622.162,- dengan rincian sebagaimana Tabel 53 sebagai berikut: 

Tabel 53: Rincian Diterima dari Entitas Lain (dalam Rp) 

Rincian Satker Diterima dari Entitas Lain Nilai 

Satker DBH (9.291.390.522.146) 

Satker DAU dan DAK Non Fisk (95.414.199.239) 

Satker Transfer DK-DIY (15.776.746.123) 

Satker DAK Fisik dan Dana Desa (3.626.254.654) 

TOTAL Diterima dari Entitas Lain (9.406.207.722.162) 

 

a. Satker DBH, Diterima dari Entitas Lain TA 2017 sebesar minus 

Rp9.291.390.522.146,- yang merupakan pelunasan Piutang TKD; 

b. Satker DAU dan DAK Non Fisik, Diterima dari Entitas Lain TA 2017 sebesar minus 

Rp95.414.199.239,-.  

c. Diterima dari Entitas Lain Satker Transfer DK-DIY TA. 2017 sebesar minus 

Rp15.776.746.123,- yang merupakan pelunasan Piutang TKD melalui potongan 

SPM penyaluran Transfer DK DIY Tahap I TA. 2017 sebesar Rp15.727.602.248,- dan 

setoran sisa DK DIY sebesar Rp49.143.875,-. 

d. Diterima dari Entitas Lain DAK Fisik dan Dana Desa TA 2017 sebesar minus 

Rp3.626.254.654,-. 
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VIII. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 

A. Penjelasan Umum 

Pos-Pos Neraca pada Laporan Keuangan Transfer ke Daerah TA 2017 ini 

menyajikan  laporan nilai aset, nilai kewajiban dan nilai ekuitas selama Tahun Anggaran 

2017  per 31 Desember 2017, sebagaimana rincian garis besarnya tercermin pada Tabel 

54 berikut. Neraca satuan kerja BA-BUN 999.05 TA 2017 menyajikan nilai aset dicatat 

sebesar Rp12.587.181.424.549,-, nilai kewajiban sebesar Rp26.096.171.127.047,-, dan 

nilai ekuitas sebesar minus Rp13.508.989.702.498,-. Untuk selanjutnya, nilai ekuitas 

tersebut diuraikan pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas. 

Tabel 54: Tabel Neraca TKDD TA 2017 

Neraca 2017 Ref Neraca 2016 

Aset  12.587.181.424.549 Tabel 55 16.865.867.945.164 

   Kewajiban 26.096.171.127.047 Tabel 68 27.295.376.677.940 

   Ekuitas (13.508.989.702.498)  (10.429.508.732.776) 

Kewajiban + Ekuitas 12.587.181.424.549  16.865.867.945.164 

B. Penjelasan Per Pos Neraca 

B.1. Aset 

Berdasarkan jenis akunnya, jumlah aset yang disajikan dalam Neraca TA 2017 per 

31 Desember 2017 sejumlah Rp12.587.181.424.549,- merupakan Piutang Transfer ke 

Daerah sebesar Rp10.799.485.615.144,-  dan Piutang TKDD Lainnya sebesar 

Rp1.787.695.809.405,- sebagaimana rincian pada Tabel 55 berikut: 

Tabel 55: Rincian Aset TKDD TA 2017 

Rincian Aset TKDD Ref 

Piutang TKD 10.799.485.615.144 B.1.1 

Piutang TKDD Lainnya 1.787.695.809.405 B.1.2 

Total Aset 12.587.181.424.549  

Berdasarkan jenis satker, jumlah aset yang disajikan dalam Neraca TA 2017 per 31 

Desember 2017 sebesar Rp12.587.181.424.549,- berasal dari satker DBH sebesar  

Rp12.332.454.428.334,-, Satker DAU dan DAK Non Fisik sebesar Rp224.572.939.057,-, 

Satker DK DIY sebesar Rp26.564.467.571,-, dan Satker Dana Desa sebesar 

Rp3.589.589.587,- sebagaimana rincian pada Tabel 56 berikut: 

Tabel 56: Tabel Aset TKDD TA 2017 per Jenis Satker 

Rincian Aset TKDD Ref 

Satker DBH 12.332.454.428.334 B.1.1.1. dan B.1.2. 

Satker DAU dan DAK (Non Fisik) 224.572.939.057 B.1.1.2. 

Satker DK DIY 26.564.467.571 B.1.1.3. 

Satker Dana Desa 3.589.589.587 B.1.1.4. 

Total Aset 12.587.181.424.549  

 

 

 

Laporan Neraca 

TA 2017 

Aset sebesar 

Rp12.587,18 M 

Kewajiban sebesar 

Rp26.096,17 M 

Ekuitas sebesar  

(Rp13.508,98 M) 

Aset pada Neraca 

sebesar 

Rp12.587,18M 

terdiri atas: 

1. Aset Satker DBH 

sebesar 

Rp12.332,45M 

 

2. Aset DAU dan 

DAK Non Fisik 

sebesar 

Rp224,57M 

 

3. Aset Satker DK 

DIY sebesar 

RP26,56M 

 

4. Aset Satker Dana 

Desa sebesar 

Rp3,58M 
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B.1.1. Piutang Transfer ke Daerah (Piutang TKD) 

Piutang TKD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa TA 2017, meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas Lebih Salur transfer yang 

terjadi pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun sebelumnya. Atas Lebih Salur ini, 

cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan 

Lebih Salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran 

berikutnya. Piutang TKD TA 2017 sejumlah Rp10.799.485.615.144,- dirinci sebagaimana 

Tabel 57 berikut ini: 

Tabel 57: Tabel Rincian Piutang TKD TA 2017 

RINCIAN PIUTANG TKD REF 

Satker Dana Bagi Hasil 10.544.758.618.929 B.1.1.1 / Tabel 60 

Satker DAU dan DAK Non Fisik 224.572.939.057 B.1.1.2 / Tabel 63 

Satker DK DIY 26.564.467.571 B.1.1.3 

Satker Dana Desa 3.589.589.587 B.1.1.4 / Tabel 66 

Total Piutang TKD 10.799.485.615.144  

 

B.1.1.1. Satker Dana Bagi Hasil 

Piutang TKD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa TA 2017 meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas Lebih Bayar transfer yang 

terjadi pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun anggaran sebelumnya. Atas Lebih 

Bayar ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan 

memperhitungkan Lebih Bayar tersebut melalui mekanisme pemotongan pada 

penyaluran tahun anggaran berikutnya. Nilai piutang TKD Satker DBH TA 2017  

didasarkan pada LK SPAN per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar                       

Rp 10.544.758.618.929,-. Nilai tersebut berasal dari penjumlahan Piutang TKD atas 

Lebih Salur DBH Periode s.d. TA 2016 sebesar Rp3.635.414.953.009,- dan sisa Lebih Salur 

TA 2017 sebesar Rp6.909.343.665.920,-. Rincian Piutang LS DBH periode sebelum TA 

2015 tercantum dalam PMK No. 259/PMK.07/2015 dan PMK No. 162/PMK.07/2016 yang 

sebagian telah diselesaikan melalui Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor Per-

1/PK/2017 dan Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor Per-5/PK/2017. Rincian lebih 

lengkap disajikan pada Tabel 58.  

Tabel 58: Rincian Piutang TKD atas LS DBH Periode s.d. TA 2015 (dalam Rp) 

Lebih bayar Lebih Bayar 

Pemotongan LS 

(Per-

1/PK/2017) 

Pemotongan LS 

(Per-

5/PK/2017) 

Sisa 

LS minyak bumi 

15% TA 2014 
370.946.192.551 370.946.192.551 -                                                 -                                                  

LS gas bumi 30% 

TA 2014 
113.649.839.276 113.649.839.276 -                                                 -                                                 

LS gasbumi 0.5% 

TA 2014 
117.776.526 117.776.526 -                                                 -                                                 

LS minyak bumi 

otsus TA 2014 
85.694.578.481 54.334.932.011 31.359.646.470                    -                                           

LS gas bumi otsus 

TA 2014 
38.448.641.027 38.448.641.027 -                                                 -                                                 

LS DBH 

Kehutanan -  

IIUPH TA 2014 

4.139.669.351 4.139.669.351 -                                                 -                                                 

Piutang TKD pada 

Satker DBH sebesar 

Rp10.544,76M terdiri 

atas: 

 Piutang LS DBH 

Periode sebelum 

TA 2016 sebesar 

Rp3.635,41M 

 Piutang LS DBH 

Periode Tahun 

Berjalan sebesar 

Rp6.909,34M 
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Lebih bayar Lebih Bayar 

Pemotongan LS 

(Per-

1/PK/2017) 

Pemotongan LS 

(Per-

5/PK/2017) 

Sisa 

LS DBH 

Kehutanan -  

PSDH TA 2014 

52.449.713.227 39.995.675.293 12.454.037.934                          

                                                

-  

 

LS DBH 

Kehutanan- DR TA 

2014 

136.522.756.351 68.160.782.907 68.361.973.444                          -                                                 

LS DBH Minerba-

royalti TA 2014 
357.305.466.090 135.039.662.672 177.724.195.510                        44.541.607.908                          

LS DBH Minerba-

iuran tetap TA 

2014 

10.194.560.908 5.597.489.049 4.597.071.859                            -                                                 

LS DBH PBB 

Bagian Daerah TA 

2014 dan 2015 

139.444.016.405 45.778.903.521 10.671.098.389                          82.994.014.495                          

LS DBH PBB Biaya 

Pemungutan TA 

2014 dan 2015 

5.722.826.890 1.591.343.570 262.412.687                               3.869.070.633                            

LS DBH PPH Pasal 

21 TA 2013, 2014, 

dan 2015 

458.824.210.285 416.745.862.318 13.471.435.614                          28.606.912.353                          

LS DBH PPH Pasal 

25/29 WPOPDN 

TA 2013, 2014, 

dan 2015 

77.956.040.744 68.506.586.354 606.672.170                               8.842.782.220                            

LS DBH Minyak 

Bumi 15% TA 

2015 

1.431.871.855.157 659.542.642.722 343.219.751.319 429.109.461.116 

LS DBH Minyak 

Bumi 0.5% TA 

2015 

47.640.040.831 19.579.873.517 6.432.934.963 21.627.232.351 

LS DBH Gas Bumi 

30% TA 2015 
213.758.945.212 87.641.348.314 - 126.117.596.898 

LS DBH Gas Bumi 

15% TA 2015 
3.562.637.355 1.460.358.595 - 2.102.278.760 

LS DBH 

Kehutanan -  

IIUPH TA 2015 

55.424.398.321 27.860.714.198 27.563.684.123 - 

LS DBH 

Kehutanan -  

PSDH TA 2015 

59.719.237.784 41.651.521.368 18.067.716.416 - 

LS DBH 

Kehutanan- DR TA 

2015 

143.936.569.323 44.284.473.794 42.730.759.787 56.921.335.742 

LS DBH Minerba-

iuran tetap TA 

2015 

807.483.513.460 147.485.234.772 563.090.960.555 96.907.318.133 

LS DBH Minerba-

royalti TA 2015 
4.669.308.536.892 133.073.178.410 1.818.007.866.317 2.718.227.492.165 

LS DBH Perikanan 

TA 2015 
260.822.887.309 232.857.053.776 15.555.292.648 12.410.540.885 

LS DBH Panas 

Bumi - Iuran Tetap 

TA 2015 

1.729.510.948 1.729.510.948 - - 

LS DBH Cukai hasil 

Tembakau TA 

2015 

21.848.895.963 - 18.711.586.613 3.137.309.350 

Jumlah 9.568.523.316.667 2.760.219.266.840 3.172.889.096.818 3.635.414.953.009 

 

Sedangkan pada tahun anggaran berjalan terdapat penetapan Lebih Salur DBH 

sebelum TA 2015 (diluar yang sudah ditetapkan dalam PMK No. 259/PMK.07/2015 dan 
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PMK No. 162/PMK.07/2016) dan TA 2016 sebesar Rp 10.311.727.382.019,- melalui  PMK 

Nomor 187/PMK.07/2017 dengan cara penyelesaian diatur dalam  Perdirjen PK Nomor 

Per-5/PK/2017. Sehingga Sisa Lebih Salur DBH per 31 Desember 2017 adalah sejumlah 

Rp6.909.343.665.920,- Rincian atas piutang tersebut tercantum pada Tabel 59 sebagai 

berikut. 

Tabel 59: Rincian Piutang Tahun Berjalan TA 2017 

Uraian 2017 
Penyesuaian/ 

Pemotongan 
Sisa Lebih Salur 

LS Kehutanan IUPH TA 2016 39.094.697.402 24.464.618.040 14.630.079.362 

LS Kehutanan PSDH TA 2016 4.890.200.325 4.295.470.790 594.729.535 

LS Kehutanan Dana Reboisasi 

TA 2016 
35.211.438.052 22.231.798.460 12.979.639.592 

LS Pertambangan Umum - 

Iuran Tetap TA 2016 
641.085.325.231 270.527.309.548 370.558.015.683 

LS Pertambangan Umum - 

Royalti TA 2016 
4.390.300.851.360 348.856.699.234 4.041.444.152.126 

LS Minyak Bumi 15% TA 2016 1.734.491.136.912 819.634.522.074 914.856.614.838 

LS Minyak Bumi 0,5% TA 2016 57.358.244.975 13.954.926.150 43.403.318.825 

LS Minyak Bumi dalam 

Rangka Otsus TA 2016 
40.161.511.530 17.559.634.417 22.601.877.113 

LS Gas Bumi 30% TA 2016 935.482.203.509 513.190.956.583 422.291.246.926 

LS Gas Bumi 0,5% TA 2016 12.716.920.321 5.459.873.730 7.257.046.591 

LS Gas Bumi dalam Rangka 

Otsus TA 2016 
230.264.017.306 - 230.264.017.306 

LS Panas Bumi - Iuran Tetap 

TA 2016 
645.638.013 613.380.403 32.257.610 

LS Panas Bumi - Iuran 

Produksi TA 2016 
4.508.920.636 2.861.906.336 1.647.014.300 

LS PPh Pasal 21 TA 2016 26.343.431.631 3.263.674.794 23.079.756.837 

LS PPh Pasal 25/29 TA 2016 1.051.834.382.620 714.489.374.590 337.345.008.030 

LS PBB Bag. Daerah TA 2016 299.105.472.852 108.785.234.731 190.320.238.121 

LS PBB Biaya Pungut TA 2016 10.760.393.018 3.867.969.437 6.892.423.581 

LS Cukai Hasil Tembakau TA 

2016 
77.431.920.559 30.490.562.123 46.941.358.436 

LS Pertambnagan Umum - 

Iuran Tetap TA 2015 
27.924.898 - 27.924.898 

LS Pertambangan Umum - 

Royalti TA 2015 
18.604.451.780 - 18.604.451.780 

LS Pertambnagan Umum - 

Iuran Tetap TA 2014 
25.260.646 - 25.260.646 

LS Pertambangan Umum - 

Royalti TA 2014 
19.332.757.799 157.609.246 19.175.148.553 

LS PBB Bagi Rata TA 2013 47.092.982.540 36.834.467.228 10.258.515.312 

LS PBB Insentif P2 TA 2013 239.203.677 190.623.344 48.580.333 

Ls PBB Insentif P3 TA 2013 25.118.556.166 20.390.921.643 4.727.634.523 

LS PBB Bag. Daerah TA 2013 589.873.589.125 426.058.725.529 163.814.863.596 

LS PBB Biaya Pungut TA 2013 19.725.949.136 14.203.457.669 5.522.491.467 

Jumlah 10.311.727.382.019 3.402.383.716.099 6.909.343.665.920 
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B.1.1.2. Piutang Lebih Salur Satker DAU dan DAK Non Fisik 

Piutang TKD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa Satker DAU dan DAK per 31 Desember 2017 meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat 

atas Lebih Salur transfer yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun 

anggaran sebelumnya. Nilai Piutang TKD yang tercatat per 31 Desember 2017 sebesar 

Rp224.572.939.057,- disajikan pada Tabel 60.  

Tabel 60: Rincian Piutang TKD (Satker DAU dan DAK Non Fisik) TA 2017 

Jenis Piutang 
31 Desember 

2017 

Semester 

I/2017 

TA 2016 

(Audited) 
Ref 

SPM Lebih Salur TPG PNSD TA 2015 - 8.204.433.000 8.204.433.000 a 

Lebih Salur Dana BOS Triwulan IV TA 

2016 
- - 35.703.300.000 b 

Lebih Salur Dana BOK TA 2016 - 18.441.213.000 31.855.234.000 c 

Lebih Salur Dana  PK Naker TA 2016 - 4.773.800.000 - d 

Lebih Salur Dana  DAK Fisik TA 2016 48.931.543.176 - - e 

Lebih Salur Dana BOS TW IV atau 

Semester II TA 2017 
175.641.395.881 - - f 

Jumlah 224.572.939.057 31.419.446 000 75.762.967.000  

Penjelasan: 

a. Piutang Lebih Salur TPG PNSD TA 2015, oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan melalui suratnya Nomor 23561/BI/PR/2017 tanggal 15 Agustus 2017 

menyatakan bahwa terkait piutang Lebih Salur TPG PNSD TA 2015 Kabupaten 

Halmahera Selatan sebesar Rp8.204.433.000,-, telah diselesaikan melalui 

penghentian penyaluran Tunjangan Profesi Guru Tahun Anggaran 2016 dengan surat 

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 33130/A.A1.1/PR/2016 pada Bulan Juli 

2016. Direktur Dana Perimbangan selaku KPA menyampaikan dengan Nota Dinas 

Nomor 217/PK.2/2017 bahwa perlu disesuaikannya piutang terkait pada Neraca 

LKTD TA 2017.   

b. Pelunasan piutang terkait Lebih Salur Dana BOS Triwulan IV TA 2016 sebesar 

Rp35.703.300.000,- telah diselesaikan dengan memperhitungkan penyaluran Dana 

BOS Triwulan I TA 2017 pada bulan Januari 2017, meliputi: Lebih Salur Dana BOS 

Triwulan IV TA 2016 Provinsi Jawa Timur sebesar Rp34.962.050.000,- dan Lebih 

Salur Dana BOS Triwulan IV TA 2016 Provinsi Sulawesi Utara sebesar 

Rp741.250.000,-. Dengan demikian Piutang TKD yang  berasal dari Lebih Salur BOS 

Triwulan IV TA 2016 per 31 Desember 2017 adalah nihil. 

c. Pelunasan Piutang yang berasal dari Lebih Salur Dana BOK TA 2016 sebesar 

Rp31.855.234.000,- telah dilaksanakan seluruhnya melalui mekanisme pemotongan 

atas penyaluran Dana BOK TA 2017 sebagaimana disajikan pada Tabel 61 berikut. 

Dengan demikian Piutang TKD yang  berasal dari Lebih Salur Dana BOK TA 2016 per 

31 Desember 2017 adalah nihil. 

Tabel 61: Rincian Pemotongan Penyaluran Dana BOK TA 2017 

Waktu Pemotongan BOK Nilai 

1. Maret 2017 976.416.000 

2. April 2017 7.525.567.000 

3. Mei 2017 4.677.783.000 

4. Juni 2017 234.255.000 

5. Juli 2017 1.156.260.000 

6. Desember 2017 17.284.953.000 

Jumlah Potongan BOK 31.855.234.000 
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d. Penambahan Piutang TKD terkait Lebih Salur Dana Peningkatan Kapasitas 

Ketenagakerjaan (PK Naker) TA 2016 yang diselesaikan melalui mekanisme 

pemotongan DAU dan DBH sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-3/PK/2017. Keseluruhan yang 

tercantum sebagai Piutang TKD adalah sebesar Rp4.773.800.000,-. Telah dilakukan 

penyelesaian piutang tersebut melalui pemotongan DAU bulan Agustus, September, 

dan Oktober sebesar Rp4.773.800.000,- sehingga piutang atas Lebih Salur PK Naker 

TA 2016 per 31 Desember 2017 adalah nihil. 

e. Penambahan Piutang TKD terkait Lebih Salur Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2016 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 876/KMK.07/2017 tentang Kelebihan Penyaluran Dana Alokasi 

Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 sebesar  

Rp48.931.543.176,- terdiri dari Piutang Lebih Salur DAK Fisik Reguler sebesar 

Rp42.020.542.905,- dan Piutang Lebih Salur DAK Fisik Afirmasi sebesar 

Rp6.911.000.271,-. Kelebihan penyaluran DAK Fisik TA 2016, sebagai implikasi 

penyesuaian pagu alokasi DAK Fisik pada APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 

dimana daerah-daerah yang tercantum dalam KMK dimaksud, maka penyaluran DAU 

bulan Februari 2018, akan diperhitungkan dengan kelebihan penyaluran DAK Fisik 

Tahun 2016 ini. Rincian terkait Piutang Lebih Salur DAK TA 2016 tercantum pada 

Tabel 62 dibawah ini. 

Tabel 62: Piutang TKD terkait Lebih Salur DAK TA 2016 

No. Piutang TKD Rupiah 

1. Piutang Lebih Salur DAK Fisik Reguler 42.020.542.905 

2. Piutang Lebih Salur DAK Fisik Afirmasi 6.911.000.271 

Jumlah 48.931.543.176 

f. Penambahan Piutang TKD terkait Lebih Salur Dana BOS Triwulan IV atau Semester II 

TA 2017 sebagaimana surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8378/D.D3/KU/2017 

Tanggal 12 Desember 2017 hal Penyaluran dana BOS TW IV Tahun 2017 dan surat 

Nomor 453/D.D3/KU/2018 Tanggal 19 Januari 2018 hal Penyaluran Dana BOS TW IV 

Tahun 2017 Susulan 14 Provinsi, surat Nomor 1839/D3/KU/2018 Tanggal 2 

Maret2018 hal Penyaluran Dana BOS TW IV Tahun 2017 Susulan dan Koreksi di 3 

Provinsi dan surat Nomor 2174/MPK.D.D3/KU/2018 Tanggal 16 Maret 2018 hal 

Penyaluran Dana BOS Tahun 2017 Susulan Provinsi Bangka Belitung (informasi 

setelah tanggal neraca yang mempengaruhi piutang per 31 Desember 2017). Piutang 

Lebih Salur dimaksud akan diselesaikan melalui mekanisme pemotongan Dana BOS 

pada Tahun Anggaran Berikutnya. Rincian mengenai Lebih Salur Dana BOS TA 2017 

per daerah dapat dilihat pada Lampiran 53 Laporan Keuangan Audited ini. 

B.1.1.3. Piutang Lebih Salur Satker DK DIY 

Piutang yang tercatat per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp26.564.467.571,-. 

Nilai tersebut merupakan sisa dana DK DIY TA 2017 yang telah diverifikasi dan 

dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan DIY 

Tahap Akhir TA 2017, mengacu pada pasal 11 PMK No.173/PMK.07/2017. Piutang 

tersebut akan diperhitungkan pada penyaluran DK DIY melalui potongan SPM 

Penyaluran DK DIY Tahap I TA 2018 sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 

15 PMK No.124/PMK.07/2015. 
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B.1.1.4. Satker Dana Desa 

Piutang Satker Dana Desa per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar 

Rp3.589.589.587,- yang merupakan kelebihan penyaluran Dana Desa Tahap II TA 2017 

ke Kabupaten Dogiyai. Pada Januari 2018, piutang tersebut telah lunas dengan 

dilakukannya penyetoran Lebih Salur oleh Pemkab Dogiyai ke RKUN. Adapun rincian 

setoran dimaksud dapat dilihat pada Tabel 63. 

Tabel 63:  Piutang TKD Satker Dana Desa TA 2017 

NTPN Tanggal Setor Jumlah 

D14544PAP853UA3K 17/01/2018 Rp3.589.589.587 

B.1.2. Piutang TKDD Lainnya (Satker DBH) 

Piutang TKDD Lainnya untuk Satker DBH 2017 adalah sebesar 

Rp1.787.695.809.405,- berasal dari piutang DBH Estimasi (ND-30/PK.2.1/2018 dan ND-

47/PK.2.1/2018) sebesar Rp1.659.664.583.146,- dan  tambahan Estimasi Piutang DBH 

(ND-90/PK.2.1/2018) sebesar Rp128.031.226.259,-. Adapun rincian Piutang TKDD Lainnya 

Satker DBH dapat dilihat pada Tabel 64. 

Tabel 64:  Rincian Piutang TKDD Lainnya Satker DBH TA 2017 

Uraian Jumlah 

Piutang DBH Estimasi 

(ND-30/PK.2.1/2018 dan ND-

47/PK.2.1/2018) 

1.659.664.583.146 

Tambahan Estimasi Piutang 

(ND-90/PK.2.1/2018) 

128.031.226.259 

Jumlah 1.787.695.809.405 

Piutang TKDD Lainnya Satker DBH berdasarkan ND-30/PK.2.1/2018 dan ND-

47/PK.2.1/2018 adalah sebesar Rp1.659.664.583.146,- (yang diterbitkan oleh 

Subdirektorat Dana Bagi Hasil Direktorat Dana Perimbangan). Nilai tersebut  berdasarkan 

penerimaan PNBP dan Pajak yang seharusnya dibagihasilkan pada TA 2017 berdasarkan 

data penerimaan tahun berjalan yang disesuaikan dengan realisasi penyaluran DBH per 

31 Desember 2017.  Penjelasan Piutang TKDD lainnya DBH TA 2017 secara rinci dapat 

dilihat pada Tabel 65 di bawah ini: 

Tabel 65: Rincian Piutang DBH Estimasi TA 2017 (dalam Rp) 

1 2 3 4 5  6=3-4 

Estimasi DBH Pasal 25/29 3.987.325.985.000    1.571.540.526.139      2.791.128.189.500           47.364.584.153         (1.219.587.663.361)    

Estimasi DBH Minerba - Iuran Tetap 1.164.327.162.000    412.434.479.859         815.479.592.400             22.950.455.100         (403.045.112.541)      

Estimasi DBH Kehutanan - IIUPH 155.648.379.000      33.009.962.856           70.041.770.100               76.028.886.026         (37.031.807.244)        

Total 5.307.301.526.000   2.016.984.968.854     3.676.649.552.000          146.343.925.279       (1.659.664.583.146)  

Penundaan TW IV  Piutang Estimasi Jenis APBN-P Realisasi Buku Merah  Per 31 Desemeber 2017 

 

Selain Estimasi Piutang DBH sebagaimana pada Tabel 65,  berdasarkan ND-

90/PK.2.1/2018  (yang diterbitkan oleh Subdirektorat Dana Bagi Hasil) terdapat 

tambahan Estimasi Piutang DBH yang bersumber dari koreksi atas perhitungan Lebih 

Bayar DBH dalam PMK No. 187/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian DBH dan 

Pendapatan Kurang Bayar dan Lebih Bayar pada TA 2017 Serta Tata Cara 

Penyelesaiannya sebesar Rp128.031.226.259,-. Penjelasan  tambahan estimasi piutang 

DBH secara rinci dapat dilihat pada Tabel 66 di bawah ini: 
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Tabel 66: Rincian Tambahan Estimasi Piutang (dalam Rp) 

Uraian 
Tambahan Estimasi 

Piutang 

Minyak bumi      84.032.036.052  

 15%      18.046.447.091  

 0,5%                 1.694.650  

 DBH Otsus Migas Aceh            317.436.811  

 DBH Otsus Migas Papua      65.666.457.500  

Gas bumi      13.769.898.036  

 30%         8.877.229.035  

 0,5%               87.906.562  

 DBH Otsus Migas Aceh         4.000.351.994  

 DBH Otsus Migas Papua            804.410.445  

Minerba 30.229.292.171 

Iuran Tetap      30.229.292.171  

Jumlah 128.031.226.259 

 

B.2. Kewajiban 

Nilai kewajiban pada neraca TA 2017 yang dicatat sebesar 

Rp26.096.171.127.047,- berasal dari Kewajiban TKD sebesar Rp1.356,- dan Kewajiban 

TKD Estimasi sebesar Rp26.096.171.125.691,- sebagaimana Tabel 67 berikut ini: 

Tabel 67: Rincian Kewajiban 

Jenis Kewajiban TA 2017 Referensi 

Kewajiban TKD  1.356 Tabel 69 

Kewajiban TKD Estimasi 26.096.171.125.691 Tabel 71 

Jumlah 26.096.171.127.047  

B.2.1. Kewajiban TKD (Dana Bagi Hasil) 

Kewajiban TKD merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul dari timbulnya 

kewajiban atas pemerintah daerah dikarenakan adanya kurang bayar TKD periode 

sebelumnya.  Kewajiban TKD Satker DBH per tanggal 31 Desember 2017 sebesar 

Rp1.356,-. Sedangkan untuk rincian lengkap didapat dari Kurang Bayar periode lampau 

berdasarkan terbitnya PMK 162 Tahun 2016 yang telah dilakukan penyesuaian pelunasan 

kurang bayar dalam PMK 19/PMK.07/2017 sebesar Rp10.856.892.466.000,- dan 

berdasarkan PMK 144/PMK.07/2017 terdapat pelunasan kurang bayar sebesar 

Rp2.994.286.153.000,- Rincian lebih lengkap disajikan pada Tabel 68. 

Tabel 68: Kewajiban atas Kurang Bayar s.d. TA 2015 (dalam Rp) 

Uraian 
Kurang Bayar s.d. 

2015 

Pelunasan PMK 

19/PMK.07/2017 

Pelunasan PMK 

144/PMK.07/2017 

Sisa 

Kurang 

Bayar 

Kurang Bayar PPH Pasal 21 

TA 2015 
3.370.205.721.532 3.370.205.721.532 0  

Kurang Bayar PPh Pasal 25 

TA 2015 
644.104.459.596 644.104.459.596 0  

Kurang Bayar PBB Bagi 

Rata TA 2015 
68.661.285.685 68.661.285.685 0  

Kurang Bayar PBB Bag 

Daerah TA 2015 
2.902.420.605.827 1.370.246.661.011 1.532.173.944.000 816 
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Uraian 
Kurang Bayar s.d. 

2015 

Pelunasan PMK 

19/PMK.07/2017 

Pelunasan PMK 

144/PMK.07/2017 

Sisa 

Kurang 

Bayar 

Kurang Bayar Biaya 

Pemungutan PBB TA 2015 
98.315.249.236 98.315.249.236 0  

Kurang Bayar CHT TA 2015 3.930.228.940 3.930.228.940 0  

Kurang Bayar Kehutanan 

IIUPH TA 2015 
9.094.263.483 9.094.263.483 0  

Kurang Bayar Kehutanan 

PSDH TA 2015 
168.119.636.462 168.119.636.462 0  

Kurang Bayar Kehutanan 

DR TA 2015 
231.431.029.433 231.431.029.433 0  

Kurang Bayar Pertum Iuran 

Tetap TA 2015 
83.318.599.087 83.318.599.087 0  

Kurang Bayar Pertum 

Royalty TA 2015 
277.998.829.442 277.998.829.442 0  

Kurang Bayar Minyak Bumi 

TA 2015 
1.361.107.856.206 1.361.107.856.206 0  

Kurang Bayar Gas Bumi TA 

2015 
4.388.304.341.990 2.926.192.132.600 1.462.112.209.000 390 

Kurang Bayar Panas Bumi 

Iuran Tetap TA 2015 
5.265.261.388 5.265.261.388 0  

Kurang Bayar Panas Bumi 

Set. Bag. Pem. TA 2015 
238.901.252.049 238.901.251.899 0 150 

Total 13.851.178.620.356 10.856.892.466.000 2.994.286.154.000 1.356 

Selain kewajiban sebagaimana pada Tabel 68 diatas, telah ditetapkan juga Kurang 

Bayar DBH TA 2016 dan tambahan Kurang Bayar DBH sebelum TA 2016 yang baru 

teridentifikasi kementerian terkait pada TA 2017. Kewajiban akibat Kurang Bayar tersebut 

ditetapkan melalui PMK No. 187/PMK.07/2017 (rincian terdapat pada Tabel 69). Kurang 

Bayar Dana Bagi Hasil TA 2016  ditetapkan sebesar Rp 16.389.383.550.150,-,  sementara 

tambahan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebelum TA 2016 sebesar Rp 306.287.540.335,-.  

Penyelesaian atas Kurang Bayar Dana Bagi Hasil tersebut menggunakan total pagu 

penyaluran Dana Bagi Hasil triwulan  IV TA 2017 yang diprioritaskan untuk penyelesaian 

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA  2016. 

Tabel 69: Kewajiban atas  Kurang Bayar Tahun Berjalan (dalam Rp) 

Uraian 2016 
Pelunasan PMK 

187/PMK.07/2017 
2017 

Kurang Bayar Kehutanan IIUPH 

TA 2016 
         65.854.200.319  65.854.200.319            0 

Kurang Bayar Kehutanan PSDH 

TA 2016 
       356.930.801.387  356.930.801.387          0 

Kurang Bayar Kehutanan 

Reboisasi TA 2016 
       301.702.108.969  301.702.108.969          0 

Kurang Bayar Pertambangan 

Umum - Iuran Tetap TA 2016 
         18.086.006.290  18.086.006.290            0 

Kurang Bayar Pertambangan 

Umum - Royalti TA 2016        945.397.861.496  945.397.861.496          0 

Kurang Bayar Minyak Bumi 

15% TA 2016        582.086.418.310  582.086.418.310          0 

Kurang Bayar Minyak Bumi 

0,5% TA 2016          19.290.789.533  19.290.789.533            0 
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Uraian 2016 
Pelunasan PMK 

187/PMK.07/2017 
2017 

Kurang Bayar Gas Bumi 30% 

TA 2016 854.359.529.358 854.359.529.358 0 

Kurang Bayar Gas Bumi 0,5% 

TA 2016          13.921.490.126  13.921.490.126            0 

Kurang Bayar Gas Bumi Otsus 

Prov. Aceh TA 2016 25.735.676.877 25.735.676.877  0 

Kurang Bayar Perikanan TA 

2016 

         39.516.063.406  39.516.063.406          

39.516.063.406  

0 

Kurang Bayar Pertambangan 

Panas Bumi - iuran tetap TA 

2016 

         13.069.919.932  13.069.919.932            0 

Kurang Bayar Pertambangan 

Panas Bumi - Setoran Bag. 

Pemerintah TA 2016 

       333.573.501.759  333.573.501.759          0 

Kurang Bayar Pertambangan 

Panas Bumi - Iuran Produksi 

TA 2016 

              667.860.260                667.860.260  0 

Kurang Bayar PBB Bag. Daerah 

TA 2016     5.460.850.199.347  5.460.850.199.347       0 

Kurang Bayar PBB Biaya 

Pungut TA 2016        187.131.998.815  187.131.998.815          0 

Kurang Bayar PBB Bagi Rata 

TA 2016         391.926.567.533  391.926.567.533          0 

Kurang Bayar PPh Pasal 21 TA 

2016     6.484.160.178.830  6.484.160.178.830       0 

Kurang Bayar PPh Pasal 25/29 

OP TA 2016        295.122.377.603  295.122.377.603          0 

Kurang Bayar Kehutanan PSDH 

TA 2015            1.027.715.997  1.027.715.997              0 

Kurang Bayar PBB Bag. Daerah 

TA 2013          21.129.575.277  21.129.575.277            0 

Kurang Bayar PBB Biaya 

Pungut TA 2013               675.111.495                675.111.495  0 

Kurang Bayar Pertambangan 

Umum - Royalti TA 2013               546.152.907                546.152.907  0 

Kurang Bayar Pertambangan 

Umum - Iuran Tetap TA 2014          32.096.866.067 32.096.866.067            0 

Kurang Bayar Pertambangan 

Umum - Royalti TA 2014        110.023.699.541  110.023.699.541          0 

Kurang Bayar Pertambangan 

Umum - Iuran Tetap TA 2015            2.537.548.868  2.537.548.868              0 

Kurang Bayar Pertambangan 

Umum - Royalti TA 2015        137.562.700.058  137.562.700.058          0 

Jumlah 16.695.671.090.485 16.695.671.090.485 0 

B.2.2. Kewajiban TKD Estimasi (Dana Bagi Hasil) 

Kewajiban TKD Estimasi Satker Dana Bagi Hasil merupakan kewajiban jangka 

pendek yang muncul dari timbulnya hak atas daerah-daerah akibat perbedaan realisasi 

penerimaan pajak dan PNBP Sumber Daya Alam (yang telah diperiksa BPK) dengan 

besaran DBH Pajak dan SDA yang sudah disalurkan. Kewajiban TKD Diestimasi per 
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tanggal 31 Desember 2017 dicatat sebesar Rp26.096.171.125.691,- berasal dari 

Kewajiban Estimasi DBH yang belum di Reklasifikasi sebesar Rp85.645.026.050,-, 

Kewajiban Estimasi TA 2017 sebesar Rp25.622.927.477.744,-, dan Tambahan Estimasi 

Kurang Bayar DBH TA 2017 sebesar Rp387.598.621.897,-. Adapun rincian Kewajiban TKD 

Estimasi Satker DBH dapat dilihat pada Tabel 70. 

Tabel 70:  Rincian Kewajiban TKD Estimasi Satker DBH TA 2017 

Uraian Jumlah 

Kewajiban Estimasi DBH yang belum di 

Reklasifikasi 

85.645.026.050 

Kewajiban Estimasi TA 2017 25.622.927.477.744 

Tambahan Estimasi Kurang Bayar DBH TA 2017 387.598.621.897 

Jumlah 26.096.171.125.691 

Kewajiban TKD Diestimasi per tanggal 31 Desember 2017 dicatat sebesar 

Rp26.096.171.125.691,- yang merupakan  Kewajiban TKD Diestimasi per 31 Desember 

2016 (Nota Dinas usulan koreksi ND-134/PK.2/2017 yang diterbitkan oleh Direktorat 

Dana Perimbangan). Namun, belum direklasifikasi menjadi kewajiban TKD Satker DBH 

pada TA 2017 berdasarkan terbitnya PMK 187/PMK.07/2017 sebagai Kurang Bayar TA 

2016 sebesar Rp85.645.026.050,- sebagaimana dirinci pada Tabel 71 berikut ini. 

Tabel 71: Rincian Kewajiban Estimasi DBH yang Belum di Reklasifikasi 

Kewajiban KB DBH - Diestimasi TA 2017 Estimasi 

Estimasi Kurang Bayar DBH Kehutanan PSDH TA 2012                     2.181.793  

Estimasi Kurang Bayar Kehutanan IIUPH TA 2012             1.418.721.780  

Estimasi Kurang Bayar Kehutanan TA 2013          71.162.060.861  

Estimasi Kurang Bayar Kehutanan IIUPH TA 2015                     4.593.392  

Estimasi Kurang Bayar Kehutanan DR TA 2015          13.057.468.224  

Jumlah 85.645.026.050 

Selain Utang TKDD Lainnya yang disebutkan pada Tabel 71 terdapat Utang TKDD 

Lainnya TA 2017 berdasarkan  ND-30/PK.2.1/2018 dan ND-47/PK.2.1/2018 sebesar 

Rp25.622.927.477.744,- (diterbitkan oleh Subdirektorat Dana Bagi Hasil). Nilai tersebut  

berdasarkan penerimaan PNBP dan Pajak yang seharusnya dibagihasilkan berdasarkan 

pada TA 2017 berdasarkan data penerimaan tahun berjalan yang disesuiakan dengan 

realisasi penyaluran DBH per 31 Desember 2017. Rincian lebih lengkap dapat dilihat 

pada Tabel 72. 

Tabel 72: Rincian Kewajiban Estimasi Dana Bagi Hasil TA 2017 

1 3 4 5  6=3-4 

Estimasi DBH PPh Pasal 21 23.569.954.663.020       20.727.656.943.000           2.992.726.818.981                     2.842.297.720.020           

Estimasi DBH PBB Bagi Rata 1.703.244.275.599         1.383.647.334.400             -                                                 319.596.941.199              

Estimasi DBH PBB BD untuk Provinsi 2.759.255.726.471         1.709.266.944.360             518.152.356.727                        1.049.988.782.111           

Estimasi DBH PBB DB untuk Kab/Kota 11.037.022.905.884       6.837.067.777.440             1.798.083.545.570                     4.199.955.128.444           

Estimasi DBH PBB Biaya/Upah Pungut 

Kab/Kota 482.267.506.412            295.179.823.400                79.547.177.916                          187.087.683.012              

Estimasi DBH Minyak Bumi 15% 9.201.779.901.166         6.027.714.000.000             2.503.807.474.210                     3.174.065.901.166           

Estimasi DBH Minyak Bumi 0,5% 306.725.996.706            200.923.800.000                83.460.249.140                          105.802.196.706              

Estimasi DBH Gas Bumi 30% 6.346.988.849.069         3.108.228.900.000             2.170.955.004.737                     3.238.759.949.069           

Estimasi DBH Gas Bumi 0,5% 105.783.147.484            51.803.815.000                  36.182.583.412                          53.979.332.484                

Estimasi DBH Minerba - Royalti 18.598.096.793.519       9.411.348.164.152             4.098.487.386.849                     9.186.748.629.367           

Estimasi DBH Kehutanan - PSDH 734.619.089.478            299.683.522.350                324.608.619.958                        434.935.567.128              

Estimasi DBH Kehutanan - Dana Reboisasi 691.941.729.488            317.077.778.250                235.125.917.812                        374.863.951.238              

Estimasi DBH Panas Bumi - Setoran Bagian 

Pemerintah 727.330.390.743            367.588.248.600                189.654.524.307                        359.742.142.143              

Estimasi DBH Panas Bumi - Iuran Tetap 18.072.611.932              11.567.279.700                  6.905.597.670                            6.505.332.232                  

Estimasi DBH Panas Bumi - Iuran Produksi 1.200.044.733                -                                         1.213.192.350                            1.200.044.733                  

Estimasi DBH Perikanan 392.940.307.926            342.000.000.000                -                                                 50.940.307.926                

Estimasi DBH Cukai Hasil Tembakau 2.954.401.419.266         2.917.943.550.500             -                                                 36.457.868.766                

Total 79.631.625.358.896  54.008.697.881.152      15.038.910.449.639              25.622.927.477.744    

Jenis Realisasi Buku Merah  Per 31 Desember 2017 Penundaan TW IV  Utang Estimasi 
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Berdasarkan ND-90/PK.2.1/2018  (diterbitkan oleh Subdirektorat Dana Bagi Hasil) 

terdapat tambahan estimasi utang DBH sebesar Rp387.598.621.897,- yang bersumber 

dari koreksi atas perhitungan Kurang Bayar DBH dalam PMK No.187/PMK.07/2017 

tentang Perubahan Rincian DBH dan Pendapatan Kurang Bayar dan Lebih Bayar pada TA 

2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya sebesar Rp26.753.819.450,-, tambahan Estimasi 

Kurang Bayar TA 2016 sebesar Rp71.089.761.909,- dan tambahan Estimasi Kurang Bayar 

TA 2015 sebesar Rp289.755.040.538,-. Penjelasan  tambahan Estimasi Kurang Bayar 

DBH secara rinci dapat dilihat pada Tabel 73 di bawah ini: 

Tabel 73: Rincian Tambahan Estimasi Kurang Bayar DBH (dalam Rp) 

Jenis Penerimaan 
Estimasi KB DBH 

Tahun 2015 

Estimasi KB 

DBH TA 2016 

Koreksi 

Perhitungan 

PMK 

197/PK.07/2017 

Total Tambahan 

Estimasi Kurang 

Bayar 

1. Migas 
  

26.753.819.450 26.753.819.450 

 a. Minyak bumi 
  

19.485.382.647 19.485.382.647 

 15% 
  

18.856.821.917 18.856.821.917 

 0,5% 
  

628.560.730 628.560.730 

 DBH Otsus 

Migas Aceh    
- 

 DBH Otsus 

Migas Papua    
- 

 b. Gas bumi 
  

7.268.436.803 7.268.436.803 

 30% 
  

7.149.270.036 7.149.270.036 

 0,5% 
  

119.166.767 119.166.767 

 DBH Otsus 

Migas Aceh    
- 

 DBH Otsus 

Migas Papua    
- 

2. Minerba 288.069.988.871 27.323.669.273 
 

315.393.658.144 

 Iuran Tetap 77.475.602.993 1.834.044.238 
 

79.309.647.231 

 Royalti 210.594.385.878 25.489.625.035 
 

236.084.010.913 

3. Kehutanan 1.685.051.667 43.766.092.636 
 

45.451.144.303 

 IIUPH 
 

16.440.906.631 
 

16.440.906.631 

 PSDH 1.685.051.667 2.592.787.271 
 

4.277.838.938 

 DR 
 

24.732.398.734 
 

24.732.398.734 

Total 289.755.040.538 71.089.761.909 
    

26.753.819.450  
387.598.621.897 
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IX. PENGUNGKAPAN LAINNYA 

A. Perubahan Pelaporan Keuangan Satker 999201 

Perubahan kebijakan pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 

Tahun 2017 terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara efektif dimulai sejak 

bulan April 2017 yang dilakukan pada 171 KPPN dan Kepala KPPN ditetapkan 

sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan Direktur Pelaksanaan 

Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai koordinator Penyaluran DAK 

Fisik dan Dana Desa. Dengan demikian, berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.07/2017, 

maka KPA BUN BA 999.05 terdiri dari : 

1. KPA BUN Transfer Dana Perimbangan; 

2. KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan; 

3. KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

Dengan adanya perubahan kebijakan pengelolaan TKDD tersebut, maka 

pelaporan satker BUN 999201 (Transfer Dana Perimbangan) pada Laporan 

Keuangan BUN BA 999.05 Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2017 yang 

sebelumnya meliputi Transfer DAU dan DAK (baik DAK Fisik dan DAK Non Fisik), 

dengan terbitnya PMK Nomor 50/PMK.07/2017 hanya meliputi Transfer DAU dan 

DAK Non Fisik dan dilakukan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran 

(UAKPA)BUN Transfer Dana Perimbangan.  

Sedangkan pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan oleh KPPN selaku 

UAKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan Penyusunan Laporan 

Konsolidasi DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan 

Anggaran selaku Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran (UAKKPA) 

BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

B. Kebijakan Akuntansi Lebih Salur Dana PK Naker TA 2016 (Satker DAU dan 

DAK Non Fisik) 

Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor Per-3/PK/2017 tentang 

Perhitungan Lebih Salur Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan Tahun 

Anggaran 2016, merupakan dasar pengakuan piutang transfer Pemerintah Pusat di 

tahun 2017 kepada Pemerintah Daerah atas kelebihan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Non Fisik berupa Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan. 

Lebih Salur Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 

2016 sebesar Rp5.057.450.000,- sebagai akibat dari penyesuaian pagu alokasi 

Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan pada daerah tertentu dalam APBN 

Perubahan Tahun Anggaran 2016. Lebih Salur tersebut diperhitungkan dengan 

penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 

Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Kelebihan penyaluran untuk 3 (tiga) daerah Kabupaten/Kota yaitu Kab. 

Lampung Selatan, Kota Metro dan Kab. Tulang Bawang Barat sebesar 

Rp4.773.800.000,- diselesaikan melalui pemotongan DAU. 

2. Kelebihan penyaluran untuk 1 (satu) daerah yaitu Kab. Lumajang sebesar 

Rp283.650.000,- diselesaikan melalui pemotongan DBH. 

Pencatatan akuntansi Lebih Salur Dana Peningkatan Kapasitas 

Ketenagakerjaan dan penyelesaiannya memperhatikan kebijakan akuntansi terhadap 

transaksi piutang transfer sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 

216/PMK.05/2016. Namun demikian, kebijakan akuntansi yang diselesaikan melalui 

pemotongan SPM/SP2D atas penyaluran TKDD lintas satker pelaporan dalam SATD 

belum menjadi substansi pengaturan dalam peraturan menteri keuangan dimaksud.  

Oleh karena itu, maka Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melalui 

Pengungkapan 

Lainnya: 

 a. Kebijakan Akuntansi 

Lebih Salur Dana PK 

Naker TA 2016 

(Satker DAU dan 

DAK Non Fisik) 

 b. Kebijakan 

Penundaan Dana 

Bagi Hasil Tahun 

2017 

 c. Kebijakan Akuntansi 

Lebih Salur DAK 

Fisik TA 2016 (Satker 

DAK Fisik) 

 d. Kebijakan 

Penundaan Dana 

Alokasi Umum 

Tahun 2017 

 e. Setoran 

Pengembalian 

Belanja Bahan (Akun 

521211) pada Satker 

999201 

 f. Kebijakan Pelaporan 

Keuangan DAK Fisik 

dan Dana Desa 
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surat Nomor S-462/PB.6/2017 tanggal 15 Januari 2018, mengatur kebijakan 

pencatatan akuntansi terhadap piutang Lebih Salur Transfer Dana Peningkatan 

Kapasitas Ketenagakerjaan (Satker BUN 999201) TA 2016 yang penyelesaiannya 

dilakukan melalui pemotongan Transfer DAU (Satker BUN 999201) TA 2017. 

Pencatatan pengakuan piutang transfer dilakukan jurnal manual pada Buku Besar 

Akrual terbagi menjadi dua perlakuan, yaitu:  

1. mencatat piutang pada Satker 999201 (DAU dan DAK Non Fisik) yaitu mendebet 

Piutang Transfer ke Daerah (kode akun 115231) pada Beban DAK 

Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan (kode akun 654813) sebesar 

Rp4.773.800.000,- ;  

2. mencatat piutang pada Satker 999204 (DBH) yaitu mendebet Piutang Transfer 

ke Daerah (kode akun 115231) pada Penerimaan Kembali TKDD TAYL (kode 

akun 423959) sebesar Rp283.650.000,-. 

Kemudian, Perlakuan terhadap piutang Lebih Salur Transfer Dana 

Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan TA 2016 yang penyelesaiannya diakukan 

melalui pemotongan Transfer DBH (Satker BUN 999204) TA 2017 adalah sebagai 

berikut: 

1. Piutang Lebih Salur Transfer Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan TA 

2016 dicatat dan disajikan oleh UAKPA BUN DBH (Satker BUN 999204) di 

Laporan Keuangan tahun 2017. 

2. UAKPA BUN transfer DAU dan DAK Non Fisik (Satker BUN 999201) tidak 

melakukan pengakuan dan pencatatan atas transaksi piutang Lebih Salur 

Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan TA 2016 dan penyelesaiannya 

sebagaimana Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor Per-3/PK/2017. 

3. UAKPA BUN DBH (Satker BUN 999204) berdasarkan Peraturan Dirjen 

Perimbangan Keuangan Nomor Per-3/PK/2017 melakukan jurnal manual pada 

Buku Besar Akrual untuk pengakuan piutang transfer dengan mendebet 

Piutang Transfer ke Daerah (kode akun 115231) pada Penerimaan Kembali 

TKDD TAYL (kode akun 423959). 

4. Pengakuan dan pencatatan penyesuaian atas pengurangan piutang Lebih Salur 

Transfer Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan TA 2016 berdasarkan 

potongan SPM/SP2D Transfer DBH dilakukan secara jurnal manual oleh UAKPA 

BUN DBH (Satker BUN 999204) dengan mendebet Penerimaan Kembali TKDD 

TAYL (kode akun 423959) dan pada Piutang Transfer ke Daerah (kode akun 

115231) 

C. Kebijakan Perubahan Rincian dan Penundaan Dana Bagi Hasil Tahun 2017 

Rincian DBH menurut daerah Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2017 telah 

ditetapkan dalam Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN TA 2017 yang 

kemudian dirubah dalam Perpres No. 86 Tahun 2017 tentang Rincian APBN-P TA 

2017. Namun dalam perkembangannya, berdasarkan data prognosa realisasi 

penerimaan pajak selain penerimaan cukai dan penerimaan negara bukan pajak 

yang dibagihasilkan pada TA 2017 perlu dilakukan penyesuaian terhadap rincian 

DBH menurut daerah Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2017 dan akan menjadi dasar 

dalam penyaluran DBH Triwulan IV TA 2017.  

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4A), (4B), dan (4C) UU No. 8 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2016 Tentang APBN TA 2017, diatur 

bahwa penyaluran DBH Triwulan IV TA 2017 diprioritaskan untuk penyelesaian 

Kurang Bayar DBH TA 2016 dengan memperhatikan prognosis realisasi DBH TA 

2017 dan/atau kebijakan pengendalian pelaksanaan APBN TA 2017 dimana 

ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian Kurang Bayar DBH diatur 
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dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

Perubahan rincian DBH menurut daerah Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2017 

berdasarkan prognosa realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dan 

penetapan Kurang Bayar/Lebih Bayar DBH beserta tata cara penyelesaiannya 

tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.07/2017 

tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih 

Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2017 serta Tata Cara Penyelesaiannya. 

Perubahan Rincian DBH menurut daerah Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2017 

(selain DBH CHT) menjadi sebesar Rp69.884.026.787.235,- (semula 

Rp78.576.297.266.000) dengan rincian Rp39.111.025.112,- (semula 

Rp48.053.862.137.000) untuk DBH Pajak dan Rp30.772.836.762.123,- (semula 

Rp30.522.435.129.000) untuk DBH Sumber daya Alam (SDA). 

Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.07/2017 juga 

menetapkan bahwa penyaluran DBH triwulan IV (sebesar Rp15.116.622.904.583), 

sebagai akibat dari perubahan rincian DBH TA 2017 diprioritaskan untuk 

penyelesaian Kurang Bayar DBH TA 2016. Jika masih terdapat sisa kurang bayar 

setelah penyelesaian Kurang Bayar DBH TA 2016, maka sisa Kurang Bayar tersebut 

diselesaikan menggunakan sisa pagu DBH anggaran TA 2017. Atas DBH TA 2017 

triwulan IV yang belum disalurkan akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran 

berikutnya sebagai Kurang Bayar DBH TA 2017 setelah dilakukan audit oleh BPK 

atas realisasi Penerimaan Negara yang dibagihasilkan dalam Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat Tahun 2017. 

D. Kebijakan Akuntansi Lebih Salur DAK Fisik TA 2016 (Satker DAK Fisik) 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 876/KMK.07/2017 menetapkan Lebih 

Salur Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 

2016, sehingga menjadi dasar pengakuan piutang transfer Pemerintah Pusat di 

tahun 2017 kepada Pemerintah Daerah atas kelebihan penyaluran Dana Alokasi 

Khusus (DAK) Fisik Reguler sebesar Rp42.020.542.905,- dan kelebihan penyaluran 

DAK Fisik Afirmasi sebesar Rp6.911.000.271,-. Keputusan Menteri Keuangan ini 

mengatur lebih lanjut mengenai penyelesaiannya yaitu diperhitungkan terhadap 

penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2018. 

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melalui suratnya Nomor            

S-11562/PB.6/2017 tanggal 27 Desember 2017 menyampaikan Kebijakan Akuntansi 

atas Lebih Salur DAK Fisik TA 2016 sebagaimana KMK Nomor 876/KMK.07/2017 

dalam SATD. Tujuan dilakukan pengaturan adalah memperhatikan satker pelaporan 

DAK Fisik pada tahun anggaran 2017 sudah tidak berada pada satker pelaporan 

999201, melainkan berada pada satker pelaporan di 171 KPPN sebagai KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Ditjen 

Perbendaharaan sebagai Unit Akuntansi Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan 

Dana Desa.  

Dalam rangka simplifikasi dan memudahkan dalam memantau 

pelaksanaan KMK Nomor 876/KMK.07/2017 secara komprehensif dalam SATD, 

Satker DAU dan DAK Non Fisik (Satker 999201) mencatat dan menyajikan 

piutang transfer sesuai dengan PMK Nomor 216/PMK.05/2016. Pengakuan dan 

pencatatan piutang transfer ke daerah dilakukan dengan jurnal manual Buku Besar 

Akrual dengan mendebet Piutang Transfer ke Daerah (kode akun 115231) pada 

Beban DAK Reguler (kode akun 631111) dan Beban DAK Afirmasi (kode akun 

631311). 

Penyajian dalam Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Transfer DAU dan 

DAK Non Fisik (Satker BUN 999201) tahun 2017 terhadap piutang transfer atas 
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kelebihan penyaluran DAK Fisik berdasarkan KMK Nomor 876/KMK.07/2017: 

1. Tidak ada penyajian di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2017. 

2. Penyajian di Laporan Operasional sebagai pengurang Beban Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa Satker BUN 999201. 

3. Penyajian di Neraca sebagai Piutang Transfer ke Daerah. 

E. Kebijakan Penundaan Dana Alokasi Umum Tahun 2017 

Sesuai pasal 106 ayat 1 PMK Nomor 50/PMK.07/2017 bahwa KPA BUN 

Transfer Dana Perimbangan dan/atau KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan 

dapat melakukan pemotongan, penundaan, dan/ atau penghentian penyaluran 

Transfer ke Daerah untuk suatu daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Atas dasar inilah dilakukan penundaan DAU pada Tahun Anggaran 2017. 

Pengenaan pemotongan dan penundaan atas penyaluran Transfer ke Daerah diatur 

lebih lanjut dalam pasal 107 PMK Nomor 50/PMK.07/2017 jo PMK Nomor 

112/PMK.07/2017. Sedangkan penyaluran kembali Transfer ke Daerah yang ditunda 

dan/atau dihentikan tertuang pada pasal 108 PMK Nomor 50/PMK.07/2017 jo PMK 

Nomor 112/PMK.07/2017. 

Sanksi penundaan atas penyaluran DAU kepada pemerintah daerah yang 

masih ada sampai dengan bulan Desember 2017 disebabkan oleh keterlambatan 

penyampaian laporan realisasi bulanan, tidak menyampaikan surat komitmen 

pengalokasian ADD, dan tidak menyampaikan laporan belanja infrastruktur yang 

bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum. Sanksi 

penundaan tersebut sebesar Rp768.456.989.675,- terhadap 83 pemerintah daerah, 

yang kemudian dicabut sanksi penundaan DAU-nya serta disalurkan seluruhnya 

kepada pemda sebelum akhir tahun anggaran 2017 berakhir berdasarkan pedoman 

pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada akhir tahun anggaran 2017 

Nomor S-714/PK/2017 tanggal 30 Oktober 2017. Kemudian sanksi penundaan DAU 

kepada pemda akan dikenakan kembali untuk penyaluran DAU mulai bulan Januari 

2018. 

F. Kebijakan Pelaporan Keuangan DAK Fisik dan Dana Desa 

Berdasarkan PMK Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa, pelaporan Satker 999.201 (Pengelolaan Transfer DAU dan 

DAK) dibatasi hanya pada pelaporan DAK Non Fisik. Pasal 67 ayat (1) butir c  PMK 

50/2017 menyatakan bahwa Kepala KPPN ditetapkan sebagai KPA Penyaluran DAK 

Fisik dan Dana Desa.  

Selain itu diatur pula dalam hal akuntansi dan pertanggungjawabannya dalam 

Pasal 111 ayat (1), bahwa KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan 

laporan keuangan kepada PPA Pengelolaan BUN BA 999.05 melalui Koordinator 

KPA, dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Dengan 

demikian, sejak Bulan April 2017 yang ditandai dengan dimulainya penyaluran DAK 

Fisik dan Dana Desa, maka kewajiban pelaporan keuangan DAK Fisik dan Dana Desa 

diemban oleh Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Satker 

KPPN Pengelola Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana 

pada Tabel 74 pada halaman berikut : 

Berdasarkan PMK 

No. 50/2017, 

penyaluran DAK 

Fisik dan Dana 

Desa dilakukan 

oleh KPPN.  

Oleh karena itu 

maka kewajiban 

pelaporan 

keuangan DAK Fisik 

dan Dana Desa 

diemban oleh 

Kepala KPPN selaku 

KPA Penyaluran 

DAK Fisik dan Dana 

Desa. 
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Tabel 74: Daftar Satker DAK Fisik dan Dana Desa 

No 
Kode 

Satker 
KPPN No 

Kode 

Satker 
KPPN No 

Kode 

Satker 
KPPN 

1 403516 KARAWANG 41 403560 MOJOKERTO 81 403605 PALEMBANG 

2 403517 PURWAKARTA 42 403561 M A L A N G 82 403606 LUBUK LINGGAU 

3 403518 SUMEDANG 43 403562 B L I T A R 83 403607 KOTABUMI 

4 403519 G A R U T 44 403563 K E D I R I 84 403608 L I W A 

5 403521 KUNINGAN 45 403564 M A D I U N 85 403609 
BANDAR 

LAMPUNG 

6 403522 BANDUNG  I 46 403565 TAPAKTUAN 86 403610 
METRO 

LAMPUNG 

7 403523 BANDUNG  II 47 403566 MEULABOH 87 403611 SANGGAU 

8 403524 B O G O R 48 403568 TAKENGON 88 403612 S I N T A N G 

9 403525 SUKABUMI 49 403569 KUTACANE 89 403613 PUTUSSIBAU 

10 403526 C I R E B O N 50 403570 BANDA ACEH 90 403614 KETAPANG 

11 403527 B E K A S I 51 403571 L A N G S A 91 403615 PONTIANAK 

12 403528 TASIKMALAYA 52 403572 LHOKSEUMAWE 92 403616 SINGKAWANG 

13 403529 PURWODADI 53 403574 RANTAU PRAPAT 93 403617 B U N T O K 

14 403530 P A T I 54 403575 BALIGE 94 403619 S A M P I T 

15 403531 K U D U S 55 403576 M E D A N   I 95 403620 
PANGKALAN 

BUN 

16 403532 PURWOKERTO 56 403577 M E D A N   II 96 403621 PALANGKARAYA 

17 403533 CILACAP 57 403578 SIDIKALANG 97 403622 PELAIHARI 

18 403534 BANJARNEGARA 58 403579 TEBING TINGGI 98 403623 BARABAI 

19 403535 PURWOREJO 59 403580 PEMATANG SIANTAR 99 403625 T A N J U N G 

20 403537 K L A T E N 60 403581 TANJUNG BALAI ASAHAN 100 403626 KOTABARU 

21 403538 S R A G E N 61 403583 SIBOLGA 101 403627 BANJARMASIN 

22 403539 SEMARANG I 62 403584 PADANG SIDEMPUAN 102 403628 TANJUNG REDEP 

23 403540 SEMARANG II 63 403585 GUNUNG SITOLI 103 403629 SAMARINDA 

24 403541 PEKALONGAN 64 403586 LUBUK SIKAPING 104 403631 BALIKPAPAN 

25 403543 T E G A L 65 403587 P A I N A N 105 403632 KOTAMOBAGU 

26 403544 MAGELANG 66 403588 SIJUNJUNG 106 403633 T A H U N A 

27 403545 SURAKARTA 67 403589 BUKITTINGGI 107 403634 M A N A D O 

28 403546 WONOSARI 68 403590 S O L O K 108 403635 BITUNG 

29 403547 W A T E S 69 403591 P A D A N G 109 403636 P O S O 

30 403548 YOGYAKARTA 70 403592 R E N G A T 110 403637 TOLI - TOLI 

31 403549 SIDOARJO 71 403593 PEKANBARU 111 403638 L U W U K 

32 403550 PAMEKASAN 72 403594 D U M A I 112 403639 P A L U 

33 403552 BONDOWOSO 73 403595 KUALA TUNGKAL 113 403640 WATAMPONE 

34 403553 BANYUWANGI 74 403596 MUARA BUNGO 114 403641 M A K A L E 

35 403554 J E M B E R 75 403597 SUNGAI PENUH 115 403642 SINJAI 

36 403555 PACITAN 76 403599 B A N G K O 116 403643 BANTAENG 

37 403556 BOJONEGORO 77 403600 J A M B I 117 403644 BENTENG 

38 403557 T U B A N 78 403601 S E K A Y U 118 403645 MAKASSAR I 

39 403558 SURABAYA II 79 403603 BATURAJA 119 403646 MAKASSAR II 

40 403559 SURABAYA I 80 403604 L A H A T 120 403647 PARE - PARE 
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No 
Kode 

Satker 
KPPN No 

Kode 

Satker 
KPPN No 

Kode 

Satker 
KPPN 

121 403648 P A L O P O 141 403672 WAINGAPU 161 403694 MARISA 

122 403650 R A H A 142 403673 K U P A N G 162 403695 GORONTALO 

123 403651 K O L A K A 143 403674 B I A K 163 403696 B A T A M 

124 403652 K E N D A R I 144 403675 S E R U I 164 403697 TANJUNG PINANG 

125 403653 B A U - B A U 145 403676 MERAUKE 165 403698 MANOKWARI 

126 403654 M A S O H I 146 403677 W A M E N A 166 403699 S O R O N G 

127 403656 T U A L 147 403678 N A B I R E 167 403700 FAK - FAK 

128 403657 SAUMLAKI 148 403679 T I M I K A 168 403701 M A J E N E 

129 403658 A M B O N 149 403680 JAYAPURA 169 403702 MAMUJU 

130 403659 SINGARAJA 150 403681 M A N N A 170 403703 NUNUKAN 

131 403660 AMLAPURA 151 403682 C U R U P 171 403704 T A R A K A N 

132 403662 D E N P A S A R 152 403683 MUKOMUKO    

133 403663 S E L O N G 153 403684 B E N G K U L U    

134 403664 SUMBAWA BESAR 154 403685 TOBELO    

135 403665 M A T A R A M 155 403687 T E R N A T E    

136 403666 B I M A 156 403688 S E R A N G    

137 403667 ATAMBUA 157 403689 RANGKASBITUNG    

138 403668 LARANTUKA 158 403690 TANGERANG    

139 403669 E N D E 159 403691 TANJUNG PANDAN    

140 403671 R U T E N G 160 403693 PANGKAL PINANG    
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REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 

PER JENIS TRANSFER TA 2017 

1 2 3 4 5 6

A PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Penerimaan Negara Bukan Pajak                                               -                                            -                  -                                      - 

423959 Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL                                               -                 9.463.923.479.165                  -                                      - 

423956 Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL  -                                            - 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa             759.216.105.416.137          741.992.381.461.367 97,73%      17.223.723.954.770 

Transfer Dana Perimbangan             671.472.812.826.137          654.482.511.343.964 97,47%      16.990.301.482.173 

Transfer Dana Bagi Hasil               88.263.998.042.137            88.232.197.142.637 99,96%              31.800.899.500 

Total Dana Bagi Hasil Pajak               53.668.650.342.060            53.668.650.342.060 100,00%                                      - 

6111 Transfer DBH PPh Perorangan               34.312.377.870.061            34.312.377.870.061 100,00%                                      - 

611111 Transfer DBH PPh psl 21                  30.582.022.843.362               30.582.022.843.362 100,00%                                      - 

611112 Transfer DBH PPh psl 25/29 OP                    3.730.355.026.699                 3.730.355.026.699 100,00%                                      - 

6112 Transfer DBH PBB               19.356.272.471.999            19.356.272.471.999 100,00%                                      - 

611211 Transfer DBH PBB untuk Propinsi                    3.447.882.955.261                 3.447.882.955.261 100,00%                                      - 

611212 Transfer DBH PBB untuk Kabupaten/Kota                  13.482.852.146.174               13.482.852.146.174 100,00%                                      - 

611213 Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi                      104.988.738.944                   104.988.738.944 100,00%                                      - 

611214 Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota                      476.313.444.002                   476.313.444.002 100,00%                                      - 

611215 Transfer DBH bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan sama rata ke Kabupaten/Kota                    1.844.235.187.618                 1.844.235.187.618 100,00%                                      - 

Total Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam               31.641.673.021.137            31.641.673.021.137 100,00%                                      - 

6121 Transfer DBH SDA Minyak Bumi                 8.191.122.864.049              8.191.122.864.049 100,00%                                      - 

612111 Transfer DBH Minyak Bumi                    7.651.322.414.448                 7.651.322.414.448 100,00%                                      - 

612112 Transfer DBH Minyak Bumi 0,5%                      252.307.432.676                   252.307.432.676 100,00%                                      - 

612113 Tambahan Transfer DBH Minyak Bumi dalam rangka Otonomi Khusus                      287.493.016.925                   287.493.016.925 100,00%                                      - 

6122 Transfer DBH SDA Gas Bumi                 8.442.353.752.961              8.442.353.752.961 100,00%                                      - 

612211 Transfer DBH Gas Bumi                    7.069.857.621.769                 7.069.857.621.769 100,00%                                      - 

612212 Transfer DBH Gas Bumi 0.5%                      107.045.722.564                   107.045.722.564 100,00%                                      - 

612213 Tambahan Transfer DBH Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus                    1.265.450.408.628                 1.265.450.408.628 100,00%                                      - 

6123 Transfer DBH SDA Pertambangan Umum               11.835.084.190.433            11.835.084.190.433 100,00%                                      - 

612311 Transfer DBH Pertambangan Umum - Iuran Tetap                      952.206.782.837                   952.206.782.837 100,00%                                      - 

612312 Transfer DBH Pertambangan Umum - Royalti                  10.882.877.407.596               10.882.877.407.596 100,00%                                      - 

6124 Transfer DBH SDA Pertambangan Panas Bumi                    970.633.323.538                 970.633.323.538 100,00%                                      - 

612411 Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi Setoran Bagian Pemerintah                      940.063.002.258                   940.063.002.258 100,00%                                      - 

612412 Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi- Iuran Tetap                        29.902.461.020                     29.902.461.020 100,00%                                      - 

612413 Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi- Iuran Produksi (Royalti)                             667.860.260                          667.860.260 100,00%                                      - 

6125 Transfer DBH SDA Kehutanan                 1.820.962.826.750              1.820.962.826.750 100,00%                                      - 

612511 Transfer DBH Kehutanan - IIUPH/IHPH                      144.990.233.902                   144.990.233.902 100,00%                                      - 

612512 Transfer DBH Kehutanan - PSDH                      825.761.676.196                   825.761.676.196 100,00%                                      - 

612513 Transfer DBH Kehutanan - Dana Reboisasi                      850.210.916.652                   850.210.916.652 100,00%                                      - 

6126 Transfer DBH Perikanan                    381.516.063.406                 381.516.063.406 100,00%                                      - 

612611 Transfer DBH Perikanan                      381.516.063.406                   381.516.063.406 100,00%                                      - 

Total Dana Bagi Hasil Cukai                 2.953.674.678.940              2.921.873.779.440 98,92% 31.800.899.500              

6131 Transfer DBH Cukai                 2.953.674.678.940              2.921.873.779.440 98,92% 31.800.899.500              

613111 Transfer DBH Cukai Hasil Tembakau                    2.953.674.678.940                 2.921.873.779.440 98,92% 31.800.899.500              

6211 Transfer Dana Alokasi Umum             398.582.314.748.000          398.582.314.748.000 100,00%                                      - 

621111 Transfer DAU                398.582.314.748.000             398.582.314.748.000 100,00%                                      - 

6311 Transfer Dana Alokasi Khusus             184.626.500.036.000          167.667.999.453.327 90,81%      16.958.500.582.673 

Transfer Dana Alokasi Khusus (Fisik)               69.531.500.436.000            62.104.230.254.352 89,32%        7.427.270.181.648 

631111 Transfer DAK Fisik Reguler                  20.396.248.563.000               17.631.735.799.036 86,45%        2.764.512.763.964 

631211 Transfer DAK Fisik Infrastruktur Publik Daerah/Penugasan                  34.466.762.990.000               30.593.209.199.748 88,76%        3.873.553.790.252 

631311 Transfer DAK Afirmasi                    3.479.198.883.000                 2.859.365.226.598 82,18%           619.833.656.402 

631411 Tambahan DAK Fisik                  11.189.290.000.000               11.019.920.028.970 98,49%           169.369.971.030 

Transfer Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)             115.094.999.600.000          105.563.769.198.975 91,72%        9.531.230.401.025 

654311 Transfer Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 45.119.999.600.000 43.545.891.060.225              96,51% 1.574.108.539.775          

654211 Transfer Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil 1.400.000.000.000 942.916.401.139                  67,35% 457.083.598.861            

654111 Transfer Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) 55.573.400.000.000 49.929.771.976.077              89,84% 5.643.628.023.923          

654112 Transfer Dana Tunjangan Khusus Guru                    1.669.900.000.000                 1.403.689.814.100 84,06% 266.210.185.900            

654712 Transfer Bantuan Operasional Keluarga Berencana                      292.800.000.000                   245.107.978.781 83,71% 47.692.021.219              

654711 Transfer Bantuan Operasional Kesehatan                    6.607.200.000.000                 5.407.224.385.828 81,84% 1.199.975.614.172          

654811 Transfer Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi                      100.000.000.000                     90.237.480.533 90,24% 9.762.519.467                

654911 Transfer Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD                    3.581.700.000.000                 3.248.930.102.292 90,71% 332.769.897.708            

654814 Transfer Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan                      750.000.000.000                   750.000.000.000 100,00%                                      - 

641 Dana Otonomi Khusus               19.443.292.590.000            19.443.292.590.000 100,00%                                      - 

641111 Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh                    7.971.646.295.000                 7.971.646.295.000 100,00%                                      - 

641211 Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua                    5.580.152.407.000                 5.580.152.407.000 100,00%                                      - 

641212 Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua                    2.625.000.000.000                 2.625.000.000.000 100,00%                                      - 

641311 Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat                    2.391.493.888.000                 2.391.493.888.000 100,00%                                      - 

641312 Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat                      875.000.000.000                   875.000.000.000 100,00%                                      - 

662 Transfer Dana Desa               60.000.000.000.000 59.766.577.527.403          99,61% 233.422.472.597          

662111 Transfer Dana Desa 60.000.000.000.000                59.766.577.527.403              99,61% 233.422.472.597            

661 Transfer Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta                    800.000.000.000                 800.000.000.000 100,00%                                      - 

661111 Transfer Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 800.000.000.000 800.000.000.000 100,00%                                      - 

654 Dana Insentif Daerah                 7.500.000.000.000              7.500.000.000.000 100,00%                                      - 

654411 Transfer Dana Insentif Daerah (DID)                    7.500.000.000.000                 7.500.000.000.000 100,00%                                      - 

Akun Uraian Akun  Anggaran  Realisasi %  Sisa Anggaran 


